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KATA PENGANTAR

Memadukan studi kebijaksanaan deﬁgan hukum yang berkaitan dengan persoalan
ekono_mi bukaniah snatu peketjaanryang, mudsh dan sederhana. Untuk hal yang per-
tama, studi ini menggunakan 3 (tiga) pilar utama, yakni teori-teori kebijaksanaan, hu-
kum dan ekonomi, sementara hal yang lain studi ini dituniut antuk dapat menam-
pilkan sesuatu yang baru dan perspektif bagi pengembangan ilmu pengetabuan dan
teknologi {iptek), khususnya dalam bidang ilmu hukum ekonomi. )

Perkembangan jaman berikut '&inamika yang menyertainya menghendaki per-
ubahan dalam cara memandang terhadép persoalan yang menyangkut perikehidupan
masyarakat, tanpa terkecuali persoalan hukum dan ekonomi. Tawaran terhadap eko-
nomi kerakyatan sebagai sistem perekonomian bangsa Indonesia yang dibingkai ncia-~
lam bentuk hukum ketetapan MPR dan peraturan perundang-undangan, yakni Tap
MPR RI No. IV/MPR/1999 dan UU No. 25 Tahun 2000 patut untuk direnungkan se-
kaligus dipshami secara mendalam di tengah kecenderungan masyarakat yang serba
terbuka dan trensparan {era globalisasi dan liberalisasi ekonomi). Oleh sebab itulabh,
upaya-upaya untuk mensinergikan sistem perekonomian tersebut agat dapat bersaing
secara kompetitif di pasar lokal, nasional maupun internasionéil sangat layak untuk
didukung dan diperjuangkan,

Studi ini mencoba menggali, memahami dan mengkaji lebih jauh upaya-upaya
dimaksud agar sistem perekonomian yang selama ini bekerja mampu menunjukkan
eksistensi dirinya terhadap perubahan jaman yang semakin bertambah cepat dari wak-
tu ke waktu dengan berbagai produk yang dihasilkannya.

Studi ini tidak dapat dilepaskan dari peran serta berbagai pihak yang turut

membantu, mengkritisi, memberikan saran-saran yang berharga dan diskusi-diskusi
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ABSTRACT

Elitical public policies, the weak law enforcement, and disharmonic of economic
system application in the New Order era have caused economic crisis and continued
to multi dimension erisis. The economic system of Indonesia that is expected and to
be able to answer basic of prablems of nation’s economic, in fact, it is brittle and even
fails to handle them because politic, law, economic, and social-culture factors. The
problem of corruption, collusion, and nepotism (KKN), monopoly, oligopoly, and
government protection to cerfain companies or businessmen caused the economic
foundation is getting more briitle. Thie study offers populist economic system as a
variant of Indonesian economic system to give answers for problems which is meant
as correction and solution over previous systemic problems. Through a deep study on
public policy in the House of Representative Decision of Indonesia (Tap MPR. RI)
number IV/MPR/1999 and the Act number 25, 2000 sbout populist economic system '
based on market mechanism, this study tried to examine further about the formulation
and application of public policies in empowering populist economic which has
orientation on market mechanism by studying the case of a herbs industry namely PT
Nyonya Meneer. The company became instruments in this study. By 4 (four) theoretic
frameworks as basic hint in examining the issues, this study was expected to be
benefical for the academists, birocrates, businessmen, and community. Through
gocio-legal study,,it does not only sees the legal framework of economic system as
positivist-normative, but also related with other fields which fill and influence each
other, such as politic-law, politic-economic, social-politic, and community culture.
Through a deeper study, populist economic as an economic system finally can run in
harmony with market mechanism if it holds the principles of: (i) healthy business
competition; (ii) economic growth and equat distribution; (iii) direct dimension with
community interest; (iv) applying development with environmental insight; (v)
holding justice principle and economic democracy; (vi) protecting consumer rights;
and (vii) utilizing lands and natura! resources properly, transparent, and productive.

(Key words public policies, community empowerment, populist economic system,
and globalization (market mechanism)).

xii




ABSTRAK

Kebijaksanaan pemerintah yang elitis, lemahnya supremasi hukum dan ketidak-
selarasan penerapan sistem ekonomi pada era orde baru telah mengakibatkan krisis
ekonomi yang berlanjut pada krisis multidimensi. Sistem ekonomi Indonesia yang di-
harapkan mampu menjawab problematika mendasar perekenomian bangsa, ternyata

‘rapuh bahkan gagal mengatasinya karena faktor politik, hukum, ekonomi maupun so-

sial-budaya. Persoalan KKN, monopoli, oligopoli dan proteksi pemerintah terhudap
suatu perusahaan dan atau pengusaha tertenty menyebabkan fundamental ekonomi
bertambah rapuh. Studi ini menawarkan sistem ekonomi kerakyatan sebagai varien
dari sistem ekonomi Indonesia untuk memberikan jawaban atas persoalan-persoalan

dimaksud sebagai koreksi sekaligus solusi atas permasalahan sistemik gebelumnya. -

Melalui kajian yang mendalam terhadap kebijaksanaan pemerintah di dalam Tap
MPR RI No. IV/MPR/1999 dan UU No. 25 Tahun 2000 yang berisi mengenai sistem
ckonomi kerakyatan yang bertumpu mekanisme pasar, studi ini mencoba mengurai,
mendalami dan menggali lebih jauh formulasi dan penerapan Kebijaksanaan peme-
rintzh dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada mekanisme
pasar dengan megambil studi kasus industri Jamu PT Nyonya Meneer yang dijadikan
instrumen dalam kajian ini. Dengan 4 (empat) kerangka teoritik sebagai acuan dasar
dalam menelash persoalan, stndi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan
akademisi, birokrat, pelaku usaha dan masyarakat. Melalui kajian sosio-legal, studi ini
tidak hanya melihat kerangka hukum sistem ckonomi sebagai persoalan positifis-
normatif saja, akan tetapi juga terkait dengan bidang-bidang lain yang saling mengisi
dan mempengaruhi, seperti politik-hukum, politik-ekonomi, sosial-politik, dan budaya
masyarakat. Melalui kajian yang mendatam, ekonomi kerakyatan sebagai sebuah sis-
tem ekonomi pada akhimya dapat berjalan sinergis dengan mekanisme pasar mana-
kala ia memegang prinsip-pringip: (i) persaingan usaha yang sehat; (i) pertumbuhan
sekaligus pemerataan ekonomi; (iii) berdimensi langsung dengan kepentingan masya-
rakat; (iv) menerapkan pembangunan berwawasan lingkungan; (v) memegang teguh
prinsip keadilan dan demokrasi ekonomi; {vi) melindungi hak-hak konsumen: dan
(vii) memanfaatkan tanah dan sumber daya alam secara adil, transparan dan produktif.

(Kata-kata kunci: kebijaksanaan pemerintah, pemberdayaan masyarakat, sisters
okoniomi kerakyatan, dan globalisasi (mekanigme pasar)
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BABI
PENDAHULUAN

Jj‘i

A. Latar Belakang M asalah

Pembangunan pada dasarnya merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya
manusia (hurean resources) dan masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan
(sustainable) berlandaskian kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan dinamika perkembangan jaman
di segala bidang. Dalam pelsksanasnnya, pembangunan demikian mengacu pada
kepribadian bangsa dan nilai-nilai 1uhm" universal untuk mewujudkan kehidupan
bangsa yang berdaulat, mandit;,tberkeadilml, sejahtera, maju dan kokoh kekuatan
moral dan etiknya,

Pembangunan yang terpusat dan tidak merata selama masa Orde Baru,'
ternyata hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi senié;ta tanpa diimbangi
tatanan kehidupan sosial-politik-ekonomi yang demokratis dan berkeadilan. Kebi-
jaksanaan demikian mengakibatkan perubahan yang sangat mendasar. Funda-
mental pembangunan ekonomi menjadi rapuh, penyelenggarasn negara sangat
birokratis, cenderung korup dan tidak demokratis, pada akhimya menyebabkan
krisis monete:a'1 gm ekonomi yang berlanjut dengan krisis moral. Hal tersebut ke-

mudian menjaidi penyebab tithbulnya krigis multidimensional yang berkepan-

! Era Orde Baru lezim dipergunaken untuk memumjuk masa pemerintshan Jend. (Purn.)
Soeharto yang memerintsh Republik Indonesia selama + 32 tshun (1966-1598) sebagai imbangan dari
Orde Larna masa pemerintahan Ir. Sockarno yang memerintah selema + 22 tahun (1945.1966).

,

1UPT-PUSTAK-UNDIP!
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Jjangan, meinbahayakan persatuan dan kesatuan serta mengancam kelangsungan
perikehidupan masyarakst.

Lemahnya fundamental ekonomi akibat kebijakeanids yang demikian dan
berlanjut pada krisis multidimensional, setidaknya disebabkan oleh tiga faktor, ya-
itu: (i) kebijaksanaan ekonomi sentralistik yang “hanys” berorientasi pada per-
tumbuhan ekonomi (ecoromy growth) tatpa dibarengi pemerataan; (ii) lemahnya
penegakan hukum terutama pada para pelaku “kejahatan kersh putik” (white
collar crime) disertai dengan merebaknya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di
setiap lini institnsi pemerintahan, pelaku usaha dan masyarakat; dan (iii) ketidak-
selarasan penerapan sistem ekonomi yang termuat dalam ketentuan perundang-
undangan dengan kenyaman\di lapangan kegiatan ekonomi, sehingga mengaki-

batkan perekonomian terpusat pada sekelompok orang, golongan dan daerah.

1. Kebijaksanaar Ekonomi Elitis.

Kebijaksanaan pembangunan yang diterapkan pemerintahan Orde Baru pada
dasarnya mencerminkan dinamika pergulatan pemikiran mengenai politik-eko-
nomi pembangunan yang berkembang dalam komunitas politik negeri ini,
yang pada akhlrnya mengakibatkan ketidakselarasan (uucbuplea‘) ekonomi an-
tara kebijaksanaan di tingkat pusat (makro) dengan kebualmanaan di tingkat
mikro (unit usaha),’ .

Pergulatan pemikiran politik-ekonomi ini pada dasamya merupakan
tarik ulur antara 3 (tiga) pola pemikiran dengan praktek pembangunan yang

? Anggito Abimanyy, Ekonomi budonesia Baru Kajian dan Alternatif Solusi Meruj: Pems
Likem, Elex Media Ko;riginindo. Jakarta, 2000, h. 4.




3
menckankan pendekatan berbeda, yakni tipe pendekatan (i) ekonomi sebagai
panglima; (ji) politik sebagai panglima; dan (ii1) moral sebagai panglima.®

Dalain pendekatan ekonomi, pengusaha dun korporasi berperan besar
dalam proses pembangunan di mana kegiatan el;onomi dan pembusatan ke-
putusan didasarkan atas pertimbangan pasar, yaita mongikuti dinamika keku-
afan penawaran dsn permintasn (supply and demd),' Dalam pendekatan
politik, peranan negara yangA diwakili para birokratnya berporm besar sebagai
aktor pembangunan, di mana proses pembangunan terletak pada pembinaan
kekuatan negara. Sedangkan dalam pendekatan moral, rakyat diberikan we-
wenang untuk mengatur kegiatan usaha berdasarkan kekuatan mereka sendiri
yang sebelumaya dimonopoli oléh negara dan pengusaha (korporasi). Pende-
katan ketiga sebenarnya merupakan kekuatan altemahf dalam - mengontrol
kekuasaan (negara) manakala ia berkolusi dengan pengusaha dan kerporasi,
tapi dalam penerapannya tidak pernah maksimal,

Tarik ulur kepentingan ini pada akhimya menyebabkan adanya perla-
kuan istimewa pemerintah yang menganakemaskan pengusaha besar dan
raksasa, memberi fasilitas (kemudahan) perijinan, fasilitas prasarana, peman-
Jjaan proteksi, pengucuran kredit tanpa batas serta kedudukan monopolistik®
dan oligopolistik (contoh kasus Bogasari dengan P.T. Indofood Sukses Mak-
mur Tbk.). Sebagai akibatnya, semakin menajamnya kesenjangan antara pusat
dengan daerah, kesenjangan ekonomi kaum the have dengan the have not yang

fs

G
3 Mohtar Mas'oed, Polittk, Birokrasi dan Pembangunon, Pustaka Pelajar, Yogyskarta, 1994,
h. 30-31. N _\
* Kwik Kian Gie, Praktek Bimis dan Orientasi Bkonomi hdonesiz, PT Gramedia Pustaka

Indonesia dan STIE IBH, Jakarta, 1996, b 158,
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sangat ményolok serta meningkatnya jumlah angka pengangguran setiap
tahunnya.

Sebagian besar sumber dzina, daya, dan peluang usaha hanya bisa di-

kuasai oleh sekelompok golongan saja. Golongan ini memiliki akses yang de-

mikian besar untuk menguasai Jalur ekonomi, memperbesar modalnya melalui
perbankan, dan mendapatkan proteksi dari pemerintah.® Distribusi kekayaan
(ekonomi) dan kekuasaan (politik} hanya dinikmati diantara elit kelompok
ataupun golongan sebagian kecil masyarakat.

Kesenjangan yang tajam dalam distribusi kekuasaan (politik) dan
ekonomi menimbulkan straktur yang berlapis-lapis dalam masyarakat. Kondisi
demikian menyebabkan adanye perlapisan sosial d:sebabkan kekuasaan (po-
litik) dem distribusi ekonomi tidak terbagi secara merata da.lam masyaralmt dan
hanya berputar pada sekelompok elit (golongan) saja’® Struktur yang demikian
iti berdampak pada pembuatan, pelaksanaan maupun penyelesaian sengketa
hukum.

. Lemahnya‘Penegakan Hukum.

Di bidangl hukum, pemberdayaan sistem hukum yang meliputi proses pem-
buatan hukom dan penegakannya,’ tidak dapat berjalan secara efektif dikare-
nakan tidak menyentuh persoalan-persoalan mendasar, Persoalan itu diantara-

nya membangun sistem yang solid, penegakan hukum dan institusi serta

3 SumntroDo_;o_;ohadtlummo Kompas, 11 Agustus 1994,
Satjlpto Rahardjo, Imu Hidaon, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 148,
7 Soerjono Soekanto, Faktor- Saktor yarg Mempengandy Penegakan Hidaum, RajaGrafindo

Persada, Jakarta, 2002, h, 3-6.




5
kelemahan dalam pengawasan terhadap implementasi kebijakan dalam bentuk
praktek-praktek yang menyimpang,.

D:gngan terjadinya perlapisan sosial maka hukum susah untuk mem-
pertahank;in netralitas atan kedudukannya yang tidak memihak. Perlapigan so-
sial merupakan kata kunci bagl penjelasan mengapa hukum bersifat diskn'—.
minatif, baik pada. perafuran maupun pada penegakannya® Akibat digkri-
minasi, penegakan hukum tidak lagi berpegang pada dasar-dasar keadilan,
namun lebih sebagai upaya penegakan yang pilih-pilih. Akibatnya, penegakan
hukum oleh badan-badan penegak hukum diusahakan untuk memberikan
keuntungan bagi badan-badan itu; sementara yang diperkirakan akan membe-
rikan hambatan dihindari. Peraturan diterapkan bagi orang-orang dari lapisan
bawah, sedangkan bagi mereka dari golongan menengah ke atas tidak di-
Jjalankan.

Krisis penegakan hukum pada dasarnya cermin dm kinerja birokrasi
dan aparat penegak hukum yang buruk dan tidak profesional dalan menye-
lesaikan problem-problem mendasar bangsa dan negara vang tidak dapat
terselesaikan secara baik oleh pengambil kebijaksanaan, baik kelembagaan
maupun aparatnya.

Sudah sejak lama bangsa ini tidak menerapkan prinsip-prinsip peme-
rintahan yang baik (good gavernance),’ yekni cara mengatur pemerintahan

yang memungkinkan layanan publiknya efisien, sistem pengadilannya bisa

® Satjipto Rahardjo, Op. Cit., h. 151.

® Philipus M. Hadjon (Ed.), Pengantar Hdoon Administrasi hdonesia (htroduction to the
hdonesian Administrative Law), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, h, 279; HAW,
Widjeja, Etika Pemerintahan, Bumi Aksars, Jakarts, 1997, h, 61-66,
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disndalkan dan administrasinya bertanggung jawab pada publik " Pada kenga-

| taannya justru menerapkan prinsip bad governance, yai;;ilsuatu prinsip dimana
pengambil kebijakeanaan (pemerintah) tidak dapat dimintsi pertanggung-
Jjawabannya, tidak transpaeran, tidak dapat diawasi serta rendahnya etika pr;)-

fesionalitas para pelakunya.

. Ketidakselarasan Penerapan Sistem Ekonomi.

Sistem ekonomi dualistik dalam UUD 1945 yang dibangnn dan didasarkan -

pada peﬁééunaan Pasal 33 Bab XIV fentang Kesejaktoraan Sosial, sementara
di sisi lain mendasarkan pada Aturan Peralihan Pasal I bahwasanya segala
aturan peruhdang-unda.ngan masih tetap berlaku selama belum diadakan yang
baru meﬁﬁ UUD ini, menyisskan berbagai persoalan yang sangat prin-
gipil—khususnya herket‘man dengan sistem ekonomi~—maupun implikasi yang
terjadi di bidang politik, sosial dan budaya maupun hukum. |
Sistem ekonomi dualistik tersebut mengakibatkan perbedaan yang
substangial terhadap sistem nilai (jiwa bangsa, watak, pandangan hidup, dasar-
dasar filosofis), prinsip-prinsip daser moral, kaidsh-kaidah serta asas yang
hendak dxpergunakan dalam membentuk, membangun;;ian mengimplemen-
tasikan sistem tersebut.!’ Proses lwkum, policy a‘ec;;_c;n, prosedur-admi-
nistratif mavpun substansi dari kedua sistem tersebut w(?misalnya) memiliki

karakteristik specific dan ragam dengan berbagai varian yang plural.

19 Mohtar Mas’oed, Op. Cit, b 59,
*! 8ri-Edi Swasono, “Perekonomian Masa Depan Bangsa: Mewujudkan Komitmen Politik Ki-

ta” dalam Sri-Edi Swasono, Demokrasi Ekonomi: Antara Xedmdatian Rakyat den Kedmdatur Pasar,
Makalsh Semninar Pelatihan Nasional Keluarga Mahesiswa den Alumni Penerima Beasiswa Super-
semar, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 4-5 Maret 1996,



Kedua sistem tersebut memiliki values, goals dan action plans' yang
berbeda-beda dengan variasi-variasi tetenty yang berbeda pula. Ia memiliki (i)
nilai yang pencapaiannya merupakan tolok ukur utama untuk melihat apakah
masalah sistem tersebut dapat diatasi: (ii) fakta yang keberadaannya dapat
membatasi atau meningkstkan pencapaian nilai-nilai (sistem dimaksud); serta
(iif) tindakan yang pencrapannya dapat menghasilkan pencapaian akan nilai-
pilai.”

Kedua sistem yang senyatanya berbeda tersebut melshirksn produk
perundang-undangan yang masing-masing haenﬁlild corak, nilai, agas dan mo-
tif tersendiri. Masing—masing peraturan (statutes, regulations) membaws im- |
plikasi yang luas terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
yang dalam tataran tertentu membm dampak ganda. Bagi kalangan yang
diuntungkan dengan sistem itu akan merasa welfzre sementara bagi yang diru-
gikan menganggap telah terjadi kesalahan struktura! dalam pengslolaan negara
(sebagaimana diyakini oleh penganut strukturalisme).

Dengan kata lain, perbedasn penerapan hukum dalam pembangunan
sistem ekonomi negara mengakibatkan dekonstruksi budaya terhadap pola
pikir, perilaku, sikap dan tindakan dalam semua aspek kehidupan masyarakat.
Perumusan dan penerapan aturan hukum yang tumpang tindih dan tidak
sinkron dalam pembangunan sistem ekonomi justru menunjukkan kelemahan
sistem hukum itu sendiri. Supremasi hukum sebagaimana: dibarapkan segenap

*? Eemi Warassih Puji Rahayu, Hibum dan Xebijzkan Publik, Sari Kulish Program Pasca-
sarjana Magister Iinu Hukum Undip, Semarang, 2002. .

3 William N. Dunn, Penganter Anatisis &ebijakar: Publik, Muhadjir Darwin (Peny.), Gadjsh
Mada University Prees, Yogyakarts, 2000, b, 97.
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komponen bangsa untuk menciptakan sekaligus memenuhi rasa keadilan ma-
syarakat agar makmur, sejahtera lahir dan batin semakin Jauh dari realitas.

Sementara di sisi lain, masyarakat (dunia) yang makin terbuka dengan ge-
lombang globalisasi masuk ke dalam wilayah politik, ekonomi dan sosial-budaya,
merubah pola pikir dan perilaku ﬁ;ﬁkehidllpan masyarakat dalam menentukan
barang dan jasa, penawaran dan permintaan (supply and demand). Globalisasi
menjadi satu istilah yang mendasri setiap negara untuk merubah arah kebijaksa-
naan ekonominya.

Sebagai salah satu komponen masyarakat dunia, (pemenntah) Indonesia
tidak dapat menghindari realitas di depan mata, yaitu dommasl faktor eksternal
(investor asing) dan globslisasi. Di era global, laln Hiantas pertukaren barang dan

Jasa, supply and demand tidak lagi ditentukan melalui government to gavernment
akan tetapi didasarkan pada mekanisme pasar.

Sangatlah tidak mungkin meﬁgisolasi individu dari pengaruh pasar di era
yang kizn mr@r oriented. Hal i disebabkan pasar sudah tidak lagi realitas yang
mewakili “tompaf® akan tetepi “ruang dan wakti” sehingga ia ada di mana-mana
Pasar bukan lagl sebuah institusi ekonomi yang eksklusi.ﬂ tetapi menyatu dengan
realitas sosial budaya dan mengakar dalam setiap aspek kehidupan. Keberada-
annya menjadi determinan bagi individu-individu dalam masyaraket,

Oleh sebab itu, upaya refgrmasi di segala bidang merupakan suatu ke-
harusan agar dapat bangkit kembali dan memperteguh kepercayaan diri atas ke-
mampuan yang dimiliki dengan melakukan langkah-langkah penyelamatan, pemu-

lihan, pemantapan, dan pengembangan pembangunan dengan paradigma baru
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Indonesia masa depan yang berkeadilan dalam rangka mewujudkan tujuan ber-
bangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan
UUD 1945. -

__ Upaj:ra‘ i)emerintah dalam mengatasi krisis ekonomi beserta dampak yang
ditimbulkannya telah dilakukan melalui proses reformasi di bidang ekonomi, akan
tetapi hasilnya belum memadai. Hal ini disebablan:

(i) penyelenggaraan negara di bidang ekonomi dilakukan atas dasar ke-

kuasaan yang terpusat dengan campur tangan pemerintah yang
terlalt besar, schingga kedanlatan ekonomi tidak lagi berada di
tangan rakyat dan mekanisme pasar tidak berfungsi secara efoktif

(ii) kesenjangan ekonomi yang meliputi kesenjangan antara pusat dan

daerah, antardaerah, aﬁtarpelaku, dan antargolongan pendapatan, te-
lah meluas ke seluruh aspek :kehidupan sehiﬂgba struktur ekonomi
menjadi rapuh ditandai dengan berkembangaya monopoli serta pe-
musatan kekuatan ekonomi di tangan sekelompok kecil masyarakat
dan daersh terfentu.

Konsep pembangunan berkelanjutan yang diletakkan sebagai kebijaksa-
naan, di dalam prakteknya justru terjadi pengolahan sumber daya alam yang tidak
terkendali dengan akibat kerusakan lingkungan yang mengganggu kelestarisn
alam (misalnya, kasus P.T. Freeport di Irian Jaya). Pengembangan ilmu penge-
tahuan dan teknologi beium dimanﬁaﬂm secara optimal dan berarti dalam ke-
giatan ekonomi, sosial dan budaya, sehingga belum memperkuat kemampuan

Indonesia dalam menghadapi kerja sama dan persaingan global.
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Kajian ini akan terasa semakin rumit manakala,;%perubah?an-perubahan
dunia yang demikian cepatnya, dianteranya ditandai dengan teknolcf)gi informasi
dan telekomunikasi, MNC (Multi National Corporation), kemunuulali: pakta-pakta
ekonomi seperti AFTA, APEC, dll. dengan paham free market meni)zawa dampak
yang luar biasa terhadap bangunan sistem politik, ekonomi, hukumz dan sosial-
budaya. Kemajuan teknologi dalam bidang-bidang tersebut menyel;abkan pem-
bauran sistem nilai'* (politik, ekenomi dan sosial-budays), atau pola hldup antar-

bangsa menjadn semakin kompleks yang pada akhimya mempengm'uhx kelndupa.n

masyarakat.

Di bidang hukum, dampak ini membawa perubahan dalam émensinergi, "

mengadaptasi, atan bahkan mentranspiantasi sistem nilai yang bermam tersebut ke
dalam sistem hukvm nasional, Merumuskan dan membentuk nilai—n.iilai berbeda
ke dalam ketentuan hukum nasional tidaklah mudah, penuh kepen&ngan, sarat
nilai atan bahkan secara filogofis dapat berseberangan dengan ideologi negara.
Meskipun staremerzr mengena.l sistem perekonomian dalam Tap MPFR RI
No. IV/MPR/1999 dan UU No. 25 Tahun 2000 dengan jelas menyatakan bahwa-
sanya pengembangan perekonomian diarahkan pada sistem ekonomi kerakyatan
yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan,ié{ganpakng'a tidaklah
mudah untuk memberikan penjelasan secara nyata mengenai apa dan batasan-
batasan dari arah pemnyatasn dimaksud. Sistem ekonomi ini memerlukan ka_uan
yang lebih mendalam dan utuh (holzstzc wholism) untuk melahirkan suatu masya-

rakat yang sejahtera sekaligus berkeadilan (civil society).

" Priyono Tjiptoherijanto, Prospel Perckortomian hdonesia dalams Rogha Glabairsrzsr Ri-

neka Cipta, Jakarta, 1997 h 31.
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Mensinergikan mekanisme pasar yang bermotif keuntungan (motive
profit), bermoral kompetisi dan bernilai isme liberal dengan sistem ekonomi ke-
rakyatan yang bermoral kerjasama, bermotif kemanfaatan, bernilai kegunagn dan
manfaat, berasas kekeluargae;n dan gotong royong sertu berwatak sosial adalah
pekerjaan yang tidak sederhana. Perbedasn watak (karakter) dientara keduanya
memerlukan bingkai hukum (UU) agar dapat merumuskan, menjaga dan melin-
dungi berbagai kepentingan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara ringkas, problem-problem mendasar sebagaimana dikemukakan di
atas dapat teridentifikasi sebagai berikut: (i) apakah mekanisme pasar yang selama
ini mengatur dan menggerakkan peleku-pelaku ekonomi dalam melaksanakan
kegiatan perekonomiannya masih dapat sepenuhnya dxandalkan mtuk mewujud-
kan kesejahteraan yang berkeadilan bagi kepentingan masyarakat huas?; (if) untuk
kepentingan-kepentingan siapa sajakah sistem perekonomian selama ini bekerja?;
(iii) sampai sejauh mana dan dalam hai-hal yang bagaimanaksh pemerintah depat
melakukan intervensi ﬁrzterv:mﬁan, visible hand) dalam kehidupan ekonomi agar
pemenuhan akan kepentingan dan kebutuhan umum dari masyarakat dapat ter-
penuhi dan lebih terjamin?

Hal ini penting dikemukakan mengingat akomodasi dan sinergi antara
mekanisme pasar dengan sistem ekonomi kerakyatan dalam aturag hukum sangat
diperlukan sebagai (i) kerangka acuan (frame work) bagi pemegang kebijaksanaan
dan pelaku usaha kegiatan ekonomi; dan (ii) untuk menciptakan sekeligns me-
ningkatkan kualitas hidup masyarskat agar dari hari ke hari semakin lebih baik

dan berdaya.
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B. Permasalahan dan Rumusan Masalah

Uraian di atas menandakan bahwasanya kesenjangan antara apa yang seharusnya
(das solen, idealita) dengan apa yang terjadi dalam kenyatasn empirik (das seir,
realita) dalam hal kebijaksanaan pemerintah memberdayakan ekonomi kerakyatan
yang bertumpu mekansime pasar sehingga menciptakan keadilan untuk semua go-
longan masyarakat, menimbulkan berbagai permasalahan yang hendak dikaji me-
lalui studi penelitian ini.

Upaya pemeritah dalam membangun sistem ekonomi kerakyatan yang ber-

tumpu mekanisme pasar sebagri koreksi atas sistem ekonomi sebelumnya, me-

nimbulkan berbagai persoalan mendasar disebabkun perbedaan nilai yang ter- \

kandung didalamnyn. Sistem ekonomi kerakyatan relatif baru dan masih belum
jelas konsep dan rumusannya, sementara mekanisme pasar seringkali men{gha-
silkan distorsi dan penyimpangen karena berbagai hal, seperti: kegagalan pasar
(market failured), intervensi pemerintah yang berlebihan, tidak efektifnyn pasar
berjalan serta adanya pengaruh eksternal (dominasi kapital, non market failured)
dan globalisasi.

Globalisasi dan mekanisme pasar memiliki sistem . nilai tertentu yang
belum tentu dapat bersinergi dengan bangun sistem ekono.mi kerakyatan. Glo-

balisasi, liberalisasi ekonomi maupun mekanisme pasar memiliki corak, karakter

dan sistem yang khas (specific) dengan latar belakang isme yang mendasarinya. -

Perumusan dan penerapen formulasi-model sistem ekonomi kerakyatan yang
bertumpu pada mekanisme pasar melalui perangkat hukum (Tap MPR/UV), juga |

menimbulkan persoalan dikarenakan tipe pendekatannya berbeda, Dapatkah kedua

I
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sistem tersebut bersinergi secara konstruktif? Jika dapat, melalui model atan pola

keb1jakesanaan yang seperti apa?

Dari paparan tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai
berikat:

() apakah formulasi kebijaksanaan pemerintah dalam Tap MPR RI No.
IV/MPR/1999 yakni pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang b;i"— .
tumpu mekanisme pasar dapat berjalan sinergliis_ dan saling mendu-
kung saty sama lain dalam menjawsab problem p&ekonomim bangsa
dan ketidakselarasan penerapan sistem ekonoini sebelumnya?

(ii) bagaimanakah kebijaksansan yang telah dirumuskan dan diterapkan
pemerintah dalam UU No. 25 Tahun 2000 sehingga mampu member-
dayakan ekonomi kerakyatan dan berkompetisi secara sehat, adil dan

transparan berdasarkan mekanisme pasar di era global?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan studi penelitian ini adalgh:

() mengetahui, mendalami dan mengkaji kebijaksanaan pemerintah da-
lam memberdayakan ekonomi kerakyatan yang sejalan dengan meka-
m'sm; pasar yang berkeadilan berdasarkan prinsip-prinﬁip pei'sa'ngan
usaha yang sehat, nilai-nilai keadilan, transparansi dan kepentingan
sosial sehiﬁgga terjamin kesempatan berusaha yang sama (non-dis-
kriminasi) dan perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakaf;

(11) me-nggali, mengungkap dan merumuskan konsep‘s‘_i kebijaksanaan pe-

merintah dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan yang bertumpu
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pada mekanisme pasar agar dapat bersaing dalam percaturan ke-
giatan ekonomi (bisnis, usaha) baik di tingkat lgkal, nasional maupun \'
di tmgkat global. )

D. Manfaat Penelitian

Hasil rumusan studi peneliﬁan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan

akademis, uparat pemerintah, pelakn bisnis dan ussha serta masysrakat.

®

(i)

(iii)

Bagi akademisi, studi penelitian ini diharapken dapat menjadi sum-
ber rujukan dan iqformasi ilmiah guna melakukan pendalaman, peng-
kajian dan penelaghan lebih lanjut dan mendalam tentang kebijak-
sanaan pemerinmh. dalam merumuskan sekaligus memberdayakan
sistem ekonomi lwrakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar.
Bagi aparat pemerintah, studi penelitian ini diharapkan dapat dijadi-
kan acuan dan sumber dalam mengambil langkah-langkah kebijaksa-
naan yang konstruktif guna mengatasi berbagai ketimpangan sosial
yang (‘Bl]ﬂd! akibat penerapan sistem ekonomi sebelumnya yang tidak
memihak kepentingan rakyat i:anyak akan tetapi berpihak kepada
segelintir orang dan golongan sehingga melshirkan disparitas sosial
dﬁn ekonomi yang tajam. ‘

Bagi pelaku 'bisqis dan pengusaha—baik swasla, koperasi mavpun
BUMN—stadi penclitian ini dibarapkan dapat dijadiken masulan
yang berharga agar dalam merumuskan, merencanakan dan melaku-
kan kegiatan ekonomi selalu.berpegang kepada kaidzh-kaidah sistem

ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar, sehingga -
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didapat suatu bentuk persaingan usaha yang sehat, adil, transparan,
tidak diskriminatif dan jauh dari sikap monopoli dan oligopoli.

(iv) Bagi masyarakat umum, studi penelitian ini diharapken menjadi ba-

han masukan yang berharga untuk selalu bersikap kritis terhadap ke~

bijakeanaan pemerintah dalam memberdayakan ekonomi kera.kyatan
yang bertumpu pada mekanisme pasar sebagaa kontrol terhadap ja-
lannya pemenntahan agar kebijaksanaan yang. dlambll selaln memi-
hak kepada kepentingan rakyat banyak dan bt_lkan berpihak kepada

segelintir orang atau sekelompok golongan.

E. Kerangka Teoritik
Studi penelitian ini menggl;na}can kerangka (acuan dasar) teoritik sebagai alat
untuk mengkaji, mendalami, meﬁgungkapkan dan menganalisis data yang disan-
darkan pada 4 (empat) landasan utaina, yaitu: (i) kebijaksanaan pemerintah; (ii)
model kebijakeanaan, (iii) pemberdayaan hukum dan masyarakat; serta (iv) teori

pemberlakuan hukum.

1. Kebijaksanaen Pemerintah
Pembangunan yang secara praktis menyentuh segala perikehidupan manusia
dalam suatu dinamika perubahan, bukanlah sekedar bertujuan menaikkan pen-
dapatan nssional saja, akan tetapi banyak unsur yang saling berhubungan dan
berkaitan antara bidang satu dengan yang lain. Dinamika perubahan yang
menyangkut keseluruhan struktur maupun sistem guna pencapaian sasaran

pembangunan, memerjukan pengambilan kebijaksanaaq yang tepat. Oleh se-




16
bsb itu diperluken teori atan model kebijaksn yang tepat agar pelaksanaan
kegiataﬂ untuk mencapai sasaran pembangunan dapat teroapai.

Menurut Syamsi, kebijaksanaan yang paling tepat adalah kebijak-
sanaan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat wmum, namun tanpa
mengorbankan wewenang | yang dimiliki pemerintah, yakni kebijaksanaan
dalam keseimbangan yang optimal."’ Kebijaksanaan dengan keseimbangan
yang optimal mesti disertai_ dengan pelaksanaan yang optimal pula, yakni
merupakan rangkaian kegiatan yang prosesnya dimulai dari tahap menetapkan
permasalahan yang dihadapi, menoari altematif pola (model) kebijaksanaan
yang tepat, tindakan nyata pelaksanaan, menetapkar pola kebijaksanaan hing-
ga penilaian terhadap hasilﬁya. |

Untuk mendapatkan kebijaksanaan pemberduya,t;n sistem ekonomi ke-
rakyatan yang bertumpu mekanisme pasar yang tepat, diperlukan kerangka
acuan (frame work) sebagai pedoman sekaligus prosedur pepgambilan ke-
putusan-keputusan dimaksud dalam bentuk ataran hukum atan perundang-
undangan. .Tanpa prosedur (pedoman) demikian, keabsahan dari tindalun pe-
merintah akan selalu dipertanyakan, Dalam kontoks inilah, hukum ata per-
undang-undangan digunakan sebagsi instrumen untuk melaksanakan kebijak-
sanaan pemerintah, ‘¢ |

Kebijaksanaan pemerintah sebenarnya merupakan pedoman jmg

mempunyai kewenangan pelaksanaan guna mendukung tindakan pemerintah

** Ibnu Syamsi, Pokok-Pokok Kebijakseraan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggar-
an Pembanginan Tingkat Nasional dan Regional, CV Rejawali, Jakarte, 1986, h. 79.

16 Bambang Sunggono, Lidaum dan Xebljaksanaa Fublék, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, h. 76-
83,
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dalam wilaysh jorisdiksinya, baik pada tingkat nasional maupun daersh.
William N. Dunn (dalam Syamsi) mengatakan bahwasatjya “a public policy is
an authoritative guide for carrying out governmentd action in nationdl, state,
regional and municipal jurisdiction” "

Masﬂl menuwut Dunn (dalam Syamsi), sistem kebijakeanasn meliputi
3 (tiga) unsur, yaitu (i) pelaﬁx kebijaksanaan; (ii) kebijaksanaan pemerintah;
dan (iii) lingkungan kebijaksanaa@ % Polaku kebijeksanaan dalam hal ini ada-
lah pemerintah dan wujud kebijaksanaannya bermacam-macam (sebagai con-
toh kebijaksananan pemberdayaan ekonomi kerakyatan). Sementara itu, ling-
kungan kebijaksanaan juga bermacam-macam, geperti: pengangguran, kemis-

kinan, ketenagakerjaan, dil.

2. Model Kebijaksanaan,
2. Teori Inkrementalisme’ (Incrementalism Theory)
Teori int memandang kebijaksanaan sebagai \ranasx terhadap kebijaksa-
naan masa lalu. Bahwasaﬁyé kebijakaanlaa{l pemerintah yang ada sekarang
merupakan kelanjutan kebijaksanaan pemerintah pada ﬁasa lalu jang di-
sertai modifikasi (variasi-variasi) tertentu secara bertahap. Decision ma-.
kers tidak mesti mengadakan peninjauan kembali secara keseluruhan
terhadap kebijaksanaan, identifikasi sosial dan penelitian kembali terhadap
beneﬂt-cast kebijakeanaan sistem masa laln. Namun, dengan terbatasnya

waktu dan biaya mendorong policy makers untuk tidak mengidentifikasi

7 Tbnu Syamsi, Op. Cit., h. 74,
18 Bid., h. 75.
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menyeluruh terhadap mode! kebijaksanaan lama dan alternatif-alternatif

s

kebijaksanaan beserta konsekuensinya.'’ s
Sebagaimana dinyatakan oleh Dye:
Incrementalism is conservative in that existing Dprogram, policies,
and expenditures are considered as a base, and attention is con-
centrated on new programs and policies and on increases, de-

creases, or modifications of current programs. Policy makers ge-
nerally accept the legitimacy of e.szfoabﬂshed programs and tacity

agree to continue previous policies.

Dengan jelas Dye menyatakan bahwa model inkremental masih
menggﬁnakan program kebijaksanaan lama dengan mencurahkan perha-
tiannya pada program dan kebijaksanaan baru melalui penambahan dan
pengurangan atau modiﬁliaﬁi_ pada program yang telah ada. Secara ringkas,
mode] inkremental oleh Dye digambarkaﬁ sebagai berikut:

Gambar 1
Model Incrementalism Theory

. poligy incremenrt
‘l incremental variations
o onanegency's policies
’ ’ : o past palicy conmitments

1980 1985 1990 1995

¥ pid, h 62-63. :

% Thomas R. Dye, Understanding Public Paolicy, Englewood Cliffs, Prentice-Hall Inc., New
Jersey, 1978, h. 32.
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Melalui incrementalism theory, policy makers dapat menerima ke-
absahan program-program berdasarkan kebijaksanaan sebelumnya dise-
babkan kebijaksanaan baru belum tentn lebih baik dari kebijaksanaan
lama %! Pertimbangannya adalah:

(i) adanya keterbatasan waktu dan biaya untuk mengkaji semua
alternatif pola (model) sistem untuk n{?i:'nbuat kebijaksanaan
baru; | |

(ii) adanya ketidakpastian mengenai konsekuensi hasil yang hen-
dak dicapai dari kebijaksanaan baru;

(iil) untuk membuat program model (pola) sistem yang sama se-
kali baru diperlukan biaya investasi yang cukup besar, berupa
dana, sumber daya (alam dan manusia), dli.;

(iv) secara politis, inkrementalisme sangat bermanfaat karena per-
getujuan dalam pembuatan kebijaksansan lebih mudah ter-
capai {compromize); dan

(v) apabila tidak tercapai kesepakatan yang benar-benar baru,
maka pemerintah dapat memberlakukan program-program
lama dengan modifikasi dan variasi-variasi sesuai dinamika
pernbahan.

Model inkremental lebih cocok diterapkan pada negara-negara ber-

kembang (zedang membéngun) yang masih mengalami banyak keku-

rangan tenaga ahli dan dana serta memerﬁukan Wakt'l} yang cepat untuk

# Tbnu Syamsi, Op. Cit., h. 63.
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mengejar ketertinggalan-ketertinggalan dalam perkembangan dan pem;
bangupan, sebagaimana dinyatakan Ralph Huitt (dalam Henry), “What is

most jeasible is incremental 2

b. Teort Proses (Process Theory)

Model process theory dari suatu kebijaksensan pemerintah dimaksudkan

scbagai suatu hssil proses dari rangkaian kegiatan politik (pelitical ac-

tivities), yakni: (i) ideatifikasi masalah (problem iderztlﬁcaﬂgn); (i) peru-
musan kebijaksanaan (policy formulation); (iii) penetapan kebijaksanaan
(policy legitimation);- (iv) pelaksanaan kebijaksanhan (policy implemen-
| tation); dan (v) penilaian kebijaksanaan (policy eﬁazuation).ﬂ Modsl ini
sebenarmya tidak lebih gebagai proses-proses aktifitas politik pembuat
kebijaksanaan (eksekutif maupun legiélatii) yang dilakukan berdasarkan

prosedur dan langkah-iangkah tertentu,
Model proses kebijaksanaan yang sederhanas dikemukakan L oleh
.} Randail B. Ripley (dalam Soenarko) dengan menampilkan 4 (empat)
unsur yang penting .dalam proses pengambilan kebijeksanaan, yaitu: (i)
lingi:ﬁhgan (environment); (ii) pengertian pelaku kebijaksanaan atas ling-
kungan itu (policy actors perceptions of environment); (iii) kegiatan pe-

merintah (government policy activity); dan (iv} kegiatan masyarakat

2 Wicholes Henry, Public Administration and Public Affairs, Englewood Cliffs, Prentice-Hall
Inc., New Jersey, 1980, h 304,

B goenarko SD, Public Policy Pergertian Pokok wntk Memahami dan Andlisa Kebijaksa-
nacr Pemerintzh, Atrlangga University Press, Surabaya, 2000, h. 246,

M bid.h. 248,
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(societal policy activity). Secara ringkas, model tersebut dapat dibagankan
sebagai berikut:

Gambar 2
General Model of The Policy Process

Government
_ ' Policy Activity

Policy Actors
Perception of Environmen,

Societal
Policy Activity

c. Teori Institusionalisme (Institutionalism Theory)

Menurut teori ini, kebijeksanaan dipandang sebagai aktivitas kelembagaan.
Struktur dan lembaga pemerintah merupakan pusat fkegiatan politik. Dye
berpendapét:

Political activities generally center about parnticular government
institutions—Congress, the presidency, courts, states, municipa-
litles, political parties, etc. The activities of individuals and group
are generally directed toward governmental institutions. Public
policy is authoritative determined, and enforced by governmental

Institutions.®
Teori ini menekankan bahwesanya kebijaksanaan publik pada
umumnya dilembagakan dalam lembaga pemerintah (baik legislatif, ekse-

kutif waupun judikatif) disebabkan keterkaitan dan sangat erstnya hu-

B Thomes R. Dye, Op. Cit., h. 20.
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bungan antara policy maker dengan policy a‘ecf.s':'arz" serta keterkaitan yang
kuat antara aktifitas-aktifitas individa dan- kelomp:_t}k dengan institusi-
institusi pemerintah.

Ciri-ciri kebijaksanaan pemerintah yang dilakukan oleh lembﬁgx;
pemerintzh ada 3 (tiga) macam,” yaitu; (i) pemerintah memberikan keab-
sahan terbadap kebijaksansan yang akan ditempuhnya sedangkan rakyat
dlharapkan kepatuhannya; (ii) pemerintah melibatkan kebijaksenaan secara
menyelmuh dan wniversal; serta (iii) pemerintah memiliki kewenangan
(otoritas) untuk memaksakan kebijaksansannya dalam masyurakat.

3. Pemberdayasn Hukum dan M asyarakat

Pemberdayaan (empowering), pada dasamya merupakan guatu gerakan sosial
(social movement) yang menekankan akan arti pentingnya kekuasaan (power)
dan menekankan keberpihakannya kepada kaum #he Dpowerless (kaum lemah,
tidak berdaya baik secara politik, ekouiomi, hukum manpun sosial-budaya).
Priyono dan Pranarka menyatakan balwasanyz pemberdayaan adalah gerakan
yang mengamanatkan kepada perlunya power dan menekankan keberpihakan
kepada the powerless™ Gerakan ini menginginkan agar semua komponen
yang ada dalam kehidupan masyarakat mempunyai keks,;mn yang seimbang
sebagai modal dasar dalam melakukan aktualisasi. Jati diri manusia dijadiken
tolok ukur yang standard dalam melakukan kegiatan, bm!-. secara normatif,

struktural maupun substansizl, Pemberdaynan merupakas proses upaya diri

Ibnu Syamsi, Op. Cit.,, h. 56,
* Onny 8. Prijono dan Pranarks, Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan den Suplementast, OSIS,

Jakarta, 1996,h. 44,




dalam membangun cksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan
negara.

- Menurut Esmi, proses pemberdayaan hendaknya menekankan kepada
proses memberikan atan mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasasn atau ke-
mampuan kepada masyarakat agar iebih berdaya dan mendorong atau memo-

tivasi individu sehingga memiliki kemampuan atan keberdayaan untuk menen-

tukan apa yang menjadi pilihan hidupnys melalui proses dialog dan par-
tisipasi.®
Pemberdayaan masyarakat (baik di bidang bukum maupun ekonomi)
sangat diperlukan mengingat pembangunan yang dijalankan selama ini hanya
mementiélgkan sisi orientasi materi dan fisik semata schingga menciptakan
ketldakberdayaan {disempowerment), baik secara individual maupun kelom-
pok di semua sektor kehidupan. Masyarakat dipacu untuk memenuhi kebu-
tuhan fisik dan materinya tasipa melihat sisi yang janh dari kemanusiannnya.
Pembangunan menjadikan manusia terasing dengan lingkungannya sendiri.
Tanpa pemberdayaan, tujiian hukum dan masyarakat, yakni keadilan, kesejah-
teraan lahir dan batin sulit terpenuhi bahkan semakin jauh dari harapan.
Pemberdayaan mengaﬁdung 2 (dua) kecenderungan—meminjam isti-
| lah Oskley dan Marsden—yakni primer dan sekunder.® Kecenderungan

primer merupakan proses mengalihkan atan memberikan sebagian kekuasaan,

® Femi Warassth Puji Rahayu, Pemmmmﬁmmw Tujuicor He
kum (Proses Penegakan Hidkum dan Persoalan Keodilan), Pidto Penguluihan Penerimam Jabatan
Guru Besar Madya Dalam Hmu Hukum Undip Semarang, 14 April 2001, Badan Penerbit Universitas
Dlponegoro. Semarang, 2001, h. 28,
® Oskley dan Mmden, Aproaches to Participation i Rural Development, 1.0, Genewa,
1984, h. 56.
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kekuatan atan kemampuan kepada masyarakat yang dikenal dengan pola top-
down. Sedangkan kecenderungan sekunder menekankan pada proses stimulasi
(dorongan) agar pribadi memiliki kemampuan atan keberdayaan untuk menen-
tukan pilihan hidupnya sendiri mglalui proses dialog-partisipatif (bottom-up).

Pemberdaya@ hukum bertitik tolak pada: (i) proses pembentukan dan
(ii) proses penegakan hukum, di mana masing-masing dari proses terssbut sa-
ling terkait dan menduf&mg safu sama lain (irterdependent). Kelemahan di sa-
lah satu proses merupakan kelemahan proses yang lain, begitu pula gebaliknya.

Sebagai wujud pemberdayaan, proses pemben;;kan hukum memer-

lukan partisipasi masyarakat secara luas agar hukum yang dibentuk benar-
benar mencerminkan kehéndak magyarakat dan bukan sekehendak golongan
atau sekelompok orang saja. Upaya partisipatif dan dinlogis dilakukan agar
masyarakat yang selama ini berada dalam kondigi lemah, tidik berdaya (erm-
poverless) dan tidak mempunyai alternatif pilihan, menjadi kuat, berdaya dan
dapat meiientukan alternatif pilihannya sendiri, baik secara pnmer (top-down)
maupun sekunder (boﬂam—qc;). .

Penegakan hukum sebagai proses, pada dasarnya merupakan perwu-
judan dari harapan hukum (das :blen) yang berupa pikiran-pikiran orang (ba-
dan) pembuat hukum menjadi kenyataan (das seln) keseharian untuk dija- |
lankan. Pikiran para pembuat hukum akan menentukan baga;imana penegakan
hukum itu dapat dijalankan,
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4. Konsep Pemberiakuan Hukum
Law as a Tool of Social Engineering

Ada 2 (dug) fangsi yang dspat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat,

yaitu: (i) sebagai sarana kontrol sosial {socidl control) dan (ii) sebagai sarma

untuk melakukan rekayasa sosial (social engineering) ¥ |
Sebagai sarana kontrol sosial, hukum bertugas menjaga agar masya- |

rakat tetap dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima

olehnya. Peranan hukum hanya mempertahankan apa yang telah diterima r

masyarakat, atau dengan kata lain hukum berfungsi sebagai penjaga status quo

pemerintah. Sedangkan sebagai sarana rekayasa sosial, hukum dapat menja-

lankan fungsinya untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masya-

rakat. %! ‘

Begitu juga dengan peraturail pemndang-undangé; ia dapat pula dide- ‘

kati melalui 2 (dua) sisi, yaitu: (i) sebagai suatu aktiﬁtag}ang bersifut formal ‘

juridis untuk merumuskan secara tertib prosedural apa yang menjadi kehendak

masyarakat melalui ukuran-ukuran normatif dan (ii) sebagai suatu aktifitas

yang bersifat sosiologis, yakni‘ berupa hubungan timbal balik antara lembaga

dan perundang-undangan dengan aktifitas masyarakat. Perundang-undangan

diperguuaka_g untuk merimbulkan suatu keadaan tertentn di dalam masya-
rakat; yakni ,bémpa perubahan sosial (social engineering) yang nyata,” dianta-
ranya adalah pemingkatan pendapatan dan kualitas hidep masyarakat yang

tidak berdaya secara ekonomi menjadi lebih berdaya.

’f Soerjono Sockanto, Pengantar Soviologi Fidaom, Bhretara, Jakarta, 1973, h, 58.
A bid.
*2 Satjipto Rahardjo, Bikwm dan Masyarakat, Angkase, Bandung, 1979, h, 117-118,

(7T -PUST R VKD
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Social engineering melalvi jalan hukum berkepentingan untuk melihat
hasil yang ditimbulkan dari cara-cara yang dipakai dan tujuan yang hendak di-

capai oleh peraturan gistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu mekanisme

pasar. Persturan-peraturan yang diberlakukan ke dalam masyarakat bukan -

satu-satunya sarana yang mengatur tingkah laku anggots masyarakat. Di luar
hukum, masyarakat masih dibatasi tingksh lakunya oleh berbagai macam un-
sur kekuatan yang melingkupinya di samping faktor personal atas dirinya, yak-
ni faktor politik, ekonemi dan sosfal budaya. Interaksi ini menentukan gebe-
rapa jauh para anggota masyarakat dapat memennhi tuntutan dari stwran hu-
kum itu,

Agar perubahan sosial dapat terjadi sebagaimana dikehendaki oleh Tap
MPR RI No. IV/MPR/1999, diperlukan asas-asas sebagai langkah strategis
upaya ke arah itu. Adam Podgorecki (dalam Satjipto) mengemukakan 4
(empat) asas yang merupakan keharusan dalam melakukan sacta! engineer-
ing,® yaitu: (i) deskripsi situasi yang dihadapi secara tepat; (ii) analisis ter-
hadap penilaian-penilaian dan menentuken susunan pilai-nilai tersebut; (iii)
verifikasi dugaan sementara (hipotesis); dan (iv) pengukuran efok wndang-
undang vang diberlakukan,

Apsbila perubshan-perubahian yang terjadi tersebut berhasil sebagai-
mana dikehendaki ketentuan perundang-undangsn, pada akhimya akan me-
lembaga sebagai pola-pola baru di dalam masyaraket—yang oleh Scerjono
digambarkan sebagai berilut;> |

B pid, h 118, |
* Soerjono Sockanto, Pengantar Sasiologi Hide, Cp. Cit, h 120.
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Gambar 3
Formula Pelembagaan

Efektifitas Kekuoatan yung
menanamk an —._  enentang dari masyarakat
unsur-unsur baru

Proses Pelembagaan =

Kecepatan menansmk an
unsur-unsur bare

Efektifitas mensnam merupakan hasil yang positif dari penggunaen -
* tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode untuk menanamkan kebijak-
sanaan baru pemerintah dalam Tap MPR RI No. IV/MPR/1999 dan UU No.
25 Tahun 2000 mengenai sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada me-
kanisme pasar di dalam ximsyamkat.?ola ini akan mendapatkan reaksi dari
beberapa golongan masyarakai yang merasa dirugikens, berupa kekuatan me-

nentang yang mempunyai pengaruh pegatif pada tingkat keberhasilan proses

soctal engineering. Kekuatan penentang dapat daiang‘dari berbagai pihak,
< baik pengusaha besar (korporasi), pengusaha kecil dan menengah maupun elit
politik yang tidak merasa welfare dengan sistem tersebut. |
Yang dimaksudkan dengan kecepatarn menanam adalah nkuran jangka
waktu seberapa jauh usaha itu dilakukan dan dibarapkan memberikaﬁ hasil
yang optimal. Disebabkan social engineering merupskan suatu proses yang
terus menerus dilakukan dan berlanjut, maka jangka waktu tingkat keber-

hasilan bergantung berbagai faktor yang menyertainya, diantaranya tingkat
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keseriusan pemeriniah dalam sosialisasi, komunikasi dan pemberdayaan seba-
gaimana dikehendaki oleh Tap MPR RI No. IV/MPR/1999.

F. Metode Penelitian

.

Penelitian {riset, research) merupakan sarans masusia dalam memperkuat, mem-
bina dan mengembangkan ﬂml.l pengetahuan,” yang dimaksudkan untuk menam-
bah dan memperluas pengetahuan barn guna memperkuat teori-teori yang sudah
ada atan bahkan menemukan teori-teori baru.® Penelitian merupakan usaha manu-
sia untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan di
mana usaha tersebut dilakukan dengan metode-metode iimigh® yang dilakukan
secara metodologis, sistematis dan konsisten. ™ o
; Metodologi (dari kata metode yang berarti “jalan ks”) penelitian hukum
memiliki 3 (tiga) aspek p;ngertian, yakni: (i) logika penelitian ilmish; (ii) studi
terhadap prosedur dan toknik penelitian; serta (iii) sistern dari prosedur dan teknik
penelitian.® Berdasarkan cakupan atas 3 (tiga) aspek tersebut, metode penelitian
hukum dapat dimmuskgn sei)agai cara kerja atan teknik_yang dipergunakan se-
orang peneliti untuk menemukan, mengkonstruksi, menganalisis dan menguji ke-
benaran ilm;:?pengetahuan hukum yang dilakukan dengan sistematis dan kon-

gisten,

* Soerjono Joekanto, Pengartar Penelitian Fidauom, Universitas Indonesia Press (UI Press),
Jakarta, 1984, h 3,

¥ Trawan Suhartono, Mefode Penelitian Sosial Suats Tekuik Penelitian Bidarg Kesqjahfe-
racn Sosial derlam B Sosial, Remaja Roada Karya, Bandung, 1999, h, 1-2.

*7 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Andi Offset, Yogyakarta, 1993, h. 3.
! *® Bambang Waluyo, Peneltian Hdaun dalam Prakiek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, h 2.
; * Soerjono Sockanto, Pengantar Penelitian Hidwm, Op, Cit., h. §.
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Sesuai dengan watak, karakter dan metode yang dipergunakan, penelitian
hukum dibedakan menjadi (1) perelitian hukem normatif (legal research) dan (ii)
penelitian hukum sosiologis (socio-legal research). Penelitian hukum normatif di-
pergunakan vatuk (i) penelitian inventarisasi hulum positif; (ii) penelitian agas-
asas dan das‘;a_i';fhlsafah (dogma atau doktrin) hukum positif, (iii) ponelitianﬁ pene-
muan hukum ¢z concreto;® (iv) penelitian sistematik hukum; serta (v) penslitian
taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal * Sedangkan socio-legal research digu-
nakan untuk mempelajari studi-studi empirik guna menemukan teori mengenai
proses terjadinya dan békeljénya hukum dalam masyarakat ©

Penelitian hukum normatif (disebut pula penelitian doktriner) dipakai un-
tuk mempelajari studi mengenai law in books Sementara studi penelitian hukum
sostologis (disebut juga penelitian non-dokiriner) dipakai untuk mempelajari studi
mengenai Jaw ir action, baik it sociology of law maupun law and society® dika-

renakan studi ini mengikuti pola penelitian ilmu gosial, kbusnenya ilmu sosiologi.

1. Paradigma
Studi penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif' dengan para-
digma fenomenologi interpretif, yaitu suatu studi panelféjan yang “menggu-

nekan paradigms kualitatif, mengkaji dan menelash secara holistik, mencari

*® Soetandyo Wignjosoebroto, “Penelitian Hukum: Sebush Tipolog* dalam Musyarakat hrio-
nesia, 'I'ahlm ke 1 No. 2,1974, h, 89-98,
*! Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitir Hikion dan Jurimetri, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1990 h. 11-33,
Soetandyo Wignjosoebroto, Lo, Cit.
“ bid.; Roony Hanitijo Soemitco, Op. Cit,, h. 34-35.
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egsensi dan mengimplisitkan nilai moral dalam observgsi, analisis dan pem-
bustan kesimpulannya” 4 i

Menurut Moleong, pemilihan penelitian kuahtatxf dimaksudkan agar
peneliti dapat (i) dengan mudah menyesuaikan materi; (ii) menyajikan secara
langsung hakekat hubungan peneliti dengan yang diteliti; serta (lii) poka ter-
hadap poia-pola nilai yang dihadapi.”

Penyesuaian materi penelitian ini lebik mudah apabila dibadapkan pada
kenyataaé éanda bahwasanya kebijaksanaan pemerintah mengenai pemberda-
yaan ekonomi kerakyatan tidak semata-mata wusan ekonomi sajn akan tetapi
terkait erat dengan bidang-bidang lain, seperti hukum dan politik. Di samping
itu, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak
penajaman pengaruh terhadep pola-pola nilai yang dihadapi, seperti m'la;-nilai
kebersamaan dalam sistem ekonomi kerakyatan dan nilei-nilai individualis da-
lam liberalisasi ekonomi.

Paradigma (paradigm), meski memiliki pengertian yang beragam, seti-
daknya mengandung arti bahwa ia mempakah suatu sistem filogofis utama,
induk ataw payung {an umbrella phtlosophy system) yéng meliputi ontologi,
epistemologi dan aksiologi tertentu yang merepresentasfk#m suatu delief sys-
tem daiam memandang dunia (world view). Untuk mere;;esentasikannya, se-
tiap paradigiaa memiliki metodologi (teknik-teknik) tertentu demi pencapaian
maksud yang diinginkan.

2000, h. 5.

* Nung Mihadjir, Metodolog! Penelitian Kualitztif, Rake Saragin, Yogyakarta, 2002, h. 72.
“ Lexy J. Moleong, Metcdologi Perelition Xualitztif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung,
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Menurut Denzin dan Guba (dalam Salim) paradigma diartikan sebagai:
(a) a set of assumption dan (b) beliej.‘s concerning: yakni asumsi yang secara
given telsh dianggap bener; dan (¢) a mental window: yakni frame yang seca-
ra yakin dan mendasar diskui kebenarannya melalui ontologi, epistemologi
dan aksiologi fertentu.® Sedangkan menurut Ritzer, paradlgma dimaksudkan
sebagai pandangan yang mendesar dari ilmuwan tenta#;é apa yang menjadi
pokok persoalan ya:ig semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu penge-
tahuan (discipline).” \

Sebagai sebuah konsep iitnu pengetahuan, masith menurut Ritzer, isti-
lah paradigma pertama kali diperkenalkan oleh Thomas S. Kuhn melalui k-
yanya The Structure of Scientific Revolutions. Meskipun membicarakan me-
ngenai sains, karya ini memiliki arti demikian penting bagi ilmuwan sosial
karena dinilai teleh menawarkan suatu konsep baru yang bermanfaat terhadap
para sosiolog dalam niempelajari ilmu mereks.* Di dalam buku tersebut Kuhn
berpendapat babwa pgrkembéngan ilmﬁ pengetahuan bukan terjadi seoara ku-
mulatif akan tetapi ter]adz secara revolusioner.®

Ontologi paradlgma penelitian kualitatif berlandaskan fenomenologi
interpretif sams; dan sebangunl dengan penelitian kualitstif yang berlandaskan
rasionalisme, yakni menuntut adanya pendekatan holistik (wholism), mendu-

dukkan cbjek dalam konstruksi ganda serta melihat objeknya dalam suaty

*S Agus Salim (Peny.), Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (dari Derzin-Chiba dan Pee-
rapamzyc}), Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 2001, h. 33-38. _
7 George Ritzer, Sosiologi Bmy Pangetahuan Berparadigma Ganda; (Peny.: Alimandan), Ra-
jawali Pera, Jakarta, 1992, h. 8,
** Ibid., h. 3.
** Thomas S. Kuhn, The Strusture of Scientific Revolutions Peran Parcdigma dalam Revolusi
Sains, (Peny.: Lili Rasyidi), PT Rernaja Rosdakarya, Bandung, 2000, h. 37, $1-130. '
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konteks natural (alami, apa adanya). Epistemologinya tidak terlalu bergantung
kepada kerangka-kerangka teoritik oleh karena diharapkan melalui fakta-fakta
(data) yang ditemukan di dalam penelitian akan didapat penyesuaian-penye-
suaian tecri yang sudah ada, atan juslru sebaliknya akan menemukan teori-
teori baru. Epistemologi penelitian ini menuntut bersatunya objek penel-'l;zt_i de-
ngan subjek penelitian sekaligns menghayatinya. Aksiologinya mengskui 4
(empat) kebenaran empiri atau faktual, yakni: (1) empiri sensual (inderawi);
(i1) empiri logik (logika rasionalitas); (iii) empiri etik (berlandaskan filsafut
rasionalisme); serta (iv} empiri transendental (kemamplién untuk menghayati
dan mefakukan pemaknaan), i

Pendekatan fenomenclogi bukan hanya hendak berpikir spekulatif
teoritis saja seperti dalam penelitian normatif, melainkan hendak menduduk-
kan tinggi kemampuan manusia untuk berpikir reflektif, menggunakan logika
reflektif (induktif-deduktif secara mondar-mendir atau bolak-balik), logika
material dan logika probabilistik. Pendekatan ini bukan hendak menampilkan
teori dan konseptualisasi yang sekedar berisi anjuran atan imperatif {perintah),
melainkan mengangkat makna etik (berlandaskan pandangan etik) dalam ber-
teori dau berkonsep.* Penelitian dengan pendekatan demikian perfu dilakﬁkan
mengingat pemberdayaan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu meka-
nisme pasar memiliki watak, karakter dan kekhasan pola-pola nilai yang ra-
gam (value laden) dan sarat pesbedaan dengan sistem ekonorhi sebelumnya

yang dikena! dengan sebutan Sistem Ekonomi Pancasila.

* Woeng Muhadjir, Op. Cit., h. 17-19.
U bid, b 118,
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Pertimbangannya adalah:
(1) bahwa studi ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memahami,

(ii)

(iii)

menilai, mengevaluasi sekaligus melakukan pengujian (analisis)
fakta-fukta (data) yang sarat nilai dan makna (value laden) yang
fidak sekedar mengungkap data ompiris, skan tetapi Iebih jauh
dari itn mencoba n;emahami dan menjelaskan realitas empiri,
khususnya mengenai policy pemerintah dalam memberdayakan
ekonom kerakyatan yang berorientasi pasar sebagaimana ter-
tuang dalam Tap MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang GBHN
yang dijabarkan dalam Program Pembangunan Nasional (Pro-
penas) melalii UU No. 25 Tahun 2000;
bahwa pm'adigﬁx; un ms,;nggunakan asumsi dasar manusia dalam
benilmu pengetahuan tidak dapat dilepaskan dan pandangan mo-
ral dan etiknys, baik dalam taraf mengamaﬁ; menghimpun data,
menganalisis serta dalam membuai kesimpulan; -
bahwa paradigma ini bukan hanya melihat data atan fakta sebagai
fakta sensual (inderawi) saja sebagaimana dianut oleh paradigma
positivis dan postpositivis, melainkan lebih sebagai fakta logik
sekaligus fakta efik (evaluatif, penilaian), dalam arti fakta ter-
sebut tidak banya dipandang an-sich sebagai fakta saja, melain-
kan lebih sebagai falita yang sarat nilai tertentu, tergantung cara

pandang peneliti dalam memahann fakta tersebut (subjektif).




2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam pepelitian ini adalah metode

pendekatan deskriptif-kualitatif-eksplanatoris. Penelitian deskriptif dignnakan

untuk memberikan data yang detil dan seteliti mungkin tentang manusia (kese-

jabteraan, kemakmuran, tingkat pondapatan, dil.), keadsan (fingkungan) mau-

pun gejala-gejala lain untuk kemmudian diuji melalui pendekatan eksplana-

“torig. 2

)

(ii)

Fendekatan deskriptif dilakukan untuk memberiken data secara
utuh dan seakurat mungkin berkaitan dengan kebijaksanaan g_e;
merintah dalam mernmuskan sekaligus memberdayakan sistém
perekonomian rakyat yang bertumpu pada mekanisme pasar. Im-
plementasi (p;anerapan) kebijaksanaan membawa perubal:gn—per«
ubahan dan pergoseran-pergeseran dalam bidang hukum, dl mana
melalui pendekatan ini, implementasi dan pergeseran tersebut di-
deskripsikan,

Pendekatan kualitatif dipergunakan sebagai ‘sarana untuk menge-
tahui, mendalami dan menemukan makna yang lebih mendalam
dan utuh dari objek penelitian. Penelitian kualitatif dilakukan un-
tuk “merekam keseluruhan data kemudian dianalisis secara padu

daiam arti kompleksitas dan keterkaitan konteksmya antar {(bebe-

%2 Soerjono Soekanto, Perganrtar Penelitian Fuan, Op. Cit., h. 9+10,
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rapa) variabel”,” agar objek studi dalam penelitian tersebut mu-
dah di/teramati dan di/teruk‘ur. &)

(it} Pendskaign eksplanatoris dilekukan terufima untuk menguji
teori-teori yang tolah berkembang dalam’ wacana ilmish baik
yang ade di dalam buku-buku dan jmd-jmﬂ ilmiak maupun di

dalam peraturan-peraturan perundang-undangan.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifqt eksplanatoris-analitis yang bertujuan dan di-
maksudkan untuk mengeksplanfﬁi melalui penilaian-penilaian manpun melalui
analisie mengenai hubungan antar (beberapa) variabel dalam objek studi. Pe-
nelitian ini juga diharapkan mampu menjelaskan asumsi-asumsi secara leng-
kap sesusi temuan date. dan fakta Maksud dari studi ini diupayakan untuk
menganaligis dan mengekspiénasi secara padu dan utuh mengenai konsepsi
dan implementasi kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan ekonomi na-
sional melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada moka-

nigme pasar.

. Jenis Penelitian

Jenis studi penalitian ini adalah penelitian hukum sosiélogis (sosio-legal re-
search). Dinamai demikian karena di samping menggunakan ilmu hukum,
studi ini juga menggunakan teknik penelitian ilmu bidang lain khususnya ilmu

sosiologi. Dengan kata lain, socio-legal research merupaken perpaduan antara

3 Nung Muhadjir, Op. Cit., h, 23.
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legal research dengan social-science research. Sebagaimana telah dipaparkan
sebelumnya, jenis penelitian ini mempelajari dan meneliti studi mengenai Jaw
in action, yakni mempelajari hubungan timbal balik yang terjadi antara hukum
dengan bidang-bidang atan lembaga-lembaga sosial lm'p, geperti ekonomi dan
politik. o |

Studi ini dinamai pula penelitian non-doldrinalh.ikrarena tidek mempe-
lajari ilmu hukum sebagai studi Jaw in books yang mandu'l {otonom), namun
lebih menjadikan hukum sebagai suatu institusi sogial yang terkait secara nyata
dengan institusi sosial yang lain. Di satu pihak hukem dapat diteliti sebagai
variabel tidak tergantung (independent variable) yang menimbulkan efek pada
berbagai aspek kehidupan, sementara di pihak lain hukum dapat dipelajari se-
bagai variabel tergantung (dependent variable) yang muncul sebagai resultante

berbagai ragam kekuatan dalam proses sosial >

. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian im adalaﬁ Tap MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang
Garis-garis Besar Haluan Negaré (GBHN) Tahun 1999-2004—khususnya da-
lam bidang ekonomi dan hukum mengenai sistem ekonomi kerakyatan yang
bertumpu mekanisme pasar, yang dijabarkan dalam UU No. 25 Tahun 2000
tentang Program Pembangunan Nazional (Propenas) Tahun 2000-2004 dengan

mengambil studi kasus industri jammu PT Nyonya Meneer.

* Soetandyo Wignjosoebroto, Op. Cit., h. 96; Ronny Hanitijo Seemitro, Op. Cit., b 34,
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6. Model Penelitian Studi Kasus (Case Study)

Studi kasus (case study) dalam studi ini diambil sebagai model, bentuk atau
pola penelitian yang memiliki arti sebagai hasil dari sebuah penelitian studi
kasus tertentu. Oleh Niﬂbet dan Watt (Wilardjo, Peny.), setidaknya studi kasus
“memanfaatkan teknik-teknik telash pengamatan dan bertujuan untuk mem-
berikan gambaran suatu situasi tertentu sedemikian rupa aehingga diperoleh
kejelassn atas suatu asas yang lebit; rampat” *

Studi kasus adaleh istilah vmum yang mencakup serumpun metode
penelitian yang sama-sama “memnmpunkan”—meminjam istilah Wilardjo—
perhatiannya pada penelazhan di seputar suatu kejadian ataw “penyelidikan
sistematis atas suatu kejadian khusus” yang “terbuke”™ dan memiliki simpul
perbedaan dengan teknik sistemnﬁk survai (penyigian).®

Secara sederhana, kasus yang menjadi objek penelitian memiliki dua
syarat, yaitu: (i) spesifik/khusus/tertentu; dan (ii) terbatas, artinya memitiki
batasan-batasan. Secara teknis, deﬁni.si studi kasus (case study) diungkap oleh
Robert K. Yin (dalam Salim {Peny.)) sebagai:

is an empirical inquiry that: (a) investigates a contemporary pheno-

menon within its real-life context, when (b) the boundaries between

DPhenomenon and context are not clearly evident, and in which (c) nul-
tiple sources of evidence are used”.”

wiy

% J. Wishet dan J, Watk, Studi Kasus Sebvazh Papciuan Praktis, L, Wilardjo (Peny.), Kerjasama

Satya Wacana University Press dan PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994, h. 4-10.

* bid. :
37 Agus Salim (Peny.), Op. Cit. h. 93.
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a. Pertimbangan Pemilihan Studi Kasus
Di dalam pokok penelitien mengenai kebijaksansan pemerintah dalam
pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang bertumpu ﬁwkanisme pasar de-
ngan mengambil model studi kasus, aspek pemilihai;‘ kasug sebagai objek
penelitian setidaknya mendasarkan padsi 3 {tiga) be;t{lk model penelitim.i,
yaitu: (i) intrinsic case study (ii) instrumental case study; dan {iii) collec-
tive case study.®
(i) Intrinsic case _smdy adalah penelitian yang dilakukan untuk
memahami seéara utuh pola ekonomi kerakyatan dalam ben-
tuk studi kasus, yang secara intrinsik ingin mengetahui feno-
mena dan kekhususan suatu kasus tanpa ada alasan eksternal.
(i) Instrumental case study adalah penelitian yang dilakuken un-
tuk alasan eksternal dan buken karena ingin mengetahui ha-
kekat mengenai kasus tersebut. Kasus (yang dalam penelitian
ini industri jamu di PT Nyonya Meneer) “hanys” dijadikan
sebuah instrumen untuk memahami hal-hal lain di luar kasus
it
(iii) Collective case study, yaitu penelitian yang dilakukan untuk
menarik kesimpulan atau generalisasi terhadap fenomena atau

- populasi dari kesus objek penelitian. f

® bid, h 94,
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b. Alasan Pemilihan Industri Jamu PT Nyonya Meneer

Industri jamu PT Nyonya Meneer dipilih peneliti dalam penelitian ini dise-
babkan karena beberapa pertimbangan, diantaranya: (i) industri jamu PT
Nyonya Meneer mampu bersaing secara kompetetif di tengsh mm'aknya
industri ﬁarmasn obat-obatan; (ii) industri ini juga mampu berkompetlsi
secara terbuka berdasar mekamsme pasar di era globalisasi meskipun ber-
bagai perusahaan farmasi kelas dunia memasuki wilayah Indonesisa; (iii)
industri janu dapat diakses oleh segenap komponetg.:;nasym*akat mulai dari
kalangan bawsh (masyarakat biasa) sampai dengan kelangan atas (peja-
bat); serta yang tidak kalzh pentingnya (iv) ketersedjaan biaya, waktu dan

tenaga peneliti untuk melakukan studi penelitian ini,

. Kekuatan dan Kelemahan.M otode Studi Kasus

Studi kasus meninjau suatu kejadian dan bertujuan mengidentifikasi ciri-
ciri yang unik (khusus) dari interaksi dalam kejadian itn. Kekuatannya ter-
letak pada kenyataan bahwa: (i) hasil-hasilnya lebih. mudah dipahami baik
oleh peneliti maupun di fuar peneliti sehingga segera dimengerti dan mem-
berikan kesan yang nyate; (ii) studi kasus memberikan saran-garan untuk
secara arif menafkirkan kasus-kasus lain yang serupa; serta (iii) studi kasus
memungkinkan dspat mengungkap pola pengm;uh yang jarang sekali dapat
dikenali lewat analisis statistik konvensional. Sedangkan kelemahannys
adalzh: (i) hasil-hasil studi kasus sulit (tidak mudah) digeneralisasikan, ke-

cuali dengan pertimbangan intuitif (yang sangat dalam) bahwa kasus ini

2%
M

i
BT
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o

serupa dengan kasus lain; dan (ii) studi kasus lebih cenderung bersifat
pribadi dan mbjektii; namun ia luwes sehingga dapat menemukan hal-hal
yang tidak diduga sebelumnya.
Atas perhmbangan hal-hal tersebut, penelitian ini lebih memilih
menggunakan model instrumental case study dengan pertimbangan bahwa;
(i) kasus industri jamu PT Nyonya Mencer digunakan sebagni
instrumen (garana) untuk menjelaskan secara utuh (wholfs}n)'
mengenai pola-model dan penerapan kebijaksanaan peme-
rintah dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang ber-
tumpu niekanisme paéar, dan
(i) kasus tersebut dipergunskan sebagai igs&umen untuk alasan
eksternal dalam membust kesimpulan pola-model kebijaksa-

naan dalam pomberdayaan ekonomi kerskyatan yang ber-

tumpu mekanisme pasar.

7. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalsh data primer (primary
data, bas:c data, data dasar) dan data sekunder (secondary data). Sumber data
primer adalsh dsta utama yang didapat pada wakty melakukan studi (-
pangan) penelitian ini, yakni data yang berkaitan langsung dengan kegiatan
perekonomian industri jamu PT Nyo-nya Meneer. Sedangkan sumber data se-
kunder merupakan data penunjang yang berfungsi sebagai pelengkap mall‘lpun

tambahan data primer yang didapat di luar objek studi langsung,

# 3, Nisbet dan J, Watt, Op. Cit., h. 7-8.
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Sumber data sekunder dalam studi ini mencakup:

(i) data sekunder yang bersifat publik, yaitu berupa laporan-laporan,
data resmu pada instansi pemerintah, dan dokumen publik lain
yang berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah mengenai pem-
berdayaan ekonomi kerakyatan yang bertumpu mekanisme pasar;

(ii) data hukum mengenai peraturan perundang-undangan, diantara-
nya: UUD 1945 kdan Perubahannya), Tap MPR RI No, IV/MPR/-
1999, UU No. 25 Tahun 2000, serta peraturan-perafwran lain
yang relevan dan berkaitan dengan studi penelitian ini; serta

(iii) data-data lain yang relevan dengan studi penelitian ini baik lang-
sung maupun tak langsung, seperti data kepustakaan.

Gnua mendapatkan data tersebut di atas baik primer maupun sekunder,

penentnan sumber data dilakukan dengan cara sebagai berikut: |

(i) datayang diperofeh secara langsung menggngi formulasi kebijak-
sangan pemerintah tentang pemberdayaan ekonomi kerakyatan
yang bertumpu mekanisme pasar, seperti hasil monitoring, wa-
wancara, keputusan-keputusan resmi pemerintah, dll.;

(ti) data yang diperoleh secara tidak langsung, berupa peraturan per-
undang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, jurnal-
jumal ilmiah hukum dan ekonomi eerta dokumen-dokumen
lainaya. |

Peraturan perundang-undangan yﬁng menjadi objek studi utama dalam

penelitian ini adalak Tep MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis
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Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004 yang dijabarken dalam UU
No. 25 Th. 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun

2000-2004.

. Instrumen Penelitian

A

Instrumen penelitian ini terdiri dari tiga sumber, yakni: (i) fnstrumen utama,
yaitu peneliti sendiri; (ii) instrumen penunjang, yaitu catatan-catatan studi ke-
tika monitoring dan wa:wancara diantaranya isign daftar pertanyaan; dan (jii)
instrumen tambahan, yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku rujuk-

an, doknmen-dokumen resmi serta jurnal-junal ilmigh bukum dan ekonomi.

. Teknik Pengumpulan D ata

Pengumpulan data studi penelitian ini menggunakan 3 (tiga) teknik, yaitu: (i)
teknik observasi-partisipatif; (ii) teknik wawancara; dan (iii) teknik /ibrary re-
search.

(i) Teknik observasi-partisipatif, yaitn teknik pengumpulan date se-
cara langsung (observasi) dengan melibatkan objek peneliti (par-
tieipatif) yang belum terakomodasi dan ‘terkumpul melalui \‘va—
wancars, seperti situasi den kondisi (linglﬁmgan) industri jamu
PT Nyonya Meneer, sikap maupun sktivitas-aktivitas dalam
sruktur sosial masyarakat khususnya yang berksitan dengan
pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Untuk itu, “observasi dilaku-

kan secara detil dari hal-hal yang bersifat nmum hingga segala
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hat yang terfokus pada hal-hal yang bersiﬁt khusus”.® Teknik
observasi-partisipatif dimaksudkan agar data yang terkumpul da-
pat lebih interobjektif dan dua arah (dialogis, top-down dan
bottom-up) dengan melibatkan partisipasi masyarakat, khususnyz
karyawan industri jamu PT Nyonya Me negr.

(ii) Teknik wawa:;éara, dimaksudkan unhlk_g,g}engemhui segala se-
suatu yang terkandung di dalam hati (méicéud, kehendak) orang
lain® yang di dalam studi ini dimaksudkan sebagai upaya pe-
milik dan pengelola (manajemen) pemsaﬁaan memberdayakan
ekonomi kerakyatan sehingga mampu berkompetisi secara fair
dan terbuka di era global, bagaimana pandangan-pandangannya
mengenai sistem ekonomi kerakyatan serta hal-hal lain yang be-
lum didapat di dalam teknik observasi-partisipatif Teknik wa-
wancara dipilih sebagai pelengkap sekaligus penunjang data-data
yang terkumpul.

(iii) Teknik ltbrary research, yaitn télmik pengumpulan date yang di-
lakukan dengan meneliti, mengksji dan mendalami berbagai do-
kumen-dokumen resmi serta bahan-bahan yang berkaitan dengan
siudi penelitian ini sebagai bakan utama maupun pelengkap dan
penunjang agar didapat deskriptif-analisis yang elegant untuk ke-
mudian dieksplanasi (diuji kesahihannyg);;’_me!alui evaluasi yang

mendalam. Riset pustaka (ibrary rese;qfch) dilakukan untuk

6 Qanafish Faisal, Penelition Kualitatyf Dasar-Dasar dan Aplikasi, YA3, Malang, 1990, h. 80,
8! 8, Nasution, Melode Penelitian Naturalistik-Kualitatif, Tarsito, Bandung, 1992, h. 73.
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memberikan makna yang jelas mengenai kebijakan pemerintah,
sistem okonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat yang bertumpu

mekanisme pasar serta hal-hal lain yang relevan dengan studi ini.

10. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis-

kualitatif, yaitu “data yang telah dikumpulken setelah dicek keabsahannya ke-

mudian diproges dengsn' mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: (i) re-

duksi data; (ii) display data; dan (iii) menarik kesimpulan-kesimpular” ® Data R

yang tolah terkumpul, direduksi, untuk kemudian ditampilkan (diisplay) da-
lam bentuk laporan studi penelitian serta ditarik kesimpulannya. Teknik pen-
dekatan analisis data penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai teknik peng-
ujian yang sistematis dan menyeluruh (wholism) antar bagian-bagian sehingga
dicapai satu kesatuan yang utuh. Sanafizh menjelaskan hal ini sebagai suatu:

cara. berpibir tertentu, [di mana, pen.] ia menunjukkan pada pengujian
sistematis tentang suatu hal guna menentukan bagian-bagiannya, hu-
bungan antarbagian, dar hubungannya dengan keseluruhan .......... ...
Setiap fenomena sangat mungkin dianaliea dengan beberapa metode
dan penelitian apapon adalah penelitian sistematis untuk memperoleh
pengetahuan, Untuk memperoleh pengetahuan tersebut diperlukan da-
ta informasi guna mengenali bagian-bagiannyn, integrasi antar bagian
dalam membentuk keseluruhan fenomens ...............ooovoeovvon
Organisasi pengetahuan/pengertian tersebut pada kenyataannya ber-
sandar pada relasi antar simbol yang membentuk makna tertentu atan
rangkaian makna tertentu yang dalam kerangka pemikiran seperti itu-
lah peneggitian kualitatif sering dikatakan berorientasi untuk “memburu
makna”,

2 bid, h 129
% Sanafish Faizal, Op. Cit., h. 88-90,
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Penjelasan Sanafish ini memberiken pengetahuan tentang beberapa hal

yang perlu diperhatikan dalam menganalisis data dengan menggunakan me-
tode kualitatif, diantaranya:

(i) pengujian dengan teknik kualitatif dipertukan untuk menentikan
bagian-begian, hubungan antarbagian dan hubungannya dengan
keseluruhan proses penelitian yang substansial deri kebijaksa-
naan pember&ym ekonomi kerakyatan;

(i1} data yang terkumpul dapat dianalisis melalui berbagai metode

(cara) serta kerangka teoritik yang ragam (lebih dari satu);

(iii} pengertian manptin pengetahuan yang didapat mengenai kebijak-

sangan dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatsn bersandar pada
nilai-nilai tertentu yang sarat akan makna (value lader), sehingga
dengan demikiar dibutvhkan teknik acalisis yang lebih men-

dalam untuk mengungkapkannya.

G. Sistematika dan Pertanggungi-awaban Penulisan
Sistematika dan pertanggung,imﬁvaban. penulisan terbagi dalam 5 (lima) bab di
mana tiap-tiap bab dibagi ke dalam subbab-subbab. Sebagai pendehuluan, Bab I
berisi tentang (?,) latar belakang masalsh mengapa studi penelitian ini dilakukan;
(b} pennasalai;éj; dan perumusan masalah; () tujuan penelitian; (d) manfaat (kon-
tribusi) penelitian; (e) kerangka teoritik, yang berisi kebijaksanaan publik, model
kebijaksanaan, pemberdaysan hukum dan masyarakat dan teori pemberlakuan hu-
kum yang dijadikan acuan dasar dalam menganalisis hasil studi penelitian; (f) me-

tode penelitian (yang berisi spesifikasi, jenis, model, ruang lingkup, sumber data,
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teknik pengumpulan dan analisis data); serta (2 sisteméé!ca dan pertanggung-
Jawaban penulisan.

Bab IT berbicara mengenai point-point dasar yang ditinjau melalui kajian
kepustakaan yeng berisi beberapa acusn dalam studi penelitian ini, yakni (a)
kebijaksanaan pemerintah; (b) pemberdayaan masyarakat, (c) sistem ekonomi
kerakyatan sebagai varian dari sistem ekonomi campuran; serta (d) globalisasi dan
liberalisasi ekonomi.

Beberapa a]asan-pra}ctis dan akademis pemilihan industri jamu PT Nyonya
Meneer, deskripsi serta modél pemberdayaan ekonomi kerakyatan disajikan dalam
Bab III yang berisi studi kasus industri jamu PT Nyonya Meneer., Pemisahan studi
kasus menjadi bab tersendiri dan tidak menjadi subbab dalam bab analisis hasil
penelitian disebabkan atas pertimbangan bahwa industri jaﬁu PT Nyonya Menecer
dijadikan instrumen (instrumental case study) untuk mengkaji, mendalami dan
menggali lebih jeuh kebijaksanaan pemerintah dalam memberdayakan ekonomi
kerakyatan yang bertumpu mekanisme pasar.

Dalam Bab IV-_—sgbagai inti dari penulisan tesig ini—dibahas hasil-hasil
atan temuan-temuan lapélgﬁn berikut analisisnya, yang berisi tentang (a) formu-
lasi kebijaksanaan pemerintah mengenai pemberdayaan ekonomi kerakyatan; serta
(b) penerapan kebijaksanaan pemberdayaan ekonomi dalam studi kasus industri
Jamu PT Nyonya Meneer dari sisi hukum, ekonomi, maupun kelembagaan.

Sebagai peautup, disgjikan dalam Bab V yang berisi tentang (=) simpulan;

dan (b) saran-ssran.




BABII
PEMBERDAYAAN, SISTEM EKONOMI
- 'KERAKYATAN, DAN GLOBALISASI

Kebijaksanaan pemerintah dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan yang ber-
tumpu mekanisme pasar sangat terkait dengan serangknian konsep-konsep dasar yang
dipergunakan dan menyeriai pola pengambilan kebijaksanaan, pengertian-pengertian

yang tercakup didalamnya, teori-teori yang dijadikan dasar dalam membuat kebijak-

sanaan serta model apa yang dipilih yang melekat didalamnya nilai-nilai dasar filo-

sofis dan falsafah bangsa Kata kunci untuk memahami hal tersebut pada hakekatnya
menyangkut mengenai apa dan bagaimana yang dimaksud dengan kebijaksanaan
© pemeriniah dalam memberdayskan sistem perekonomian kerakyatan yang ber-
orientasi pada pasar serta segala sesuatu yang terkait dengan globalisasi dan liberali-
. sasi ekonomi. Pemahaman dan pendzlaman yang utuh terhadap hal ini menjadi pintu

masuk sekaligus referensi dasar untuk mengetahui, mendalami dan mengkaji lebih

Jauh apa yang dikehendaki dan dimaksudkan oleh pengambil kebijaksanaan dalam

memberdayakan ekonomi kerakyatan yang sejalan dengan mekanisme pasar.

A. Kebijaksenazn Pemerintah (Public Policy)
Di Indonesia, istilah public policy masih belum mendapatkan terjemahan yang
pasti. Dalam wacana kepustakaan, seringkali ditemui berbagai istilah sebagai
pengganti istilah torsebut, diantaranya: kebijakan publik, kebijaksanaan publik,

kebijakan pemerintah, kebijaksanaan pemerintah, kebijaksanaan negara, dll.




. 48
Perbedaan pemakaian atas istilah tersebut setidaknya disebabkan oleh stressing
{penekanan) masing-masing bidang ilmu pengetahuan yang memiliki fokus kajian
tertentu yang berbeda.

Apabila diteliti lebih jauh, public policy terdiri dari 2 (dua) kata: public
dan policy. Public (publik) berasal dari bahasa Inggris public—sebagai imbangan
dari privat (private, pribadi, personal}—yang menunjuk pada sesuatu yang bersifat
atay berlaku secara umum (gereral ataupun overall), misalnya: public fem‘ce
(layanan umum), public opinion (opini vmum) dan public area (tempat uymum).
Namun demikian, kata ini juga seringkali digunakan dengan maksud dan ke-
pentingan yang ragam. Istilah public administration (misalnya) diartikan sebagai
administrasi negara, public health dimaksudkan sebagai kesehatan masyarakat,
sedangkan public domain bémrti'tahah milik negara atay pemerintah. Dengan
demikian, public setidaknya memiliki arti yang menunjuk pada pengertian: umum,
negara, masyarakat ataupun pemerintah. |

Menurut arti kamus, pudlic berarti (i) of belonging 1;0, or concerning the
people as a whole;® (ii) known to many or afl not privafg,l'fj atau (jii) of the
community at large® A

Sedangkan policy berasal dari bahasa Perancis Lama (Old France) policie,
Latin Kuno (Late Latin) politia yang berarti state organization, Latinnya berarti

citizenship, Yunaninya (Greek) politeia vang berarti citizenship, polity citizenship

 David B, Gurainik, (Gen. Ed.), Websier’s New World Dictionary, Oxford and TBH Publish-

ing Co., New Delhi, 1975, h. 603,

%5 Clarence L. Barnhart dan Robert K. Barnhart (Ed), The World Book Dictionary Volume

Two L-Z, World Book Ing, Chicago, 1988, h, 1683,

% David B, Guralnik, (Gen. £d.), Zoc. Cir.
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atan polis city-state.” Policy memiliki beberspa arti, antara lain: (i) wise or
Pprudent maragement; (ii) any governing principle; plan, etc.;® (i) a plan of
action, way of management; dan (iv) practical wisdom; prudence

Menurut Longman, palicy berarti: "

a course of action for dealing with a particular mafter or sttuation; esp. as

chosen by a political party; government; business company, efc... a

course or principle of action; esp. one that is to one’s own advantage. 7

Sedikit berbeda dengan Longman, Salim mengartikan policy sebagai (i)
kebijaksanaan; (i) politik; (ii} perbuatan atan prosedur yang sesuai dengan
kelayakan atau kecerdikan; (i\;) kebijaksanaan prakiis; sikap hati-hati; (v) ke-
cerdikan; dan (vi) pemerintah.” Dengan terang Salim memadankan kafa policy
dengan kebijaksanaan yang include didalamnya dengan pemerintah, yakni ke-
bijaksanaan praktis, yaitu sikap hati-hati pafa decision maker dalam mengambil
suatu keputusan (decision making) sekaligns melaksanakannya

Meski disepadankan dengan kebijaksanaan, seringkali kata policy juga
disepadankan dengan kebijakan. Kebijaken adalzh kata benda yang berasal dari
kata sifat bijak, mendapat awalan “ke” dan ekhiran “an” yang berarti: learned,
prudent, dan experienced.”” Hal ini berarti bahwa kebijakan menunjukkan adanya

kemampuan yang dimiliki seseorang dalam keadaannya yang learned (terpelajar),

Sy
it

&1 Clarence L. Barnhart dan Robert K. Barnhart (Ed), Op. Cit., h. 1613

Da\nd B. Guralnik, Op. Cit., h. 578,
Clarcnce L. Barnhart dan Robert K. Barnhart (Ed.), Zoc. Cit.

™ Longman, Longman Dictionary of English Lemguage and C!dm.re Longman Group UK Li-
mited, Harlow, 1992, h. 1017,
" Peter Salim, The Costemporary Erglish-bdoresian Dxdzomz.gi Modern English Press,
Jakarta, 1996 h. 1445,
7 8, Wojowasito dan W.J.8. Poerwadarminta, Xemus Lengkap Bggris- Mdonesia/ hdonesia-
hggris, Hasta, Bandung, 1991, h. 462,
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prudent (baik), dan experienced {berpengalaman). Kebijakan berarti pula: skil |
{keterampilan), ability, (kemampuan), capability (kecakapgn), serta insight (ke-
mampuan untuk meaahami sesuatu).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah (i) kepan-
daian; kemahiran; kebijaksanaan; dan (ii) serangkaian koncep dan asas yang men-
jadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan sustu pekerjaan, kepe-
mimpinan, dan cara bertindak (seperti tata pemerintahan); pernyataan cita-cita,
tujuan, prinsip, atan maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usa-
ha mencapai sasaran; dan garis haluan.™

Sedangkan kebijaksanaan adalah kata benda yang berasal dari kata sifat
bijakeana, mendepat awalan * e’; dan akhiran “an” yang berarti: acute- (teliti),
sagacious (cerdik‘), capable (rﬁampu), wise (bijaksana), prudent (hati-hati), tact-
Jil (berakal budi) dan judicious (bijak). Kebijaksansan berarti: insight (meman-
dang dengan kedalaman), undérstmzding (pemahaman), {grellect (kemmnpu}m
berpikir), deverness (cerdas), tact (berakal), statesmanship (kenegarawanan) dan
policy.” Kebijaksanaan menurvt Xamus Besar Bahasa Indgnesia adalah: (i} ke-
pandaian seseorang untuk menggunakan akal budinya berdasarkan pengalaman
dan pengetahuannya; dan (ii) kecakapan bertindak apabile menghadapi ke-

sulitan. ’

oy
bid.
™ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bshasa Depdikbud, Kawmmus Be-

sar Bahasq hdonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, h. 131.

8, Wojowasito dan W.J.8. Poerwadarminta, Loc. Cit.
% Tim Penyugun Kamus Pusat Perbinssn dan Pengembungan Bahasa Depdikbud, Loc. Cif,
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Dari ureian ini, nampaknya perbedaan pemakaian kata kebijakm dan kebi-
jaksanaan untuk terjemahan kata policy pada istilah public'policy, pada dasarmya
tidak terlalu substansial disebabkan masing-masing kata memiliki akar titik temu
yang sama (dalam bahasa Arab disebut kalimatun sawa’' yang berarti kata per-
temuan), yakni: prudent @rudéncg), insight, learn (intellect) dan judicious. Ma-
sing-mesing kata menjelaskan dan menjadi penjelas atas kata yang lain. Atau de-
ngan kata lain, kebijaksanaan dan kebijakan adalah 2 (dua) sisi dari 1 (satu) mata
vang yang gaina. Meskipun masing-masing sisi memiliki simpul-simpul perbe-
daan, melalui perbedaan itulah masing-masing sisi justru terdefinisikan dan bisa‘
dipahami.

Untuk studi penelitian ini, istilah public policy disepadankan atan kong-
ruen dengan kebijaksanaan pemerintsh, dalam arti serangkaian konsep dan asas
vang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam melaksanakan suatu pekerjaan
dan cara bertindak (tata pemerintahan) yang didalamnya berisi mengenai per-
nyataan cita-cita, tujuan, prinsip-prinsip, atau maksud-maksud sebagai garis pe-
doman untuk memanaj uraha dalam mencapai sasaran yang diinginkan yang tidak
hanya bersifat tekms prosedural saja akan tetapi sudah menggngkut tata nilai yang

utuh dan include di dalam garis-garis besar tersebut. s

kS

1. Kebijaksansan sebagai Arah Suatu Tindakan
Untuk mendapatkan pengertian mengenai sesuatu hal, ‘pada uwmumaya sese-
orang mengemukakan seate definisi (batasan) mengenai apa sesuatu hal yang
dimaksudkan itu agar seseorang dapat memperoleh penjelasan dan pengertian

pokok tentang perihal dimaksud. Berkenaan dengan hal itu, maka di sini akan

HET-PUSTAK-UNDIPD)
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dikemukakan beberapa definisi kebijaksanaan pemerintah (public policy) dari
berbagai pendapat guna mendapatkan gambaran dap penjelasan yang ber-
manizat bagl pemahaman dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Thomas R. Dye menyatakan bahwa “public poiicy is whatever go-
vernments choose to do or not to do”.” Definisi Dye dldasarkan pada kenya-
taan akan banyaknya masalah-masalsh yeng harus dlselesmknn gerta banyak-
nya keinginan dan kehendak masyarakat yang harug dipenuhi oleh pemerintah,
baik datam hal sarana-sarana umum, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup,
pertahanan-keamansan maupun pe;soa]an inflasi, dan sebagainya.

Senada dengan Dye, Hugh Heclo (dalamn Soenarko) berpendapat:

Policy is a course of action intended to accomplish some end.. a

policy may usefully be considered as a course of action or inaction

rather than specific decisions or actions, and such q course has to be
perceived and indentifled by the analyst in question.™
Carl J. Friedrich (dalam Soenarko) menyatakan:

Public policy is a proposed course of action of a person, group, or

government within a given environment providing obstacles and

opportunities which the palicy was proposed to uttlize and overcome in
an effort to reach a goal or realize an objective or a purpose.”

Heclo maupun Friedrich menekankan akan arti pentingnya tujuan (i/-

timate goai) dalam mengambil sebuah kebijaksanaan yang tidak hanya se-
kedar berisi keputusan-keputusan yang simbolik, tanpa,makna dan sepi per-

buatan, akan tetapi yang lebih penting dari itu adalah diperiukannya arsh tin-

Yoy

" Thomas R. Dye, Op. Cit. h 1.
" Soenarko 8.1., Op. Cit., h. 4041,
¥ bid, h 42,
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dakan yang tepat (proposed course af action) wntuk melakukan atau tidak

menjalankan kebijaksanaan ite.

Janes E. Anderson {dalam Soenarko) menyatakan babwa “public

policy as a purposive course of action, followed by an actor or set of actors in

dealing with a problem c;f matter of concern"®

Berbeda dengan definisi-definisi di ates yang stressing (penekanan-
nya) pada pembuat hebijalm'anaan, Marshall E. Dimock justru mengarahkan
perhatian dan definizinya pada i)end'apat dan keinginaii} masyarakat Menurut
Dimock (dalhm Soenarko) kebijakan pemerintah adslsh “the reconciliation
and crystallization of the views and wants of many people and groups in the
body social”*! |

Definisi Demock sangat relevan dengan penelitian ini disebabkan kebi-
jaksanaan pemerintah yang merubah sistem perekonomian dari sistem per-
ekonomian Pancasila (era Orde Baru) menjadi sistem e¢konomi kerakyatan
yang bertumpu mekanisme pasar merupakan kehendak, tuntutan dan kris-
talisasi dari masyarakat Indonesia melalui Tap MPR RI No. IV/MPR/1999.
Dapat dikatakan bahwasanya Tap MPR ini adalah cermin bahwa kebijak-
sanaan yang diambil oleh pembuat kebijaksanaan merupakan perpaduan utuh

antara harapan, keinginan dan kemauan rakyat dengan pembuat kebijakan

Bahkan melalui definisi Demock, hampir dipastikan kebijaksanaan pemerintah

merupakan kemanan rakyat secara nyata.

8 hid.
® Bid, h 43.
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A

Makna atau hakekat dari pengertian kebijaksanaan pemerintah meru-

pakan keputusan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang berwenang untuk

kepentingan masyarakat luas -@ubﬁc interest). Kepentingan rakyat mernpakan

keseluruhan utuh dari perpaduan dan kristalisasi pendapat-pendapat, ke-,

inginan-keinginan dar tuntutan (demands) dari rakyat,

Sebagai sebuah keputusan (decision), kebijaksanaan pemerintah tidak

dapat lepas dari kegiatan pengambilan keputusan (decision making) yang dila-
kukan oleh aktor pembuat kebijaksanaan. Keputusan yang diambil hanyalah
keputusan yang mengandung nila-nilai (values) bagi kepentingan masyarakat

(public interest), yang berkait erat dengan kepentingan negara {national in-

| terest). Kepentingan negara tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 (dah

Perubahannya) alinea keempat, antara lain memajukah‘ kesejahterasn umum.
Sedangkan kepentingan masyarakat, lebih merupakan képentingan nyata da-
lam hal materi maupun immateri berupa kemakmuran, peningkatan penda-
patan, kualitas kesehatan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, dapatlah dikatakan

bahwasanya kebiiaksansan pemerintah merupakan titik temu (perpaduan/per- .

singgungan) antara public interest dengan national interest.
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Gambar 4
Bagan Kebijaksanaun Pemerintah
Perpaduan antars Public Interest dengan National Interest

Public al Interest

Public Policy :
(Kcbijaksanaan Pemerintah)

Masyarakat memiliki kepentingan (interest) atas kebutuhan kebutuhan
dasar (basic need) yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Kebutuhan dasar ter-
sebut diantaranya ketercukupan akan kebutuhan standard hidup minima!, ke-
tersediaan sarana-prasarana dalam bidang pendidiken dan kesehatan, aks:es ter-
hadap informasi, kepentingan keterwakilan dalam sistem representatif di le- -
gislatif, ketersediaan barang dan modal dalam kegiatan ekonomi, dan seba-
gainya. Pemerintah juga memiliki national interest sebagaimana tercantum da-
lam Pembukaan UUD 1945 (dan Perubahannya) alinea keempst, yakm ()
melindungi segenap bangsa dan tumpah darsh Indonesia; (ii) memajukan ke-
sejahteraan umum; (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (iv) iknt melak-
sanakan ketertiban dunia. | |

Apebila public interest dalam pengertian ini sejalan dengan rational
interest, méka kebijakﬁanam pemerintah yang dihasilkan lebih sebagai suatu
pilitan kebijaksanaan yang tepat, disebabkan value yang terkandung dida-
lamnya sejalan dengan value 2 (dna) kepentingan tersebut. Dengan kata lain,

terjadinya Jink and ‘mc'ztch yang berupa orientasi, tujuan dan ekspektasi antara
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public fnferes’t dengan natz'bnaf interest. Sebalilmya,ifiépabila apa yang di-
inginkan masyarakat dengan apa yang menjadi kepenﬁﬁgiin nasional tidak sin-
kron daz harmonis, maka kebijaksanaan pemerintah yang dihasilkan akan tim-

pang, 2/iiis, dan tidak berpihak kepada kepentingan rakyat banyak.

2. Formulasi Kebijaksanaan dalam Bingkai Hukum

Law is an integral pan of pdlicy initiation, formalization, implemen-
tation, and evaluation. Legislative bodies formulate public policies
through statutes and appropriations controls. Courts and administra-
tive agencies implement, interpret, and modifly legislative policies.

They can alse originate policies which may diverge from legislative
policies®

Hukum merupakan olah-cipta manusia yang berisikan norma-norma
petunjuk tingkah laku untuk mencapai harapan yang diinginkan tanpa meng-
abaikan realitas kehidupan serta dibuat dengan penuh kesadaran oleﬂ peine-
rintah {negara) untuk mencapai tujuan tertentu. Hukom dengan demikian me-
rupaken simbol yang .n‘aengandung nilai-nilai (values) dan makna dan miere-
fleksikan kebijaksanasn. |

Sebagai sebuzh ilmu .pengetahuan (science), hukum memiliki hakekat
interdisipliner.> Hakekat ini tampak dari d:pergmal-mnnya berbagai disiplin
ilmu pengetahan untuk membantu menerangkan berbaga: aspek yang berhu-
bungan dengan kehadirar bukum di masyarakat, Hulom tidak dapat dijelaskan
detigan baik tanpa memanfaaikan disiplin-disiplin ilmu pengetahuan, seperti

ekonomi, politik, sosial dan policy.

82 Joy A Sigler and Benjsmin R Beede, The Legal Sources of Public Policy, Lexington

Books-D.C. Heath end Company, Massachusetts, 1977, b 11,

%3 Satjipto Rehardjo, Bmu: Hedesst, Op. Cit, h. 7,
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Policy sclence misa}uya, dapat membantn untuk memperlihatkan ba-
gaimana latar belakang atau dasar-dasar pemikiran dan bagaimana penca-
paian-pencapaian tujuan yang telah dipilih dan ditetapkan yang terdapat dalam
peraturan perundang-undangan. Apabila pilihan-pilihan teiah ditentukan, maka
pilihan-pilihan inilah yang akan diterjemahkan ke dalam kenyataan sosial me-
{alui hukum.* Hukum memberikan legitimasi bagi pelaksanaan kebijaksanaan
pemerintah dan sebagai peraturan perundang-undangan telah membuktikan
bahwa ja morupaken salah satu alat (instrument) untuk melaksanakan kebijak-
sanaan-kebijaksanaan publik *

Apabila policy science dapat memahami dengan baik dasar-dasar pe-
mikiran serta bagaimana ekspektasi yang hendak diraih, maka analisis kebi-
jaksanaan (policy analyze) memberikan kerangka yang memadai untuk lebih
memperhatikan pengaruh dan hasil kebijaksanaan, bukan hanya sekedar latar
belakangnya Sigler menyotakan bahwasanya “policy is paramount at all
times and :‘must be related to impacts and outcomesin a way... » 8

Pengaruh kebijaksansan (policy impact) berbeda dengan hasil kebijek-
sanaan {policy outcomes). Pengaruh suatu kebijaksanaan adalah pengaruhnya
terhadap kondisi-kondisi nyata, yang mencakup: (i) pengaruhnya pada situasi
atay kelompok yang dituju; (i) pengaruhnya pada situasi dan kelompok lain di

Juar target; (iii) pengarulnya pada masa mendatang atau kondisi saat ini; (iv)

6 Bambans Sunggono, Op. Cif., h. 6.
8 Egrni Warassih Pujirshayu, “Hukum dan Kebijaksanaan Publik® makalah disampaiken da-

larn Metriadasi ngram Pascasarjana Magister Hmu Fdowm 2001/2002, Universitas Diponegero,

Semar
& Jay A Sigler and Benjemin R Beede, Op it h 23,
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biaya-biaya yang dicurshkan pada program policy tersebut; dan (v) biaya-
biaya yang mencakup hilangnya kesempatan. Sedangkan hasil kebijaksanaaan
merupakan keuntungan-keuntungan yang diperoleh berkaitan dengan aktifitas
pemerintah (govemmént activity) dalam menjalenkan kebijaksanaan ¥

Semua keuntungan dan biaya diukur dengan memperhatikan pengaruh-
pengaruli simbolis dan nyata Begitupula dengan kelompok-kelompok target,
1a diidentifikasi kepada siapa program tersebut diperun{yldm.ﬂ. Dengan dem-
kian, pengaruh kebijakssnaan pemerintah dalam kmta;;nya dengan pember-
dayasn ekonomi kerakyatan yang bertumpu mekanismt; pnsar dapat ditentukan
pula kepada siapa kebijaksanaan tersebut diperuntukkan dan melalui kelom-
pok-kelompok target yang bagaimana aktifitas-aktifitas pemberdayaan dapat
dijalankan. Pengaruh dan hasil dari kebijaksanaan ini penting diketahui untuk
mengukm‘ impact dari kebijaksanaan yang diberlakukan (melalui Tap MPR RI
No. IVII}.EPR/EQQ dan UU No. 25 Tahun 2000). Misalnya, pengaruh-pe-
ngaruh apa yang diharapkan pada kebijaksanaan tersebut, apakah kebijak-
sanasn itu dapat merubah lingkungan fisik dan ekonomi mereka (misalnya
income perekonomian rakyat, kondisi-kondisi sosial-pendidikan dan kese-
hatan), aizz apakah kebijaksm itu dapat merubah pengetahuan, sikap, ke-
sadaran, kepedulian atau perilaku mereka. |

Hal ini diperlukan mengingat maksud dan tujuan dalam pemberiakuan
kebijaksansan untuk menggunakan sistem perekonomian rakyat yang ber-
tumpu pada mekanisme pasar bukan hanya hendak mengetahui dan mema-

:.lt‘
LI

8 Yehezkel Dror, Ventwres i1 Policy Sciences Conoepk and.A;pImtwns, Elsevier, New York,
1971, h 159-160. i

i)
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hami Iatar belakang dan dasar-dasar pemikirannya saja, namun lebih jauh dari
ite diupayakan untuk mengetahui impact (pengaruh) dan outcomes (hasil) dari

kebijaksanaan yang diterapkan.

Kesadaran yang menyebabkan hukum merupakan instrumen (alat) un- |

tuk mewujudkan tujuaﬁ-tujuan' tertentu menjadikan hukum sebagai earana
yang secars sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat dengan
menggunakan ketentuan peraturan hukum yang dibuat. Dalam konteks vang
demikian ini, hukum mengikuti dan memperhatikan perkembangan-perkem-
bangan yang terjadi dalam kehidupan masyamlmt sebagai basis_osialny;.
Hukum merupakan suatu kebutuhan yang lﬁelekat pada kehidupan sosial,
yakni hukum melayani kebutuhan anggota-anggota masyarakat baik béi'llpa
pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumber-sumber daya serta melm—
dungi kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu sendm Kenyataan ini
menandakan bahwa hukum berperan sebagai sarana untuk mewu_judkan ke-
bijaksanaan pemerintah, .

B. Pemberdayaan M asyarakat melalui Sistem
Pemberdayaan masyarakat dapat dilakuken dengan berbagai cara, diantaranya me-
lalui pelembagaan sistem ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah yang memi-
liki kekuasaan dan kekuatan terhadap masyarakat yang kurang berdaya agar
menjadi berkemampuan, lebih berdaya dan berkekuatan.
Dalam istilah asing (Inggris) pemberdayaan dikenal dengan sebutan' em-

powerment berasal dari akar kata e/mpower (em-+power), yang berarti: (i) “to give
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(someone) the power or legal right to do something*;® dan (ii) “to mvest*ﬁdth
legal ﬁowr; gaui‘kon‘:.fe or to enable or permit” ¥ Hampir mmp dengan itu, ‘éélim
memberikan drti empower sebagai: (i) memberi kuass; dan (i) mengijinkan atan
membolehkan * Tampaknya Sﬂlin_x memaksudkan empower sebagai memberikan
kekuasaan kepada seseofang untuk melakukan perbuatan sebagaimana dikehen-

daki, sehingga penerima kuasa merasa bertindak seperti pemberi kuasa.

%

Apsbila ditelash lebih jauh, pemberdayaan berasal dari kata dasar daya,

mendapat awalan “ber” menjadi bentuk dasar berdaya, kemudian berubah menjadi

kata benda pemberdayaan setelah mendapat imbuhan “per—an”. Menurut arti

kﬁmus, daya setidaknya' mempﬁnyai 3 (tiga) arti, yaitu: (i) kemampuan untuk.

melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak, (ii)gﬁekuatnn, tenaga; dan
(iii) akal” Berdaya berarti (i) berkekuatan, bememamp@ bertenaga; dan (ii)
menempatkan akal {(cars dan sebagainya) untuk mengat#si sesuatn.”? Pember-
dayaan dengan demikian adalsh tindakan untuk menjadikan suatu keadaan se-
hingga menjadi lebih berdaya daripada sebelumnya.

Senada dengan itu, Merriam Webster’s memberikan arti empower(ment)
() sebagai:.._.(}i.) to give official authority or legal power to; dan (i1) to promote the

selfactualization or influence of ™

88 Longman, ZLongman Dictinary of Inglish Iangauge and Chdtuwre, Longman Group UK
Lmutcd, Harlow, h. 419, :

lehun Morris (Ed), Op. Cit., h.428,

0 Peter Salim, Op. Cit., h. 598-599.

9 Tim Penyusun Kamus Puset Pembinaan dan Pengembangan Bshasa Depdikbud, Op C‘n‘ h
213.
5 o bid, h. 214,

3 Merriam Webitee's, Merriam Webster’s Collegiate Dictionaty; Merriam Webster’s Incor-

porated, Springfield-Mussachussetts, 1998, h 378. .




61

Self-actualization menunjukkan bahwasanya pemberdayasn tidak mesti

harus diberikan oleh orang/intitusi yang memiliki kekuasasn (power), namun ber-
dasarkan pengertian ini ia dapat mengembangkan serta mempergunakan penga-
ruhnya untuk membuat dirinya sendiri menjadi berdaya, berkemampuan serta

bertenaga dalam menyelesaikan sesuatu hal. Agak berbeda dengan pengertian

sebelumnya, campur tangan langsung dari pemerintah (pemilik power) tidak be- |

gitu diperlukan di sini, akan tetapi pemerintah lebih cenderung bertindak dengan
membuat kebijaksanan yang berpihak dan dapat diakses oleh kelsngan masyara-
kat lemah (powerless).

Lebih spesifik Clarence L. Barnhart dan Robert K. Barnhart (Ed.) mem-
berikan pengertian empowerment sebagai the act of empowering ata state of
being empowered Pengertian ini didasarkan pads. kenyataan bahwa tindakan

empower sebenarnya adalah to give power atau authority t0” (authorize) yakni

- memberikan kekuasaan atau kewenangan kepada pihak lain. Kekuasaan diberikan

oleh orang stav badan yang memiliki power, baik di bidang sosial, politik, eko-
nomi maupun hukum. Semen-tara pihak lain menerima pelimpahan kekuasaan dan

* kewenangan untuk menjalankan aktifitas-aktifitasnya agar semakin lebih berdaya.

Pemberdayasn (empowerment) dengan demikian dapat dimakgudl;;gpijgg-
bagai upaya seseorang atau lémbaga untuk menyershkan sebagian kektmsaan{lge-
wenangan) kepada oarang (lembaga) lain sesuai dengan maksud dan t,ujuaq,jgg;p-
beri kuasa dan penerima kekuasaan (kewenangan) itn. Inisiatifoya tidak megti

:: Clarence L. Barnhart dan Robert K. Barnhart (Bd.), Yolume One A-X, Op. Ck. h. 692,
Ibid. .
% William Morris (Ed.), Op. Cit., h. 428. HIT
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berasal dari orang (lembaga) yang memiliki kekuasaan (kewenangan), akan tetapi
dapat juga bﬁmsal dari orang (lembaga) yang tidak memiliki kekuasaan (kewe;
nangan}, deﬁém kata lain ia dapat mengembanglan dlrmya sendiri (to promote
;elf-acmdizarmtz).

Dalam pemberdayaan sistem ekonomi, sistem perekonomian memiliki pe-
ranan sentral sebagai sebush sistem yang bekerja secara teratur dan berkesinam-
bungan dalam membentuk lsluatu totalitas yang padu antara maksud dan kehendak
pemerintah (negara) demgan masyarakatnya. Dalam konteks ke-Indonesiaan, pem-
berdayaan yang demikian ity tidak dapat dilepaskan dari sistem ekonomi yang

selama ini bekerja dan varian-varian yang terjadi terhadap sistem perekonomian

Indonesia. Untuk mengkajinya diperluken pemshaman yang utuh tentang apa -

sebenarnya sistem ifu sendiri dan bagaiuiana sistem peyé}_conomian Indonesia
selama i berjalan.

Berdasarkan arti dan maknanya, sistem memiliki befragam pengertian, di
mand masing-masing pengertiﬁn tersebut memiliki corak dan substansi yang khas
tergantung pada konteks penulisannya. Berikut ini disajikan beberapa. arti Vdm
makna kata sistem.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat 3 (tiga) pengertian sis-
tem, yaitu: (1} seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga
membentuk suatu totalitas (misalnya sistem pencernaan makanan dan sistem ber—

nafasan); (ii) susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas dan sebagainya (mi-




63
salnya sistem demokrasi, sistem ekonomi dan sistem parlementer); dan (iii) me-
tode (misalnya sistem pendidikan).”

Menm:qt Poerwadarminta, sistem juga memiliki 3 (tiga) pengertian sebagai

berikut: (i) sekelompok bagian-bagian (alat, dan sebagainya) yang bekerja ber-

sama-sama untuk melakukan sesuatu maksud (misalnya sistem pemeriﬁtahan); (i)

sekelompok dari pendapat, peristiwa, kepercayaan dan sebagainya yang disusun
dan diatur baik-baik (misalnya sistem filsafat); dan (jii) cara {metode) yang teratur
untuk melakukan sesuatu (misalnya éistem pengajaran bahasa).”

Pendapat lain tentang sistem dikemukakan oleh Chester A. Bernard (dalam
Nicholson) yang menyatakan bahwa sistem adalah satu kesatuan yang terpadu
secara holistik yang didalamnya terdiri dari bagian-bagian dan masing-masing
bagtan memiliki ciri dan batas tersendiri. Masing-masing bagian ity memiliki ke-
terkaitan yang saling mendukung dalam sistem yang holistik“‘ tersebut.” _

Clarence L. Barnhart dan Robert K. Barnhart (Ed.) menyatakan sistem se-
tideknya merujuk pada pengertian: (i) the retwork of established political, social,
and economic institutions that control a country; (ii) the establishment; dan (iii)

powver structure.'®

Definisi Clarence L. Barnhart dan Robert K. Bamhart (Ed.) sejalan dengan
pendapat Sa}ljéfn yang menyatakan bahwasanya sisten_l apabila dikaitkan dengan

tatanan suatu‘ negara maka ia memiliki pengertian sebagai “jaringan lembaga

%7 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, Op. Cit, h,

950-951,

% W.J.8. Poerwadarmints, Xamus Umm Pahasa Brionesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, b

* Henry Nicholson, Sistem Administrasi Negara Bane, LP3ES, Jakarta, 1993, b 47.
1% Clarence L. Barnhart dan Robert K. Bamnhat (Bd.), Zoc. Cit.
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politik, ekonomi dan sosial yang mengendalikan suaty ﬁegara atau struktur

kekuasaan”, %

Sementars ity menurut Morris (Ed.), sistem paling tidak memiliki arti: (Na
group of interacting, interrelaled, or interdependent elements forming or re-
garded as forming a collective entity; (ii) a set of interrelated ideas, pﬁnciple.s;
riles, procedgr:e.s‘, laws, or the like; dan (iii) a social, economic, or political orga-
rizational for;;.m |

Memﬁut Longman, sistexﬁ | diartikan sobagai an ordered set of ideas,
methods, or ways of working dan the use of orderly methods '™

Dari beberapa penjelasan itu, pengertian dasar yang terkandung di dalam |
kata sistom, sebagaimana dirangkum oleh. William A. Sherode dan Dan Voich
(daiam Satjipto) adalzh sebagai berikut:

(i) sistem berorientasi kepada tujuan;

(ii} keseloruhan adalgh lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya

(wke;?,r;sm); | |

(iii} suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang i;bih besar, yaitu ling-

kungannya (keterbukasan sistem);

(iv} bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang

berharga (transformasi);

(v) masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan);

gerta

1% beter Salim, Op. Cit., h. 1530,
12 i1 tiem Morris (Ed.), Loc. Cit.
193 1 ongman, Op. Cit., h. 1345.
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(vi) ada kekustan pemersatn yang mengikat sistem itn (mekanisme

kontrof).1%* ’

Selain itu, dasar pengertian yang tercakup didalal:a;l;fa meliputi juga ge-
rangkatan fakta-fakta, kepercayaan-kepercayaan, bagian-bagian objek, asas;asas,
yang membentuk suatu keseluruhan yang koheren, yang tersusun secara::;tall'atm'
yang bekerja sama menurut tujuzn tertentn, yang terikat dalam satu kesatuan, yang .
satu sama lain saling mengait dan fungsional. 1%

Apabila ditelusuri lebib jau, sistem (syster) merupakan kata serapan be-
hasa asing dari bahasa Latin Kuno (Late Latin) systema, bahasa Yunani (Greek)
susterna (systema) yang berarti a composite whole, berasal dari kata sunistanai
(synistanai) yang berarti to bring together, yaita kombinasi dari kata sun .(.syn) +
histanai. Sun berarti together dan histanai berarti f0 cause to stand,'® place,'”
dan to set.'®

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, sistem memunjuk pada sepe- -
rangkat unsur yang berlandaskan tats nilai tertentu secara utuh (holistic) yang
terdiri atas berbagai struktur, jaringan dan metode-metode di mana masing-
masing baglan tersebut saling berhubungan, bekerjasama dan mempengaruhi ber-

dasarkan batasan dan ciri tertentu Dengan kata lain sistem merupakan suatu

194 Satjipto Rahardjo, B Hiskam, Op. Cit., h, 4849, ,

1% Tom Gunadi; Sistem Perckonomion Merunst Panassfa dan UUD 1945, Angkasa,
Bandung, h. 27.

% William Morris (Ed.), The American Heritage Dictionary of tie English Language, Hough-
ton Mifflin Comparny, Boston, 1981, h. 1306. -

17 Clarence L. Barnhart den Robert K. Barnhart (E4.), Op. Cit. b 2131.

1% David B, Guralnik, (Gen. Ed), Op. Cit., h. 760,

L i,
1oniy
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totalitas terpadu yang terdiri atas unsur-unsur yang saling terkait menuju suatu
tujuan tertentu.

Setidakilya sistere memiliki 2 (dua) i)engerﬁan penting untuk dikenali.
Pertama, pengertian sistem sebagai jenis satuan (tatanan) tertentu yang menunjuk
pada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Kedug, gistem sebagai suatu
rencana, metoda atan prosedur untuk mengerjakan sesuatu, ;

Dengan demikian, pemberdayaan melalui sistem dapat berjalan efoktif ma-
nakala ia: (i) menghasilkan sesuatu yang rasional dan memuaskan bagi pihak-
pihak yang berkepentingan; (ii) dapat memberikan keyakinan bahwa masyarakat
mempunyai kepentingan terhadap sistem tersebut; dan (jii) berguna dalam arti da-

pat diterepkan serta mempunyai kekuatan untuk pelaksansannya.

1. Pemberdéyaan Kelembagaan Sistem Ekonomi
Setiap pemerintahan memiliki ciri (kekhasan) mengenai sistem-sistem eko-
nomi vang dianut dan dipérgunakan sebagai landasan dalam membangun
bangsa dan negaranya. Ciri ini ditandai dengan adanya lembaga-lembaga (pra-
nata-pranate) sosial dan bagaimana ia berinteraksi satu sama lain sehingga
membentuk suatu pranata-pranata ekonomi, sosia.l, politik, budaya dzm\_lain—
lain dajam membangun suatu sistem ekon&niuya. |
Pembangunan sistem ekonomi yang demikian itu dipengaruhi oleh ge-
Jumlah kekuaian (set of moulding forces) yang saling bennteraksx diantaranya
adalah: (1) falsafah dan ideologi negara, termasuk cara masyarakatnya berteori
untuk mewwjudkan cita-cita serta tujuan nasionalnya; (u) m!al-mlax moral dan

Tt

adat kebiasaan; (iii) ilmu pengetahuan; (iv) karakteristik demografi; (v) nor-
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ma-norma estetik dan kebudayaan; (vi) sistem hukum; (vii) sistem politik; dan
(viii) sub-subsistem sosial (pengalaman sejarah).'®

Terdapat berbagai pendapat yapg memberikan pengertian mengenai

apa sebenarnya yang dimaksud dengan sistem ekonomi.

Menurut Suranyi-Unger (dalam Gunawan), sistem ekonomi adalah

“kesehuruhun lembaga-lembaga ekonomi yang dilaksanakan atan diperguna-
kan oleh suatu bangsa atan negeri dalam mencapai cita-cita yang telah dite-
tapkan”, 10

Pengertian lembaga atau institusi ekonomi sendiri menurut Louck
(dalam Gunawan) adalah “pedoman, aturan atau kmdah yang dipergunakan
seseorang atan masyarakat dalam melakukan kegiatan (usaha) ekonominya,
yaitu dalam melakukan produksi, distribusi dan atan konsumsi terhadap ba-
rang-barang dan jasa”.'"! |

Lembaga atau institusi itu sendiri dapat digolongkan ke dalam 2 {dua)
macam pengertion, yakni sebagai: (i) produk bukum tertulis, seperti: Tap
MPR, Uq, PP, Keppres, Peraturan Daersh (Perda), Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) suatu organisasi, perjanjian dagang, dli.;
serta (i} preduk hukum tidak tertulis, seperti: kebiasaan, adat istiadat, cara-
cara yaag biasa dilakukan masyarakat dalam melaksanakan produkei, distri-

~ busi dan konsumsi.'" Dengen kata lain, lembaga adalsh entitas (entity) di

1% Bachrawi Sanusi, Sistem Fkoriomi Suatu Pergantar, Lembaga Penerbit Fakultag Ekonomi

Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, h 11,

" Gunawan Sumodiningrat, Sistem Ekonomi Pencesila dalam Perspektif, Impac Wahana

Cipta, Jakaria, 1999, h, 8.

o,
"2 Soetrimmo P.H., “Sekelumit tentang Sistern Ekonomi Pancasile Ditinjau deri Segi Sosic-

Kultural” dalam Mubyarto dan Boediono (Ed.), Bkonomt Pancasila, BPFE, Yogydkarta, 1994, h. 99,

o

H
[
S
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mana suatu perekonomian sosial menggantungkan dirinya plada sekumpuian
norma, perengkat, rule, pedoman tingkah laku atau cara berpikir yang sudah
mapan. |

Lembaga ﬁfzmMOﬁ) Jjuga dapat dimaksudkan sebagai “organisasi atau
kaedah-kaedah baik formal maupun informal yang mengatur perilaku dan
tindakanianggota masya;‘a.kat tertentu baik dalam kegiatan rutin sehari-hari
maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertantll{;’;m

Menurut Winardi—setelah merangkuom pengggat John F. Due,
Theodore Morgan, Henry Pratt Fairchild dan HMH.A. van der Valk, sistem
ekonomi adalah; |

sebush organisasi yang terdiri atas sejumiah lembaga atan pranata

(ekonomi, sosial-politik, ide-ide) yang saling mempengaruhi satu

dengan yang lainnya yang ditujukan ke arsh pemecahan masalgh-

masalah produksi-distribusi konsumsi yang merupakan problem dasar
setiap perekonomian. !'*

Berdasarkan definisi ini, tampak jelas bahwa sistem perekono-
mian—meskipun merujuk pada pengertian ekonomi—tidak dapat dilepaskan
dari sejumiah lembaga atan pranata politik dan hukum (misalnya) di mana satu
sama lain saling mempengaruhi (interdependensi). Masing-masing lembaga
mengikatkan dirinya dengan lenibaga atau pranata yang lain membentuk suatu
pola yang sistemik untuk memecahkan persoalan dasar perekonomian.

Secara tersirat, dapat dikatakan bahwasanya problem-problem menda-

sar dalam kehidupan manusiza bukanlah semata-mata persoalan ckonomi saja,

h 99,

113 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, Op. Cit.,
‘ 4

"4 Winardi, Pengantar Sistem-Sistem Skonoms, Alurmni, Bandung,! 1§84. h 24,
1
B




69
namun lei:ih dari itu sebagai persoalan sosial yang meliputi selurnh bidang
kehidupan.masyarakat. Oleh sebab itu, upaya untuk menyelesaikannya juga
terkait dengan keseluruban bidang kehidupan dimaksud.

Pada dasamya sistem ekonomi mencakup keseluruhan proses dan ke-

giatan perikehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tmtuk‘

mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Dalam upayanya memperoleh ke- 7

makmuran, diperlukan seperangkat nilai {set of values) yang disepakati oleh
individu maupun kelompok sebagai pedoman yang berisi hak-hak dan kewa-
jiban-kewsjiban untuk memperoleh apa saja yang menjadi tujuan bersama
—yang oleh Gunadi-—dimaksudkan sebagai suatu “iéé’ém sosial atau kema-

syarakatan dilihat dalam rangka usaha keselurnhan sosial it untuk mencapai

‘kemakmuran”.*”® Unsur-unsur yang terkandung didalamnya adalah:

() tujuan bersama yang melahirkan berbagai kebiasam, tradisi,
kaidah dan aturen yang melembaga;

(i) seperangkat nilai yang melekat pada tujuan bersama yang meng-

. ikat anggota masyarakat berdasarkan aturan tertentu;

(iii_"); sikap dasar dan pengertian hak dan kewajiban yang membentuk
pola tingkah lzku dan tindakan individu mavpun kelompok;

{iv) otoritas, kepemimpinan, struktur kekmam untuk mengarahkan
usaha bersama, memilih atau menetapkan alternatif-alternatif ba-
gi alat-alat yang dipergunakan dan mempersatukan seluruh ang-

gota masyarakat. ¢

13 o Gunadi, Op. Cit,, h. 26.
iig¢ .End.
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Aﬁabila difokuskan pada sistem ekonomi Indonesia, maka ia dapat di-
proyeksikan sebagai sebuah titik sentral antara 2 (dua) macam arus, yakni arus
yang berada (i) di dalam batas sistem; dan arus (i1) di luar batas sistem —vyang
oleh Winardi disebut arus input dan outpur’—sebagaimana terlihat dalam
gambar berikut:

Gambar 5
w+*  Proyeksi Dalam dan Luar Batas Sistem Ekonomi

Environment
Dalam Batas Sistem; < Luar Batag Sistem:
sumber daya ckonom;, Sistem Pancasila, UUD *45,
faktor-2 produksi, Ekonomi pemerintah, GBHN,
organisasi/manajemen, sistem hukum,
pranata, economic environment sistemn politik, dan

masysrakat has

“Dalam batas sistem™ memiliki vasur-unsur elemen sebagai berikut: (i)

lembaga-lembaga/pranata-pranata. ekonomi; (ii) sumber daya ekonomi; (iii)
faktor-faktor produksi; (iv) lingkungan ekonomi (economic environment); dan
(v} organisasi dan mevajemen.'® Sedangkan yang termasuk “luar batas sis-
tem” adalah pemerintah, Pancasila dan UUD 1945 (sebfgai ideologi dan kon-
stitusi negare), sistem sekaligus kondisi perpolitikan bangsa, kepastian hukum

dalam sistem hukum yang dipakai serta masyarakat dalam arfi luas, '

"7 Winardi, Op. Cit., h. 22-23.
18 pachrawi Sanusgi, Loc. CIL.
12 wrinardi, Zoe, Cit.
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2. Pembérdayaaﬁ Hukum dan Ekonomi M asyarakat ’

Meskipun secara spesifik pemberdayaan hukum dan eko;;xmi masyarakat dija-
dikan kerangka teoritik dalam studi penelitian ini sebagai acuan dasar dalam
mengkaji, méngungkap dan memberikan penilaian (explanation) atag kebi-
Jaksanaan pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan, materi dalam
sub-subbab ini tidak lebih sebagai penegasan kembali aken arti penting pem-

berdayaan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan nasiopal,
Denga.n merujuk pengertian di atas, pemberdayaan kurang leblh dapat
dipahami sebagai upaya untuk membangun daya/kemampuan (masymkat)—
baik melalni hukum maupun ckonomi—dengan mendorong, memotivasi, dan
membangkitkan kesadaran akan pofensi yang dimilikinya serta berupaya untuk
mengembangkannya Keberdayaan masyarakat adalsh unsur dasar yang me-
mungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis
mengembangkan potensi diri dalam mencapai kemajuan Memberdayakan
masyarakat berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan
masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu @Jowerless) melepaskan diri dari
perangkep kemiskinan dam keterbelakangan berubah men_]adl kondisi yang
mampu dan berdaya (power). Yakni memampukan dan memandirikan masya-
rakat agar terjadi peningkatan daiam taraf kehtdupannya (kuantitatif) disertai
pula peningkatan da.lalml kualitas kehidupannya (menjadikan hidup lebih ber-

maknaj}.

Oleh karena pemberdayaén tidak serta merta terjadi begitu saja dengan

sendirinya, maka dari itu diperlukan langkah-langkah (upaya-upaya) dalam
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pemberdayaan masyerakat, yang dimulai dari identifikasi masalah sampai ke-
pada jalan pemecahannya, vaitu dilakukan dengan jalan:

)] mengideﬁiﬁkmi masalah, yakni mengeng_‘__ii problem yang diha-
dapi dengan sebeik-baiknya, termasuk mengenali dengan sék-
sama masy#fakat yang hendsk menjadi “.l-s_asaran dari program
kebijaksanaan tersebut; -b

(i) memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat;

(ii]) membuat hipotesa atay memilih mana yang paling layak untuk
bisa dilaksanakan; dan

(i\{-) mengikuti jalannya penerapan hukum serta mengukur dampak

| (pengaruh)nya. '*° |

Pemberdayaan hukum dan ekonomi masyerakat, tidak mesti dimak-

sudkan sebagai wpaya turut campurnya pemerintah ataupun pranata-pranata
lain yang memiliki power secara langsung (dalam arti fisik) memberdayakan
masyarekat lemah (powerless), lebih dari itu pemberdayaan dapat dilakukan
melalui pembuatan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang kondusif dalam men-
ciptakan iklim usaha yang sehat sehingga menumbuhkan jiwa kemampuan
dari masyaraket yang lemah menjadi berdaya dan berkemampuan. Pranata-
pranata hukum diperlukan sebagai rule of the game dan guidence kebijaksa-

naan-kebijaksanaan yang dibuat pemerintah. S

12 Satjipto Rabardjo, Bmu Hidwm, Op. Cit., h. 208,
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C. Sistem Ekonomi Kerakyatan

Sebelum ekonomi kerakyatan menjadi istilah sistem ekonomi, Sistem Ekonomi
In.donesia adalah isti'lah umum yang dipakai untuk menyebut istilah sistem oko-

nomi yang dipergunaka;i bangsa dan negara Indonesia sebagai pranata-pranata

ekonomi untuk mengolah suniber-sumber daya yang dimiliki sesuai dengan tujuan

diadakannyalbangsa dan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukasn UUD
1945 (dan Perubahannya). |

Varian-varian yang seringkali muncul dalam Sistem Ekonomi Indonesia,
diantaranya adalah (i} Sistem Ekono':mi Pancasila, (ii) Sistem Ekonomi Nasional,
dan (jii) Sistem Ekonomi Kerakyatan. Sebutan atsupun nama dari Sistem Eko-
nomi Pancasila dan Sistem Fkonomi Nasional merupakan istilah (sebutan) resmi
dari pemerintah yang dapat saling dipertukarkan kerena mengandung pengertian
yang sama (sébelum Tap MPR RI No. IV/MPR/1999). Sementara sebutan Sistem
Ekonomi Kerakyatan seringkali lebih sebagai pendapat non-resmi yang didasar-
kan pada keteptuan Pasal 33 UUD 1945 terutama pada anak kalimat “untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Lebih spesifik dan eksplisit, Sistem Ekonomi
Kerakystan digunakan sebagai karakteristik dan sebutan untnk Sistem Ekonomi
Indonesia pasca Tap MPR RI No. IV/MPR/1999.

Sistem Ekonomi Indonesia adalsh selurnh lembaga-lembaga ekonomi
yang dipergunakan bangsa dalam mengolah dan meningkatkan gegala sumber da-
ya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara ideal, tujuan
tersebut adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya,.mencapai masyarakat

adil dan makmur, spiritual dan material berdasarkan Pancasila dan TUD 1945,
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Apabila mengacu pada 2 (dua) bentuk ekstrim sistem ekonomi yang ada
(vakni Sistem Ekonomi Bebas dan Terpimpin), maka sistem ekonomi Indonesia
dapat dikategorikan sebagai Sistem Ekonomi Campuran (mixed economy), di ma-
na banyak dipengaruhi dan diwamai oleh corak-karakteristik pandangan hidup
dan falgafah yang mendasari pola-sistem ekonomi yang dipergunakan. Dengan
kata lain, Sistem Ekonomi Indonesia merupakan salah satu varian dari Sistem
Ekonomi Campuran. Sistern ekonomi ini lebik didasarkan pada pandangan hidup
(ideologi) suatn negara, sehingga antara sistem okonomi dengan faham-ideologi
dari negara yang menganut sistem ekonomi tersebut mempakan satu kesatnan
yang integral dan tidak dapat dipisahkan. A {

Sistem Ekonomi Bebas'®' memberikan kebebasan yang cukup besar bagi
pelaku-pelaku ekonemi untuk melakukan kegiatun (usaha) yang terbaik bagi
kepentingannys masing-masing Alat-alat produksi (sumber daya alam, sumber
daya manusia dan kapital) berada di tangan swagta. Keputusan-keputusan eko-
nomi didistribusikan secara luas kepada unit-unit vang lebih kecil, yakni individu-
individu da]aﬁ; masyarakat.

Secara umum, sistem ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (i) peng-
akuan terhadap hak-hak pribadi; {i1) praktek perekonomian diatur menurut meka-

nisme pasar;'® (iij) bermotif keuntungan (profit motive);'® (iv) kebebasan

13 Dinarmai pula dengan Sistem Ekonomi Liberal atay Sistem Fkonomi Liberal-Kapitalis atau

Sistem Ekonomi Kapitalis karena didaserkan pahamn liberalism dan kekuatan capital dalam kegiatan
ekonominys, atau disebut juga Sistern Ekonomi Pasar karena didasarkan padamekanisme pasar dengan
prinsip I.:z1 isse/r(z)-faire laisse/r(z)-passer. '

# TIMHL. Tobing, “Orde Ekonomi Pancasile* dalam Abdul Madjid dan Sri-Edi Swasono

(Ed.), Wawasan Skonomi Pancasila, Universitas Indonesia Presg, Jakarta, 1988, b 74,

'® Gunawan Sumodiningrat, Op. Cit., h, 9-10.

tisg
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beruseha dan memilih; (v) persaingan (competition); dan (vi) peranan terbatas
pemerintah, '

Ciri pengakuan terhadap hak-hak pribadi dapat dilihat dari kepemilikan
alat-alat produksi berada di tangan orang perorang (enterprise) dan tiap ingividu
bebas memilih/menentukan pekerjaannya sesuai keinginan mereks dengan asumsi.
tiap individu mengetahui apa yang terbaik bagi dirinya.

Ciri perekonomian diatur menurut mekanisme pasar didasarkan pada prin-
sip laisse/r(z)-faire (biarkan [orang] berbuat) atau prinsip laisse/r{z)—faire&"
laisse/r(z)-passer (biarkan [orang] berbuat, biar terjadi).'® Perekonomian digerak-
kan oleh interaksi antara produsen dan konsumen di pas;r secara bebas. Pasar
berfungsi sebagai sinyal bagi produsen dalam menentuken barang-barang yang
akan dihasilkan, sedangkan bagi konsumen pasar memberikan pangsa barang-
barang apa saja yang baik dalam jumlah maupun kualitas yang dapat dibeli.

Sebaliknya, Sistem Ekonomi Terp:impin‘“ memberikan koreksi atas kapi-
talisme. Menurut kaum sosialis—terutama Karl Marx dan Frederich Engels, pem-
bangunan yang dilakukan kaum kapitalie sebenarnya hanyalah suatu tahap per-
kembangan sosial saja yang pada saatnya nanti akan berakhir melalui suatu re-
volusi sosial menghancurkan sistem itu sendiri. Pembangunan sejati adalah usaha
total yang digerakkan oleh suatu pemerintahan diktator proletariat untuk men-

ciptakan kekayaan material dimana alat-alat produksi tidak lagi milik pribadi akan

' Winardi, Op. Cit, h.51-57.

" T. Guritno, Xamu Fkonoms bggris-hdonesia, Gadjsh Mada University Pregs, Yogya-
karta, 1994, h. 74,

1% Dinsmai pula Sistem Ekonomy Sosial, Sistem Ekonomi Komunis atau Sistem Ekonomi So-
sial-Komunis kerena konsep keadilan sosial yang dinisbahkan atas agas kebersamaan dan kekeluargaan
berdasar paham socialism dan communelism serta landasan kolektifisme (collectivism).

PT-PUST AR
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tetapi milik.bersama dan barang-barang didistribusikan kepada sesama pekerja
sesual Jasy mereka dalam produkéi. 127

Pemerintahan diktat.or—proletaﬁat diperlukan hanya dalam suvatu waktu
hingga keadnan cukup memungkinkan. Apabila revolusi sosial berhasil, pemerin-
tahan segera menyerahkan kendali ekonomi kepada masyarakat sehingga tercapai
suaty kondisi dimans. masyarakat tidak lagi berkelas, tidak lagi ada penghisapan
oleh suatu kelas magyarakat terhadap kelas masyarakat lainnya (Je exploitation de
I’home par "home) |

Karakter dasar sistem ini didasarkan atas pahaﬁ kolektifisme yang meng-

anggap masyarakat sebagai satu;satunya kenyataan sosialil;' dan menisbikan indi-
vidu-individu, yakni: (i) rasa keberéamam; (if) faktor—ihktof produksi edalah milik
negarg; (1i)} campur tangan pemerintah dalam fnengatur ;konomi; dan (iv) ke-
giatan pelaku ekonomi berpedoman pada rencana induk negara (central
planning)'” Harta dan alat-alat produksi adalah milik bersama dan didistri-
busikan untuk kepentingan bersama sesuai kebutuhan masing-masing, Central
planning merupakan wadah yaug efektif untuk menggantikan mekanisme pasar
dalam proses pengalokasian faktor-faktor produksi dan pendapatan yang lebih
sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan umum.

Sedangkan perpaduan antara kedua sistem tersebuf di atas melahirkan

Sistem Ekonomi Campuran™ (Ajxed Economy)—vyang oleh Samuelson dan

7 Gunawan Sumodiningrat, Cp. Cit., b. 10; Winardi, Cp. Cit., h. 712-73.
' Sumitro Djojohadikusumo, Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori dalam Eko-

nomi Usnin, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1991, h. 183-226.

'® TMH.L. Tobing dalam Abdul Madjid dan Sri-Edi Swasono (Bd.), Op. Cit., h. 75.
'* Digebut pula Sistern Ekonomi Pasar Terkendali stan Sistem Ekonom Dagar Terkelola ka-

rena berdagarkan pada mekanisme pasar dan intervensi pemerintsh dalam kegiatan ekonominya,
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- Nordhaus—didefinisikan sebagai suatn kondisi dimang baik penierintah maupun
swasta melaksanakan pengendalian skonomi. Pihak swasta melakukannya melsdlui
sesuatu usaha yang tidak tampak oleh mekanisme pasar, sementara pemerintah -
melakukannya melalui segala peraturan dan perpajakan.™ Pemerintah bertindak
selaku pelaku ekonoml aktif yang menyempurnaken mekanisme pasar jika tex]adl\
market failures dan mengarshkan kembali kegiatan ekonomi pada mekanisme
pasar yang terbuka.

Perputaran kegiaten ekonomi melalui mekanisme pasar adalah proses.
perubahan secara alamiah untuk mencari keseimbangan. Proses ini sejalan dengan l
naluri manusia dalam mencapai kebutuhan hidupnya. Apabila mekanisme pasar
terganggu, yakni adanya kekuatan superior baik di sigi produksi {(monopoli dan
oligopoli) maupun di sisi konsumsi (monopsoni dan oligopsoni) maka dislribusi
manfaat tidak lagi seimbang dengan kemampuan masing-masing pelaku ekonomi
mengakibatkan apa yang disebut sebagai kegagalan pasar (n.zarker Jallures).

Uhtuk mengatasi/mengembalikan keseimbangan pasaf diperfukan campur
tangan di luar kekuatan produsen dan konsumen (yakni pemerintsh) yang mandiri,
independen dan memihak yang lemah. Berpihak pada konsumen manakala kon-
sumen dirugikan {misalnya harga tinggi karena produksi yang terbatas), atau
sebalikaya berpihak kepada produsen (misalnya harga turun) tatkala pfoduksi
berlimpah. |

Ciri dasar Sistem Ekonomi Campuran merupakan perpaduan antera kegi-

atan ekonomi yang dijalankan oleh swasta dan sebagian yang lain dilakukan oleh

3! Paul A Samuelson dan William D, Nordhaus, Ekonoms, Penerbit Erlangge, Jekarta, 1986,
h. 53.
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pemerintah khususnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan kata
lain, terdapatnya infervensi pemerintah (visible hand) dalam perekonomian yang
terintegrasi melalui mekanisme pasar.

Gambar 6

Model Sistem Ekonomi

Sistem
Ekonomi
Bebas

Sesuai dengan pendapat Bintoro, intervensi pemerintah melalui regulasi
maupun perencanaan pembangenan diperlukan untuk dapat mengatur pengaloka- |
sian sumber-sumber produksi secara lebih terarah, efektif dan efisien sehingga
dapat dicapai perubalian struktural yang lebih dan menjamin kepentingan masya-
rakat secara keseluruhan berdusarken nilai keadilan sosial ™™ “

Sejarah telah membuktikan bahwasanya tidak ada sié;;am perekonomian di
suatu negara yang menganut perekonomian bebas murni yang diserahkan swasta
melahii mekanisme pasar, begé%u» pula dengan negara yang menganut sistem per-
ckonomian terpimpin murni di bawah kendali pemerintah atau negara. Kenya-

taznnya adalah masing-masing negara memiliki sistern-sistem ekonomi tersendiri

**2 Bintoro Tjokroamidjojo, “Pokok-pokok Pemikiran Sistem Perencanaan dan Mekanisme
Pasar dalam Sistem Ekonomi Berdagarkan Pancagils® dalam Abdul Madjid dan 8ri-Edi Swagono (Ed.),
Op. Cit., h. 18.
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sebagai varian dari sistem perekonomisn bebas dan terpimpin, yang dikenal
dengan sebutan sistem ekonomi campuran (mixed economy).:

Di dalam negara: yang menganut perekonomian bebas, campur tangan
pemerintah seringkali diperlukan manakala pasar mengalami apa yang disebut
sebagai kegagalan pasar (market Jailured). Begitu pula dengan negara penganut
perekonomian terpimpin, tidak semua kegiatan ekonomi berada dalam kendali
pemerintah atau negara, akan tetapi ada beberapa produksi barang dan Jasa yang

diserahkan kepada swasta (pribadi).

1. Ideologi Negara sebagai Sistem Ekonomi

Sistem Ekonomi Indonesia sebelum berlakunya Tap MPR RI No. IV/MPR/-
1999 dikenal pula dengan sebutan Sistem Ekonomi Pancasila atau Sistem Eko-
nomi Nasional. Hal ini dapét dilihat dalam Tap MPR RI No. I/MPR/1998
tentang GBHN khususnya di dalam Bab II huruf G Kaidah Penuntun, ' Dj-
sebutkan dafam ketentuan ini bahwasanya pembangunan ekonomi harus selalu
mengarah kepada mantapnya sistemn ekonomi nasional berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945 yang disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang ha-
rus dijadi.kan dasar pelaksanazn pembangunan. l‘f

Secara umum, sistem ini dapat diartikan sebaga: sistem ekopomi yang
memadukan ideologi-konstitusional (Pancasila dan UUD 1945) dalam mela-
kukan akfifitas dan kegiatan perekonomian bangsanya, sehingga disebut atau
dinamai sesuai dengan ideologi yang dianutnya. Sedangkan Sistem Ekonomi

Nasional lebih didasarkan pada cakupan dan karakteristik pemberlakuan yang

' Hal yang sama dapat pula dilihst dalam Tap MPR RI No. I/MPR/1993 tentang GBHN,
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bersifat nasional yang menekankan skan arti pentingnya negara dalam menge-
lola perekonomiannya demi kepentingan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Penyusunan Sistem Ekonomi Pancasila dengan demikian mengacu pa-

da ideologi Pancasila dan pada produk-produk perundang-undangan lainnya
yang pembentukannya dijiwai oleh ideologi tersebut. Disebabkan sistem eko-
nomi mempak'an bagian dari sistem kemasyarakatan, maka sistem ini tidak
dapat dilepaskan dari falsafah kemasyarakatan yang dianut banggsa Indonesia,
yakni Pancasila di mana kaidah-kaidahnya mempengaruhi pola-pikir dan pola-
tindak masyarakat Indonesia.

Ciri-ciri demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila sebagaimani' ter-

cantum dalam Tap MPR RI No. II/MPR/1998 adalgh:

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargann.

(ii) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan me-
nguasai h'@iat hidup orang banyak dikuasai negara,

(iii) Bumi, sir, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya se-
bagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dikuasai oleh negara dan
dipergunakan uniuk ssbesar-besar kemakmuran rakyat.

(iv) Sumbef kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan per-
mufakatan lembaga perwakilan rakyat, dan pengawasan terhadap
kebijaksanuzunya ada pada lembaga perwakilan rakyat.

{(v) Perekonomian daprah dikembangkan secara serasi dan seimbang

+ antardaerah dalaim satu kesatuan perekonomian nasional dengan
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mendayagunakan potensi dan peranserta daerah secara optimal
dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara dan Ketahanan
Nasional. '

(vi} Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan’
yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(vii) Hek milik perseorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh
bertentangan déngan kepentingan masyarakat,

(viii) Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara diperkem-
bangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan
kepentingan umum.

Sedangkan hal-hal yang harus dihindari dalam demokrasi ekonomi ber-

dasarkan Pancasila adalgh: |

(i)  Sistem free fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi ter-
hadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarshnya telah me-
nimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural ekonom;
nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia.

(i) Sistem etatism dalam arti bahwa negara beserta aparatur ekonomi
negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi gerta
daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.

(ifi) Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada

satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan RIOBOPSON
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yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita

keadilan sosial.

Menurut Boediono, terdapat 5 (lima) ciri khas Sistem Ekonomi Pan-

casila dari segi ekonomi, yaitu:

®

(ii)

(111)

(iv)

(v)

peranan dominan koperasi bersama-sama dengan perusahaan-per-
usahasn negara dan swasta bahwa semua bentuk badan usaha di-
dasarkan padz asas kekeluargaan dan prinsip harmoni dan bukan
péda asas kepentingan pribadi dan prinsip konflik kepentingan; -

memandang manusia gecara utuh bahwa manusia bukan semata-
mata economic man akan tetapi juga social and religious man;
sifot terakhir manusia ini dapat dikembangkan setaraf dengan
sifat pertama sobagai motor penggerak kegiatan duniawi;

adanya kehendak sosial yang kuat ke arah egalitarianism atau ke-
merataan sosial;

prioritas ﬁtai;la terhadap terciptanya suatu perekonomian nasional
yang tanggﬁh; ﬁconsep perekonomian nasional berfungsi sebagai
pupuk ketahanan nasional untuk mencapai;;suatu perekonomian
yang mandiri, tangguh dan terhormat di arena internasional; dan
didasarkan atas solidaritasi

penggunaan sistem desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatz;n
ekonomi dengan perencanaan yang kuat (seperti) tercermin pada

cita-cita koperasi.>*

1 Mubyarto dan Beediono (242, Op. C., h. 10-11.
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Sedangkan menurut Salim '* ciri-ciri Sistem Ekohomi Pancasila ada-

lah sebagai berikut;

(i) peranan negara beserta aparatur ekonomi negara adalah penting,
tetapi tidak dominan agar dapat dicegah tumbuhnya sigtem eta-
tisme (serba negara); peranan swasta adalah penting, fetapi juga
tidek dominan agar dicegah tumbuhnys free JSight; usaha negara
dan swasta tumbuh berdampingan tanpa dominasi satu terhadap

yang lain;

(i) hubungan kerja antar lembaga-lembaga ekonomi tidak didasar-

kan pada dominasi modal seperti halnya dalam Sistem Ekonomi

Bebas; juga tidak didasa:karl pada dominasi buruh seperti halnya
dalam Sistem FEkonomi Terbimpin; akan tetapi asas kekeluar-
gaan, menurut keakraban hubungan antar manusia; hubungan ini
menolak konfrontasi kepentingan antara modal versus buruh;

(1it) masyarakat sebagai suatu kesatuan memegang peranan sentral;
produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawsh pemi-

likean anggota-anggota masyarakat; masyarakat merupakan bagi-

an dari unsur ekonomi nonnegara, yakni ekonomi swasta;
(iv) negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya yang merupakan pokok bagi kemakmuran rakyat;

“hek menguasai” perfu dilihat dalam konteks: (1) pemilik, (2)

95 Emil Salim, “Membangun Koperasi dan Sistemn Ekonomni Pancasil?® dalam Sri-Edi
Swasono, Ststem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi, Univeritag Indonesia Press (UI Press), Jakarta,
1987, h. 60.
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pengatur, (3) perencana, (4) pelaksana, dan (5) pengawas, supaya

sistem yang berkembang tidak menjurus kepada etatisme;

(v) Sistem Ekonomi Pancasila tidak bebas mla.l,bahkan sigtem nilai
; (value system) yang sangat mempengm'uhii_lrcelakuan pelaku eko-
. tomi yang dikembangkan bertolak dari ideologi Pancasila.

Dari segi politik-ckonomi, Sistem Ekonomi Pancasila memuat dasar

demokrasi ekonomi dan demokrasi politik sebagai 2 (dua) sisi “mata uang

i demokrasi” yang sama. Sedangkan dari segi kelembagaan juridis, Sistem Eko-

nomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang dalam mencapai tujuannya selalu

didasarkan pada hukum (oleh karena negara Indonesia adalah negara hukum,

rechstaat) dan selaln melaksanakan demokrasi ekonomi. Menurut Salim, ha_:

kekat demokrasi ekonomi ialah tersebarnya kekuatan ekonomi di masyarakat,

dan tidak terkonsentrasi di pusat atau terkumpul di beberapa tangan anggota
masyarakat (monopoli dan oligopoli).’

Atas dasar konsepsi tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam konsep de-

mokrasi ekonomi, hubungan antara politik, hukum dan ekonomi adalah para-
lel-horisontal (bukan vertikal)—yakni politik-hukum, politik-ekonomi dan hu-
kum-ekonomi) berada dalam posisi sejgjar dan interdependen. Masing-masing
menjadi determinan dan deviasi atas bidang (subsistem) yang lain (Gambar 7).

Hal ini sangat berbeda dengan konfigurasi sibemetika (Gyberneutica) Talcott

Parson (dalam Satjipto dan Ronny)'” yang meletakkan subsistem ekonomi se-

| 136 o

‘ Bbid.

| 137 Jatjipto Raherdjo, Emue Hidzan, Op. Cit., h. 135-137; Ronny Hanitijo Soemitro, Perspektif
Sosial dalam Pemahcinan Masalah-Masalah Bidaon, CV Agung, Semarang, 1985, h. 29-30,
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carg hirarkhi sebagai pemilik energi paling tingpi untuk mengkondisikan sis-
tem sosial-kemasyarakatan dengan fungsi primernya sebagai pengadaptasi.
Subsistem politik, sosial dan budaya secara berurutan berada di bawsh sub-
sistem ekonomi (hubungan hirarkhi-vertikal).

- w Gambar 7
Pola Determinan dan Deviasi Politik-Hukum-Ekonomi
dalam Demokrasi Ekonomi Pancasila

sudut deviasi

Hukum
Politik Ekonomi

Dari pendapat dan pengertiaﬁ tersebut di atas, dapatlah disimpulkan
bahwasanya Sistom Ekonomi Pancasila lebih cenderung untuk disebut sebagai
“gistern  ekonomi sekunder—meminjam istilah Suranyi-Unger (dalam
Soetrisno)'*— disebabkan faktor-fakior falsafuh hidup dan kondisi sosio-kul-
tural yang melingkupinya sebagai predominan atas sistem ekonomi yang
dipilih o

Siétem ekonomi sekunder adalah suatu sistem ekonomi di mansa faktor-
faktor sosio-kultural bersifat predominan sedangkan faktor ekonominya ber-

sifat sebagai pelengkap (suplemen). Dalam Sistem Ekonomi Pancasila, yang

predominan adalah Pancesilanya sebagai falsafah hidup bangsa dan faktor-

faktor sosio-kultural sebagai kepribadian bangsa

138 Soetrisno P.H., Kapita Selektz Bkonomi hdonesia (Suatu Saidi), Andi Offset, Yogyakarta,

1592, h 116-117.
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Sedangkan dalam sistem ekonomi pnmer fektor-faktor atan unsur-

Unsur ekonommya bersifat predominan sementara faktor-faktor non-ekonomi-
nya hanya sebagai unsur pelengkap atau suplementer serta komplementer.
Faktor-faktor ekonomi tersebut termasuk stimulus ekonomi, kebebasan eko-

nomi, kebebasan pemilikan, mekanisme pasar dan mekanisme distribusi pen-

. dapatan. Sementara itu yang dimaksudkan dengan faktor-faktor non-ckonomi

termasuk didalamnya falsafak hidup, faktor adat-istiadat, agama, sosial, dan

lain-lain yang dikenal dengan sosio-kultural.

. Ekonomi Kerakyatan sebz{gai Sistemn Ekonomi

Ekonomi kerakyatan adalah istilah yang rglaﬁf baru, yang dipopulerkan untuk
menggantikan istilah “ekonomi rakyaf” yang konotasinya dianggap negatif
dan bersifat diskriminatif Negatif karena dilawankan dengan ekoromi koﬁg—
lomerat, dan diskriminatif karena di-design secara terang-terangan memihak
pada salah satu sektor ekonomi tertentu, yaitu golongan ekonomi lemah atau
rakyat kecil. Keberatan atas kebijakan yang digkriminatif terutama datang dari
golongan ekonomi kuat (konglomerat) karena harus kehilangan hak-hak
privilege yang sudah dinikmati selama bertahun-tahun, khususnya era boom
oil pada tahun 1980-an hingga 1994, Penolakan juga datang dari kalangan
ekonom muda yang merasa muak (fed up) dengan istilah-istilah ekonomi yang
“dimnggaﬁgi” pesan-pesan politik pemerintah aten pejabat-pejabat peme-
rintah 1@ |

ok
LR

gf%‘»é

- % Mubyarto, Mentbangin Sistem Ekorom, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarts, 2000, h. 239,
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Apabila istilsh ini dicari ryjukannya dalam arti kamus, maka berda-

sarkan pengertian dan substansinys, kate rakyat dan kerakyatan mem@g
berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rakyat memiliki 4

(empat) arti, yaitu: (i) segenap penduduk suatu negara (sebagai imbéngan

pemerintzh); (ii) orang kebanyakan; orang biass; (iii) pasukan; dan (iv) anak

buah atan bawahan. Sédangkan- kerakyatan berarti (i) segala sesuam yang
mengenai rakyat; (ii) demokrasi; dan (ii) kewarganegaraan, '

Sangatlah wajar kiranya konotasi negatif melekat pada istilah eko-
nomi rakyat disebabkan cakupannya yang lebih dikhususkan pada golongan
ekonomi tertentu dan menisbikan golongan ekonomi lain. Apabila pengertian
ini dijadikan rujukan, maka ekonomi kerakyatan memiliki muatan nilai yang
lebih halus dibanding ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat menunjuk pada suatu
pola kelembagaan yang merujuk padsa stratn ekonomi orang kebanyakan atau
orang biasa, sedangkan ekonomi kerakyatan lebih sebagai varian dari demo-
krasi (ekonomi) yang diupayaksn untuk (memberdayakan, mengembangkan)
ekonomi masyarakat kebanyakan yang masih tertinggal dari golongan ekono-
mi !ainny?_,i(konglomerat). Sebagaimana dinyatakan Anggito:

Ekonomi kerakyatan beda dengan ekonomi rakyat... Kalan ekonomi

rakyat sering dikonotasikan sebagai satuan (usaha atau unit) ekonomi

rakyat yang berskala kecil (dan menengah), sementara ekonomi ke-
rakyatan lebih merupakan kata sifat [sic.], yakni memberdayakan (ke-
lompok atau satuan unit) ekonomi yang tertinggal. .. Jika ekonomi rak-
yat mengkonsentrasikan diri pada satuan unit ekonomi rakyat kecil itu

sendiri, ekonomi kerakyatan mencakup lingkungan dan kelembagaan
(bahkan sistem) yang secara langsung dan tidak langsung  mem-

h. 812

' Tim Penyusun Kemus Pusat Pernbinam dan Pengembangan Bahesa Depdikbud, Op. Cit.,
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t

pengaruhi keglatan kelompok ekonomi yang tertinggal atan unit usaha
kecil tergebut. '

Sistem ekonomi atau aturan main berekonomi‘adalah penting bagi
setiap negara sesuai nilai-nilai budaya atay ideclogi bangsa yang bersang-
kutan, tanpa kecuali Indonesia. Sistem Ekonomi Indonesiz adalgh Sistem Eko-
nomi Kerakyatan yang mampu mewujudkan demokrasi ekonomi dalam tata
ekonomi nasional. Panl A. Samuelson (dalem Mubyarto) pernah menyatakan
bahwa ilmu ekonomi adalgh ilmﬁ tentang gistem bukan tentang ahli-ahli eko-
nomi (political economy is about écanomff:: system not about ecmzchrrrzi.si‘s}."ltz
Ini bera_rti berbagai pikiran (ideas) dari para ekonom adalah penting, namun
yang lebik penting lagi adalah kesepakatan tentang aturan main (rule of the
game) hubungan-hubungan ekonomi antarorang dan kelompok serta orga-
nisasi-oréanisasi (resmi dan kebiasaan) dalam produksi, distribusi dan peng-
gunaan barang dan jasa

Menurut hemat peneliti, ekonomi kerakyatan lébih tepat digunakan
ketimbang ekonomi rakyat karena prinsip memberdayakan unit ekonom; yang
tertinggal tidak serta merta campur iangan pemerintah secara langsung kepada
kelompok tersebut. Bisa Jadi suatu unit usahs yang tertmggal (berskala kecil
dan menengah) tersebut sudah mampu dan punya prospek untuk mendiri jika
ada iklim usaha yang kondusif. Oleh kareng itu, apabila pemerintah atay
negara ﬁlﬁmpu menciptakan ikiim usaha yang kondusif bagi berkembangnya
ekonomi rakyat kecil temebu;, maka kebijakan yang diterapkan menunjukkan

4! Anggito Abimanyy, Op. Cit., b, 139-140.
2 Mubyarto, Membengun Sisten Slonomi, q:» Cit, h. 244,
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keberpihakan pemerintah kepada golongan ekonomi lemsh. Secara implisit,
hal itu juga membuktikan bahwa pemberdayaan masyarakat secara ekonomi
tidak mesti dimaksudkan sebagai turut sertanya pemerintah menangani secara
langsung golonga:i ekonomi lemah, justru sebaliknya melalui kebijaksanaan

yang kondusif dan kerangks hukum (aturan main) yang jelas, pemberdayaan
telah diwujudkan

. Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam Bingkai Hukum
Sidang Istimewa (SI) MPR Bulan Nopember 1998 menghasilkan sejumlah
ketetapan reformatif ;fang mengamanatkan pemerintah Reformasi Pembangun-
an'® untuk mengadakan berbagai koreksi fundamental dan total terhadap ta-
tanan-tatanan okonomi Orde Baru, Salah saty ketetapan tersebut adalah Tap-
MPR RI No. XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demo-
krasi Ekonomi. Konsideran Tap MPR RI No., XVIMPR/1998 antara fain
berbunyi:

(i) bahwa pelaksanaan amanat Demokrasi Ekonomi sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 33 UUD 1945 belum terwujud; dan

(ii) bahwa sejalan dengan perkembangan keliﬁhlhan, dan tantangan
Pembangunan Nasional, diperlukan keberpihakan politik ekono-
mi yang lebih m.amberikan kesempatan, dukungan dan pengem-
bangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil dan

! menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

3 Reformasi Pémbangmm adalah sebutan untuk masa pemerintshan di bawsh Presiden B.J.

Hebibie pasca turunnya Presiden Soeharto 21 Mej 1998 hingga Bidang Urnum (SU) MPR hasil Pemily
1999 masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.
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Dalam Tap MPR RI No. XVI/MPR/1998 dltegﬂskan perlunya pe-
nerapan Sistem Ekonomi Kerakyatan yang berpihak pada (upaya-upaya pem-
berdayaan) ekonomi rakyat, Pemberdayaan ekonomi rakyat dianggap penting
tidak saja karena ketertinggalan sektor ekonomi ini darj sektor ekonomi me-
nengah dan besar, tetapi juga karena ketimpangan ekonomi dan keeenjangan
sosial antara kaya-miskin sudah demikian begar sehingga menimbulkan ke-
angkuhan dan kecemburuan sosial. Tap MPR ini dianggap sebagian kalangan
sebagai ketentuan yang mémberikan landasan untuk segera diterapkannya

Sistem Ekononn Kerakyatan sebagai koreksi atas kesalahen penerapan sistem

ekonomi sebelumnya.
Digebabkan masa pemerintahan Presiden Habibie hasil Sidang Isti-
mewa MPR terlalu singkat dan pendek, maka gagasan Sistem Ekonomi Kerak-

yatan yang dibangun di atas landasan falsafuh bangsa dan negara belum dapat

disosialisasi dan dileksanakan. Tap MPR RI No. XVI/MPR/1998 pada akhir-

nya menjadi guidence dan petunjuk bagi pemerintahan selanjutnya untuk se-
gera menerapkan Sistem Ekonomi Kerakyatan dengan memberikan acuan ke-
rangka hukum (UU) yang jelas untuk diterapkannya:h.gistem perekonomian
dimaksud. i

Sistem Ekonomi Indonesia hasil Sidang Umum MPR 1999 yang di-
tuangkan dalam Tap MPR RI No. IV/MPR/1999 (sebagai kelanjutan Tap
MPR No. XVI/MPR/1998) memiliki va/ue, corak, dan pola yang khas baik di-
lihat dari substansi maupun isi (content)-nya. Secara substansial, sistem eko-

nomi yang fertuang dalam Tap MPR RI No. TV/MPR/1999 lebih merupakan
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koreksi total atas pelaksanaan sistem ekonomi Indonesia era Orde Baru yang
hanya menggunakan paradigma pembangunan ekonomi yang bertumpu pada
pertumb_uhan ekonomi semata (Teori Pertumbuhan =Rostouw’“ yang me-
lahirkan apa yang dikenal dengan trickle down effect Q;ECkmfsm)'“ tanpa di-
barengi dengan pemerala;in, menyebabkan timbulnya l;c;isis multidimensional.
Sedangkan secara canz;ent-nya, dengan sangat jelas (eksplisit) sistem ekonomi
ini mengadopsi mekanisme pasar (pengaruh faktor eksternal dan globalisa;si)

sebagai basis sistem perekonomiannya yang pada sistem ekonomi sebelun_mya :

hal tersebut tidak disebutkan secara terang (implisit). |
Slstem Ekonomi Indonesia dalam Tap MPR RI No. TV/MPR/1999 di-

sebut atau dikenal dengan sebutan Sistem Ekonomi Kerakyatan, yakni sistem
ekonomi yang memiliki ke‘terkaitan yang utuh fwholism) pada: (i) mekanisme
pasar yang berkeadilan; d;f:ngan prinsip (i) persaingan sehat; (jii) memper-
hatikan pertumbuhan ekopomi; (iv) nilai-nilai keadilan; (v) kepentingan sosial;
(vi) kualitas hidup; (vii) pembangunan berwawasan lingkungan; (viii) pem-
bangunan berkelanjutan; sehingga terjamin (ix) kesempatan yang sama dalam
berusaha dan bekerja; (x) perlindungan hak-hak konsumen; serta (xi) perla-
kuan yang adil bagi seluruh masyarakat,

4

LR

' W.W. Rostouw, “The Stages of Economic Grovth™ dalam T.; Guritno, Kamus Ekonom:
nggris-Indonessa, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 194, h, 701

cara otomatis” akan memberikan facdah pada masyarakal dalam bentuk pekerjaan atau kesempatan
ekonomi lainnya, Suyudi Mangunwihardjo, Ststem Ekonomi, Sari Kuliah Program Pascasarjana Ma-
gister Iimu Hukum Undip, Jemnarang, 2002, _
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Sistem Ekonomi Kerakyatan pada hakekatnya merupakan arah kebi-

jaksanaan misi ekonomi dari pembangunan nasional sebagai perwujudan dari
- visl bangsa Indonesia masa depan, yakni pentingnyz mengintegrasikan nilai-
nilai keadilan sebagai bagian tak terpisshkan dari keinginan untuk mening~

katkan kesejahteraan masyarakat luas, Dengan demikian, pertumbuhan eko-

keadilan,

Secara eksplisit, Sistem Ekonomi Kerakyatan tercantum dalam Bab I

yang membicarakan mengenai Visi dan Misi, huruf B tentang Misi, butir ke-7

(tyjuh) yang berbunyi:

Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional,
terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, dengan mengem-
bangkari Sistem Ekonomi Kerakyatan vang bertumpu pada mekanisme
pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya alam dan sumber
daya manusia yang produktif mandiri, maju, berdaya saing, berwa-
wasan lingkungan, dan berkelanjutan, [Cetak miring, pen.].

Misi demikian ini lobih diperjelas lagi di dalam Bab IV yang mom-

bicarakan mengenai Arah Kebijakan, huruf B tentang Ekonomi, butir 1 {(per-
tama) yang secara lengkap berbunyi:

Mengembangkan Sistem Elonom Kerakyatan yang bertumpu pada
mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat
dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepen-
tingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan ling-kungan
dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam ber-
usaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan
yang adil bagi seluruh masyarakat. [Cetak miring, pen.].

Ciri-ciri mengenai Sistem Ekonomi Kmakyatéii,tertuang dalam UU
' Koy

No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-

2004 (atan yang lebih dikenal dengan UU Propenag) sébagai_penjabaran lebih

nomi yang dicapai harus dapat dinikmati oleh masygq}akat luas secara ber- -
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lanjut darl _Tap MPR RI No. IV/MPR/1999. Terdapat S (lima) ciri Sistem

Ekono:m Kerakyatan di dalam UU Propenas.

®

(i)

(iii)

(iv)

Penegakan prinsip keadilan dan demokrasi ekonomi disertai ke-
pedulian terhadap yang lemah (sebagai ciri vtama). Yekni sistem
ekonomi yang memungkinksn selurub potensi bangsa, mgnda-
patkan kes;mpatan, perlindungan dan hak untuk memajukan ke-
mampuannya dalam meningkatkan taraf hidup yang mengacu
pada peraturan hukum yang berlaku.

Pemihakan, pemberdayaan, dan perlindungan terhadap yang le-

mah oleh semua potensi bangsa, terutama pemerintah, sesuai

.dengan kemampuannya, diantaranya pemberdayasn nsaha mikro,

kecil, mene:higah dan koperasi (UKMK).

Penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat dan intervensi
yang ramah pasar. Upaya pemerataan berjalan seiring dengan
menciptakan pasar yang komﬁetitif untuk mencapai efisiensi op-
timal. Artinya hubungan kemitrasn antara ussha besar dan

UKMK harus beriandaskan kompetensi bukan belas kasihan, Pri-

- oritas dilakukan bagi penghapusan praktek-prektek dan perilaku-

perilaku ekonomi di luar aturan main yang wajar den adil, seperti

monopoli dan oligopoli.

Pemberdayaan kegiatan ekonomi rakyst torkait dengan upaya |

menggerakkan perekonomian pedesaan, melalvi prioritas pem-

bangunan pedesaan terutama daerah terpencil untuk mendukung .
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keterkaitan desa-kota sebagai jaringan produksi dan diétribusi
yang saling menguntungkan.

{v) Pemanfaatan dan penggunaan tanah dan sumber daya alam lain-
nya secara adil, transparan, dan produktif dengan mengutaﬁakan

hak-hak rakyat setempat, antara lain hak ulayat masyarakat adat.

4. Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kelembagaan

Setiap masyarakat memiliki aturan kélembagaan (institution) yaitu pengaturan
dan pepgorganisasian paling mendasar dalam produksi dan distribusi barang-
barang dan jasa-jasa yang diperlukan masyarakat. Slstem nilai atan ideologi
suatu bangsa menentukan sistern ekonomi melalui be!(e:janya lembaga-lem-
baga ekonomi yang dibentuk magyarakat. Ideologi ekonomi adalah himpunan
gagasan yang menjadi landssan tindakan-tindakan ekonomi warga masyarakat
dalam memenuhi kebutuhannya dan secara bersama mewujudkan kemak-
muran dan kesejahterasn masyarakat Pemahaman ini sesuai dengan penje-
lasan ?asal 33 UUD 1945 bahwa produksi dikerjakan oleh gemua, untuk se-
mug d1 bawah pimpinan atan pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemak-
muran masyarakat lebih diutamakan daripada kemakmuran orang-seorang,
Melalui teori-teoﬁ konvensional yang bertumpu pada paradigma per-
saingan bebas iiberal (free fight liberalism), terbuldi bangsa Indonesia tidak
mampu dan tidak berdaya'mengembangkan politik ekonomi yang mengun-
ﬁmgkm seluruh rakyat Indonesia Persaingan sehat (fairness competition)
dalam paradigma ini telah terbukti melahirkan praktek-praktek menyimpang

melalui monopoli/oligopoli dan peréekongkoian-parsekongkolm antara peng-




95
uszha dan pejabat-pejabat pemerintah. Pada kenyataannya telah terjadi penghi-
sapan pemilik modal (capital, konglomerat) atas golongg.n ekonomi lemah.

Sebenarnya sudah cukup lama ada alirap bars teori .ekonomi yang ber-
beda yang lebih mengandatkan Upaya-upaya manusia untuk bekerjasama
(coopergr{on) dan bukannya persaingan (competition). Tokohnya.ﬁiautaranya
Douglas C. North, penerima hadiah Nobel Ekonomi 1993 (Gurubesar Eko-
nomi Washington University St. Louis US.A}, JR. Commons, Thorstéin
Veblen, dan Gunnar Myrdal (Swedia). Tekanan (ilmu) ekonomi kelembagaan |
sebagaimana dibedakan dari (ilmu) ekonomi neoklasik ortodoks adalah bahwa
manusia menciptakan dan menggunakan lembaga-lembaga tertentu untuk me-
mecahkan berbagai konflik ekonomi di dalam magyarakat. Jika ekonomi orto-
doks percaya bahwa persaingan bebas akan menghasilkan “harmoni”® dan
efisiensi, maka ekonomi kelem-bagaan mencari kemungldnan—kemungldnan
tindakan bersama (collective action) dan kerjasama antarmanusia (human
cooperation) untuk mengatasi konflik-konflik sosial-ekonomi. 146

Lembaga-lembega sebagaimana dimaksud dalam pengertian ini tidak
hanya berada dalam ruang lingkup ekonomi an-sich, akan tetapi menyangkut
kelembagaan dalam arti menyelurub, baik aturan hukum yang dipergunakan,
adat-kebiasaan yang berlaku dalam magyarakat, perilaka maupun istitusi so-
sial-politik maupun yang lebih dikenal sebagai sosio-kultural masyarakat. Bu-
daya suaty bangsa mempengaruhi dan memberikan ciri-cjri perilaku ekonomi

dan bisnis bangsa yang bersangkutan. Kondisi krizsis yang dizlami bangsa

18 Mubyarto, Membangun Sistem Ekoromi, Cp. Cit., h, 246247,
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Indonesia, diantaranya sdalah kurangnya perhatian kaum ekonom pada pe-
ranan Igmbaga—lembaga okonomi, hukum, sosial-politik dan budaya dalam
masyar;kat. Perhatian ekonom lebih tertuju pada indikator-indikator ekonomi
makro kuantltahﬂ diantarénya tingkat inflasi, pertumbuban ekonomi dan ca-
dangan devisa negara. _
Budaya bangsa mervpakan faktor utama pembeatuk lembaga-lembaga,

yaitu aturan-aturan yang melarang atay membolehkan suaty tindakan dilaky-
kan oleh seseorang atau badan. Menurut North (dalam Mubyarto), ada 3 (tiga)
komponen lembaga yang mempengaruhi budaya suatn bangsa: (1) batagan-
batasan iﬁforma.! (informal constains); (2) aturan-aturan formal (formal rules);
dan (3) paksaan pemetuhan terhadap keduanya (enforcement of both). ¥ Eko-
nomi keiembagaan percayi adanya peranan besar le:hbaga-lembaga dalam
kinerja ekonomi suaty masyarakat, karena batasan-bat;éan dan aturan-aturan
yang dibuat masyarakat yang bersangkutan dipatuhi atau dapat dipaksakan

pematuhannya.

D. Globalisasi dan Liberalisasi Ekonomi

Meletakkan kebijaksanaan pemlerintah untuk memberdayakan ekonomi kerak-
yatan sebag:n sebuah sistem yang berorientasi pada mekanisme pasar yang identik
dengan hherahsam ekonomi yang ditandai dengan era globalisasi bukanlah sebuah
pekerjaan yang sederhana.

Sebagai wajah baru liberalisasi ekonomi yang salah satunya dicirikan de-

ngan era perdagangan bebas tanpa lagi terikat oleh tempat dan waktu, dunia tidak

¥ Bid, h 248
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lagi terbatas hanya pada konteks negara akan tetapi telah menjadi bagian tak
terpisahkan dari negara-negara. Oleh sebab itu, agar kebijaksanaan pemerintah
sebagaimand dirumuskan datam Tap MPR RI No. IV/MPR/1999 dan UU No. 25
Tahun 2000 masuk dalam golongan kebijaksanaan yang tepat, perlu diurai lebih

Jjauh mengenéi korelasinya dengan globalisasi dan liberaligssi ekonomi,

Globalisssi (globalize, globalized, globdlization) adalah “suatu proses ma-

suknya sesuatu ke ruang lingkup dunia”,"® atan “to make 4 global; extend, en- 7

large or spread or a globdl scale®!® Sedangkan globalisme (globalism) adalah
“paham kebijaksanaan nasional .yang memperlakukan seluruh dunia sebagai ling-
kungan yang pantas untuk pengaruh politik”.’® Iz Juga dapat berarti “a policy,
outlook; etc. that is worldwide in scope”.! Disamping itu, globalism merupakan
(i) the principle of the interdependence of the entire world and its people; dan (ii)
concern for thee rest of the world at the expanse of national self-development and
selfinterest, | "
Globalisasi menxpM bentuk turunan atau berasal dari aker kata serapan
bahase asing (Inggris) glode, gfabal—yang berubah menjadi globalisasi (glo-
balization), merujuk pada pengertian (i) secara umum dan keseluruhan, taksiran
secara bulat, secara garis besar; (ii) yang bersangkut paut dan mengenai/meliputi

U

h. 320.

" Tim Penyusun Ksmus Pusat Pembinaan dan Pengembengan Bshasa Depdikbud, Op. Cit.,

'** Clarence L. Barnhart dan Robert K. Barnhart (Ed.), Volume One A-X, Op. Cit., h, 906.
% Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, Zoc. Cit.
**! David B. Guralnik (Gen Ed), Op. Cit., h. 319,

"% Clarence L. Bernhert dan Robert K, Barnhart (Ed.), Zoc. Cit.
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seluruh dunia;'” (i) globe-shape, wordwide atan complete;'™  (iv) ;pread
throughout the world, of the earth as q whole; (V) shaped like a globe.'”

Merujuk pada beberapa pengertian tersebut, globalisasi adalah suaty pro-
ses terjadinya perluasan skala kehidupan manusia yang multidimensional dari
wujudnya yang lokal dan nasnonal ke skalanya yang baru, meliputi selurul dataran
bumi tanpa ada kecualinya. Prnses perkembangan keh;dupan manuzia ke ruang
hngkupnya yang global tersebut berkat berkembangnya 2 (dua) realitas, yakni

pertama, realitas perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi yang me-

nyebabkan bumi terkesan demikian sempit; dan ¥edua, realitas mundurnya ke-

nampuan negara untuk memonopoli penguasaan dan stay pengontrolan pendaya-
gunaan teknologi transportasi dan komunikasi.

Akibatnya, kehidupan dalam skala global tidak hanya bisa dijalani pada
talaran bangsa yang diwakili oleh institusi dengan segala kewenangannya yang
disebut negara  akan tetapi benar-benar cenderung merupakan kehidupan yang
multidimensional antarmanusia. Batas-batas negara menjédi tidak lagi konven-
sional ditentukan oleh faktor geografis (kewilayshan), akan tetapi berada dalam
ruang maya (cyber space) yang tidak tampak kasat mata. )

Dalam bidang ekonomi, peran negzra berangsur-angsur mulai memudar.
Pasar tidak lagi didominasi oleh negara atau korporasi suatu negara tertentu, akan
tetapi terbuka untuk gemua negara begitupula dengan semua korporasinya. Pada

kenyataannys, pasar tidak lagi memiliki batas-batas yang sama dan sebangun

3 Bid,, h. 320,
Davde Guralnik (Gen. Ed.), Zoc. Cit.
* Clarence L. Barnhart dan Robert K. Barnhart (Ed.), Zoc. Cit.
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dengan batas-batas negara, sedemikian rupa sehingga menw dalil alalﬁinya apa
yang disebut pasar cenderung sulit untuk dikendalikan oleh kekuasaan negara.
Penawaran dan permintaan (supply and demand) benar-benar didasarkan atas ke-
butuhan pasar dan negara tidak dapat intervensi mempengaruhi bekerjanya paser
tersebut. Serqentara di sisi lain, hukum dituntut untuk selaly siap menjawab tan-
tangan yang demikian ity dengan memberikan kerangka aturan yang jelas tanpa
harus menghambat bekerjanya pasar yang bercirikan prinsip ekonomi efisiensi.
Aturan ini secara jelas dirangkum dalam Tap MPR RI No. IV/MPR/1999 dan UU
No. 25 Talun 2000,

Kompleksitas kehidupm; global sebagai suatu jaringan pasar—yang tidak
selamanya berbatasan dengan jaringan yéhg terwujud dari hubungan antarnegara
—dikuasi oleh korporasi-korporasi transnasional. Mencermati dan mengikuti per-
kembangan percepatan globalisasi dewasa imi, korporasi-korporasi demikian ini-
pun tidak mudah diikat dalam batas-batas nasional. |

Dalam konteks inilah, Sistem Ekonomi Kerakyatan rakyat yang bertumpu
pada ﬁekanisme paser yang dijadikan model sistem perekonomian nasional diuji
efektifitas dan kedayagunaannya. Apakah sistem ekonomi kerakyatan tersebut
mampy dan dapat berjalan sinergis mengikuti perkembangai dinamika pasar atzy-
kah sebaliknya, sangat ditentukan oleh para aktor pengambil kebijaksanaan diber-
lakukannya sistem perskonomian tersebut. Dengan katz lain, studi penelitian
mengenai pemberdayaan ekonomi kerakyatan sangat dipengaruhi Vsejauh mana
para pengaﬁilbil kebijaksanaan mengejawantahkan garis-garis besar yang diama-

nahkan dalam Tap MPR RI No. IV/MPR/1999 dan UU No. 25 Tahun 2000 men-
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jadi sebush gerak nadi perekonomian nasional yang mampu bersaing dalam ting-

kat global sekaligus menyejahterakan masyarakat terutams’ golongan ekonomi le-

mah.

1.

M ekanisie Pasar (Market Mechanism)

Pasar yang dimaksudkan dalam penelitian ini pada dasarnya terkait erat de-
ngan kegiatan ekonomi yang mencakup tempat dan ruang, yakni: (i) kekuvatan
penawaran dan permintaan sebagai tempat penjual yang ingin menukar barang
atau jaafa’ dengan uang dan pembeli yang ingin menuker vang dengan barang
atan jasa;'™ (ii) an open spéce or building with goods for sale from stalls; (iii)
demand; dan (iv) supply.””

Secara sempit, ?asar (market) adalah (i) tempat orang berjual beli,"®
(ii) a gathering of peaple jﬂbr buyirzg ang selling things,'? (iii) a meeting of
people for buying and seIlirié; atau (iv) the people at such a meeting'®
Tempat tersebut dapat meﬁgambil bentuk tempat yang terbuka (seperti pasar
tiban)'® atau tertutup a store selling provisions’ (seperti swalayan, departe-
ment store). Pad; perkembangannya pasar tidak han}ia merujuk pﬁ penger-
tian te:ﬂpat akan tetapi mencakup juga ruang yang ;:rbuka dan luas (seperti

bursa efek, bursa komoditag, dll.).

h 733.

136 Tim Penyusun Kamus Pusat Pernbinsan dan Pengembangan Bshasa Depdikbud, Op. Cif,,

7 David B, Guralnik (Gen. E4)), Op. Cit., h. 458.

1% Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bshasa Depdikbud, Zoc. Ci.
¥ Pavid B, Guralnik (Gen. Ed.), Loc. Cit.

169 Clarence L. Barnhart dan Robert K. Barnhart (E4.), Volume Two L-Z, Op. Cit., h. 1273.

1! Pasar tiban (bhs. Jaws) dimaksudkan sebagai paser yang mengambil tempat relatif terbuka,

tanpa sekat-sekat penghaleng, biasanya di pinggir jalan. Pagar tiban berlangsung dalam waktu yang re-
letif singkat {1-3,jam saja). : ‘

2 David B. Guralnik (Gen. Ed.), Zoc. Ci.
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Mekanisme pasar adalah bekerjanya permint;ian dan penawaran ba-
rang-barang kebutuhan dan jasa berdasarkan pada aturan main pasar tanpa
adanya intervensi pemerintah secara langsung, Dalam konteks ekonomi kgrak-
yatan yang bermain menurut mekanisme paser, pemerintah tidak dapat ca@w
tangan secara langsung mengoreksi pasar yang sedan; .‘i)eljalan akan tetapi ia
hanya dapat memberikan aturan main (hukum den perundang-undangan)

berupa kebijaksanaan-kebijaksanaan.

. Liberalisasi Ekonomi

Meski 1ibera]isasi ekonomi merupakan erclave ekonomi yang memiliki corak,
karakte.r. dan pengertia;n tersendiri, ia pada dasarmya kongruen demgan
globalisasi, pasar bebas maupun mekanisme pasar.

Liberalisasi merupakan kata serepan dari bahasa Inggris liberalization,
(tiberalize{d]), bentuk dasar dari kata liberal (liberal). Menurut arti kamus,
kata liberal berarti: (i)\ bersifat bebas; (ii) berpandangan bebas (luas dan ter-
buka);'® (iii) not restricted; suitable Jor a freeman; (iv) not restricted to the
literal meaning; (v) groad-minded;'** (vi} having or giving freely; tolerant;
not rarrow in one’s ideas and views; dan (vii) giving the general thought'®

:Bebas (free) setidaknyz berarti: (i) lepas sam?. sekali (tidak terhalang,

t

tidak terganggu) sehingga dapat bergerak, berbicara atanpun berbuat/bertindak
- . e
dengan leluasa, (ii) tidak terikat atau terbatas oleh afuran-aturan maupun nor-

3

h 591.

'3 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, Op. Cit.,

1% David B. Guralnik (Gen. Ed), Op. Cit., h. 431,
13 Clarence L. Barnhert dan Robert K. Barnhert (B4.), Polume Two L-Z, Op. Cit., h. 1205.
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ma-norma; (iii) lepas dari kewajiban, tuntutan, perasaan takut, pengekangan,
dan sebagainya;'% (iv) not under the control or power of another; able to act
on think without arbitrary restriction; independent; having liberty; (v) open to
ail;m.(vi) not a captive or slave; (vii) flgurative, not following rules; forms;
or words exactly; not strict: dan (viii) not held back frg{rw reting or thinking as
one pleases; having liberty\®

Pahamnya disebut liberalisme (liberalism) sementara penganutnya di-

kenal dengan sebutan kaum liberalis, Dalam arti politik, liberalisme adalah -

aliran ketatanegaraan yang menghendaki demokrasi dan kebebasan pribadi,
sementara dalam arti ekonomi, liberalisme adalzh aliran/paham yang meng-
hendaki ;{ebebasan pribadi dalam mesjalankan uvsaha dan niaga (kegiatan
ekononlaiqya) tanpa campur tangan pemerintah, '*°

Liberalisme juga berarti: (i) the qudlily or state of being liberal, espe-
cially in politics or religion;'™ dan (ii) liberal views or opinions: belief in
progress and reforms,'” Sedangkan proses peliberalan disebut liberalisasi
(liberalize, liberalized, Iiberdlz’zatz‘otz), yaitu: (i} proses, usehs atan kegiatan

yang ditujukan vatuk menerapkan paham liberal dalam kehidupan ketata-

h. 103..

h. 591.

1% Tim Penyusun Kamus Puset Pembinaan dan Pengermbangon Bahasa Depdikbud, Op. Cit.,
; Tk,

*7 David. B. Guralnik (Gen. Ed), Op. Cit, h. 198,

¢ Clarence L. Bernhart dan Robert K. Barnhart (Ed.), Polume One A-X, Op. Cit,, h. 849,
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negaraan (politik, demokrasi} dan ckonomi;!™ (ii) to make or become li-
beral;' remove restrictions From; 1

Liberalisasi ekonomi {proses menjadikan ekonomi menjadi liberal) di-

namakan pula free economy (ekonomi bebas). Menurut Guritno, fiee eco-

nromy sama dan sebangun dengan profit system (sistem laba), sepadan dengan

JSree enterprise (economy) (ekonomi usaha bebas), serta private enterprise

(usaha swasta), yaitu kegiatan ekonomi yang berdasarkan asas laisse/r(z)-feire
atan laisse/r(z)-faire laisse/v(z) passaa;r di mana alokasi sumber daya diatur
oleh bekerjanya mekanisme pasar bebas (free market)."

Pasar bebas (free market) dengan demikian adalah “g market in which
prices are controlled by supply and demand: without governmental regulation

»l76

or restriction™ " atan “any market where trade can be carried on without

restricting as to price”.'” Ia Juga dapat berarti oper market (pasar terbuka}
maupun active market (pasar giat).'™ Pasar terbuka adalah pasar tanpa campur
tangan dari pemerintah sehingga herga ditentukan oleh penawaran dan per-
mintaan (supply and demand). Sedangkan pasar giat adalah pasar di mana
banyak terjadi jual beli barang dan jasa.

! Senada dengan hal itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasar

bebas adalah “pasar tempat pembeli dan penjual dapat berhubungan bebas

' Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan B ahaga Depdikbud, Zoc. Cit

"> David B. Guralnik (Gen, Ed.), Loc. Cit.

' Clarence L. Barnhart dan Robert K. Barnhart (Ed.), Loc. Cit.

"> T. Guritno, Op. Cit., h. 74, N

1% ¢“larence L. Barnhart dan Robert K. Barnhart (Ed.)., Yolume Two L-Z, Op. Cit.,, h. 830.
'"7 David. B. Guralnik (Gen, E4.), Op. Cit., h. 299.

178 T, Guritno, Gp. Cit.. h 158,
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tanpa adanya pembatasan berdasarkan peraturan yang berlalay”, 1™ Imbangan

kata dari free market (pasar bebas) adalah restricted market (paser dikekang),

yaitu “pasar di mana beberapa produsen membatasi penjualannya guna me-
ngurangi persaingan”.'® Meskipun pasar dikekang dalam arti dibatasi, di ‘sini
pasar tetap tidék mendapatkan campur tangan pemerintah sebagaimana dalam
Sistem Ekonomi Sosial ata:_jpun Sistem Ekonomi Campuran. Pengekangan te-
tap berada dalam kendali produsen untuk mengatur arus barang dan jasa se-

bagai wujud besar-kecilnya supply and demand.

h. 123

7 Tim Penyusun Kamugs Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bshaga Depdikbud, Op. Ciz.,

*®T. Guritno, Op. Cit, h. 159,




BAB III
STUDIKASUS
INDUSTRI JAMU PT NYONYA MENEER

A. Profi! Perusahaan {Company Profile}

Perusahaan jamy PT Nyonya Meneer cukup besar. Dibangun sebagai “perusahaan
keluarga™, gedung pusatnya terlihat cukup megah di Jalan Raden Patah 191-199
Semarang, Sementars itu, pusat produksi dan industri jamunya berada di kawazan
sibuk Jalan Raya Kaligawe Km. 4 Semarang berikut L'I;pjseum Jamu Nyonya . |
Meneer yang didirikan pada tanggal 18 Januari 1984. Dengan kurang lebih 250 .
item produksi jamunya, ratusan agen-agen jamu yang tersebar di hampir semua
pulau-pulan Indonesia serta di luar negeri (Honoluln, Hawaii U.S.A.) menandakan
bahwa perkembangan industri Jamu dari sektor pemasaran dari tahup ke tahun
semakin meningkat.

Dala:_;; beberapa tahun terakhir, perusahaan ini menarik perhatian banyak
pihak (termakuk peneliti) karena iz mampu survive ketika krigis melanda negeri
ini, bahkan dikala perusahaan lain sempat terpengaruh dan banysk yang cbfqos,
perusahaan ini justru tetap eksis dan mampu meningkatkan volume penjualan pro-
duksi jamunya baik untuk konsumsi dalam negeri maupun ekspor. Meski sempat

- mengalami sedikit penwrunan volume penjualan jamy padz tshun 1998 dibanding

o
i)
o
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tahun sebelumnya,'® pada tahun 1999 volume penjualan meningkat tajam men-

Jadi +150 ton jamu untuk pangsa pasar dalam negeri dan -+ 40 ton jamu ekspor dan

terus mengiifﬁmi peningkatan sehingga pada tahun 2000 volume penjualan dalam

negeri mampu mencapai hampir 270 ton Jjamu dan + 60 ton jamu eskpor (Tabel 1).
Tabel 1

Penjualan Jamu dalam Tonase Periode 1992-2000
Dalam Negeri dan Ekspor

IR F e 1 BEOE B S & (RS i ERSH

R HE D HEs BB HEE B 3t
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...................................................
..............................................................................

Disamping mampu bertahan dan bahkan survive dl ora melesunya pereko-
nomian negara, perusgzhazn ini—melalui pemilik sekaligus pengelola perusaha-
an—justru beberapa kali mendapatkan penghargaan dari pemerintah baik dalam
bideng ekonomi, lingkungan hidup, pendidikan maupun budaya. Diantaranya: (i)
pada tahun 1990 PT Nyonya Meneer (melalui Direktur Dr. Charles Saerang) men-
dapat Pengyg;gaan Byasana Upapradana dari Gubernur Propinsi Jawa Tengah; (ii)
tahun 1991 ;r Charles Saerang menerima Upakarti dari Presiden Soeharto karena

dinila telah berjasa dalam melostarilan linglungan hidup dengan membina potani

'8! Tahun 1997 volume penjualan jamu mencapai + 150 ton urtuk pasar dalam negeri dan + 25

ton untuk ekspor. Tahun 1998 volume penjualan jamu mengalami penurunan skibat krisis ekonom
dengen volume penjualan paser dalem negeri + 110 ton dan+ 15 ton untuk ckspor. Pada rentang waktu
5 (lima) tahun antara tahun 1992-1997, penjualan jamu berkigar antara 100 8.4, 140 ton untuk pagar
dalam negeri dan 15 5.d. 30 ton untuk pasar luar negeri (ckspor).
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empon-empon dan diangkat sebagai bapak angkat petani éinpon-empon; (iii) ta-
hun 1994 Dr. Charles Saerang mendapatkan Penghargasn Lingkungan Hidup se-
hubunngan dengan upayanya membudidayakan tanama.nl langks yang hampir
punah; (iv);téhun 1996 PT Nyonya Mencer men&apat penghargaan dari BPS (Ba-
dan Pusat Stat:stlk) sebagai Responden Terbaik Tingkat Nasional Sektor Industri;
(v) tahun 2000 Museum Jamu PT Nyonya Meneer mendapat penghargaan dari.
Tkatan Jurnalistik Televisi Korda Jawa Tengah (II'TI Award 2000) sebagai sarana
pendidikan dan budaya; (vi) tahun 2002 Dr. Charles Saerang mendapatkan anu-
gerah tertinggi bidang lingkungan hidup Kalpataru dari Presiden Megawaﬁ
Soekarnoputri; dan (vii) kader lingkungan dari Kementrian Lingkungan Hidup
pada tahun 2003.

Keistimowaan perusahaan ini adaleh (i) didirikan, dikelola dan dikem-
bangkan oleh keluarga Nyonya Meneer sendiri sejak p_eﬂama kali berdiri hingga
sekarang; (if) dipimpin oleh angkatan muda (Dr. Charles Saerang generasi ketiga
keluarga Nyonya Meneer) yang telah menjabat direktur 'sebelum berumur 45 ta-
hun pada tahun 1990 yang sebelumnya mengawali kariernya sebagai karyawan
biasa; dan (jii) meski merupakan “perusahaan kelvarga” yang berbadan hukum PT
(Persercan Terbatas) aken tetapi dalam menjalankan bisnis usahanya mendasaxka.n
pada prinsip-prinsip bisnis modern, yakni profesionalitas, efisiensi dan profit
system. |\

Perusahaan ini relatif cukup tus jike dibandinglan dengan perusahaan ja-
mu [ainnya. Didirikan tabun 1919 oleh Nyonya Meneer dengan nama Jamu Jawa

Asli Cap Potret Nyonya Meneer, hingga kini kurang lebih sudah berumur 85 ta-
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bun dengan pemilikan dan pengelolasn turun temurun selama 3 (tiga) generasi. PT
Nyonya Meneer saat sekarang dipegang oleh Dr. Charles Saerang sebagai ketu-
runan ketiga (cucu) Nyonya Meneer. Melalui tangan belianlah, industri jamu PT

Nyonya Meneer selalu menyesuaikan diri dengan mengiringi dan memenuhi tun-

tutan dan kebutuhan pasar (konsumen) sehingga tetap eksis dan mampu menjaga
kualitas produksinya di tengah-tengah‘ maraknya industri jamu, obat-obatan dan

farmasi yang memasuki pangse pasar dalam negeri maupun luar negeri. Melalui
beliau puls, jamu diriatis vatuk tidak mesti dalam bentuk serbuk yang harus di-
seduh dulu dengan air sebelum diminum, aken tetapi dalé;n bentuk pil tablet ge-
hingga praktis, efisien dan memudahkan orang uatuk meminumnya.

Kegiatan perusshaan dijalankan oleh manajemen perusahaan yang terdiri
atag direktur yang membawahi 5 (lima) manager: pemasaran, produksi, keuanéan,

administrasi dan umum dan personalia yang dibantu oleh sekretaris dan staff ahli.

Masing-masing manager membawahi kepala-kepale bagian. Sebagai perusahaan

keluarga, komisaris dan direktur dipegang oleh kalangan keluarga sendiri di mana
masing-masing bagian menjalenkan sesuai dengah fungsi dan tugasnya. Meski se-
cara formal komisaris berfingsi sebagai pengawas, pemberi nasehat dan pem-
bimbing direktur perusahaan, pada kenyataannya peran keluarga tidak dapat dile-
paskan dari kinerja perusahaan. Justru disinilah keunikan dan kekhasan perusa-
haan dijalankan dengan berbagai kelebihan dan kelemahannya

Pada saat ini perusshaan mempekerjakan + 1.800 pekerja diantaranya 1535
pekerja wanita dan 226 pekerja pria yang terdiri atas: (i) karyawan staff dan bu-
lanan; dan {(ii) karyawan barian. Karyawan staff dan bulanan berjumlah 365 pe-

deo
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kerja yang sebagian besar berpendidikan tingkat SLTA (216 pekerja), sementara

karyawan harian berjumlah 915 pekerja yang sebagian besar berpendidikan ting-
kat SLTP (601 pekerja) dan sisanya adalsh manajer beserta staff manajemen
perusahaan,

Tabel 2
Jumiak Karyawan-Karyawati

Jumilah karyawan wanita lebih banyak dibanding dengan karyawan pria
(Tabel 2) menandakan bahwa wenita memiliki kesempatan yang sama dengan pria
dalam hal mendapatkan pekerjasn yang layak bagi kehidupannya. Disamping ber-
peran sebagai ibu rumah tangga, wanita teleh membuktikan bahwa ia juga mampu
bekerja disektor publik sebagai sarana untuk pengembangan eksistensi, minat dan
bakat dirinya serta sarana untuk meningkatkan jenjéng karier melalui pekerjaan.
Meski secara spesifik karyawan industri jamu belum tentu identik dengan wanita,
hal ini menandakan bahwa industri jamu PT Njonya Meneor meletakkan wanita
pada posisi sentral dalam keseluruhan sistem manajemennya. Dengan begitu, wa-
nita dapat menambah dan membantu income keluarga schingga kualitas kehi-
dupan rumah tangganya diharapkan dapat menjadi semakin lebih baik dan ber-

makna.
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Y

: : Tabel 3
Jenjang Pendidikan

R

Jenjang pendidikan karyawé.n staﬁ‘ dan bulanan lebih banyak lutusan SMA
ketimbang strata lain (Tabel 3). Hal ini disebabkan jenjang pendidikan SMA dibu-
tuhkan dalam pengelolaan perusahaan di tingkat menengah (midle manajement)
sebagai kepanjangan tangan dari fop manajement untuk qiengkomunikasikan dan
mensosizalisasikan maksud dan kehendak manajemen perilsahaan Kondigi ini ber-
beda dengan karyawan harian yang lebih banyak lulusan SMP (Tabel 4) yang be-
kerja pada sektor produksi dalam proses pembuatan jamu hingga pengemasannya
yang tidak terlaln banyak membutuhkan keahlian dan pengetahuan luas. Karya-
wan harian lebih diperuntukkan bagi karyawan yang terampil dalam keseluruhan
proses produksi. Untuk mencapai tingkat efisiensi yang.kondusif bagi perusahaan
yang pad#t—modal, lulusan SMP merupakan j;a:njang pendidikan standar untuk
menjalankan proses pembuatan jamu dari awal hinggal akhir. Melalui padat-modal

dan tenage kerja yang murah, efisiensi dapat ditekan hingga angka maksimal.




Tabel 4

Suasana demokratis juga amat terlihat di kantor induk dan kantor pro-
duksinya yang menyebabkan huﬁﬁngan antara atasan-bawahza cukup luwes, Tam-
paknya hubiungan demokratis ini diééba_abkan pula oleh tatn ruang kantor yang re-
latif sederhéma sebagai tradisi Jama perusaliaan yang merakyat yang terus diles-
tarikan olehi manajemen yang sekarang. .

Fakfior lain yang tampak jelas sebagai kunci kébex_‘hasilan perusahaan ini
adalah perhéatia.n manajemen yang amat besar terhadap késajahteraan para kar-
yawannys. Gag; karyawan staff bulanan dan karyawan harian relatif cukup tinggi.
Hal ini klranya merupakan akibat langsung dari sifanys yang reiatif padat-modal.
Dengan kmyawan yang relatif tidak terlalu besar dan pengaturan tata kerja yang
baik bisa diei:a!)ai efisiensi yang tinggi. Dengan tingkat efisiensi yang tinggi ini
maka oms'eflyang membesar selalu berpengaruh pada bonug yang diterima kar-

yawan yang d:benkan sebagai jasa produksi yang didasarkan atas persentase fer-
tentu dari kelimtungan perusahaan (profit sharing).

Untulé memberikan ketenangan kerja yang lebih besar khususnya bagi kar-

yawan pemsafhaan, maka diterapkan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB). Sebagai

m
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perjanjian kerja, KKB dibuat bersama-sama sedemikian ruph. antara pekelj;a (da-
lam haj ini serikat pekerja) dengan manajemen perusshaan agar masing-masing
pihak merasa saling diuntungkan |
1. Asal Mula Jamu PT Nyonyh Meneer

Sejak avEml berdirinya tahun 1919, perusahaan Jamu Jawa Asli Cap Potret
Nyonya Meneer menggﬁnakan alat-glat sederhana dalam meramu dan mem-
buat produksi jamunya secara kecil-kecilan untuk keluarga sendiri dan kawan
dekatnya. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, perusahaan ini
secara perlahan namun pasti menggunakan peralatan-peralatan modern dalam
bidang industri begitupula dengan hardware dan sofiware manajemen perusa-
haannya.

Nama Nyonya Meneer berawal ketika pada tahun 1895 lahir seorang
bayi pefempuan di kota kecil Sidoarjo, Jawa Timur dimana saat mengandung
ibu bayi tidak man makan nasi, namun hanya makan beras menir'® saja. Bayi-
nya kemudian dinamai Menir, karena pengaruh ejaan Belanda berubah men-
jadi Meneer.

Dalam usia 17 tahun, Menecer menikah dengan seorang pria asal Sema-
rang. Dalam perjalanan hidup berumah tangga, dateng musibah suami Nyonya
Meneer jatnh sakit keras. Berbagai obat telah dicoba dan belum sembuh juga
Akhirnya Nyonya Meneer meramu jamu Jawa yang dizjarkan orang tua kepa-
danya. éuaml sembuh dari sakitnya dan ketenaran Nyonya Meneer mulai ter-

'82B eras menir adalah sisa butir halus penumbukan padi yang dapat dimassk menjadi nasi.
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sebar dikalangan kerabat dekatnya dan tetangga Seringkali Nyonya Meneer

dimintai tolong untuk memberikan resep jmminya. Seiring berkembangnya
pasar, tidak mungkin lagi Nyonya Meneer melayani pasien dan konsumennya

secara langsung. Ramuan jamu akhimya dikemas lalu diterepel foto (potret)

Nyonya Meneer pada bungkus kemasannya nntuk meyakinkan (sugesti) kon- )

sumen akan khasiat jamu yang diminumnya Disamping dapat meyakinkan
konsumennya, kelebihan: dati strategi ini adalzh dapat memberikan daya tarik
tinggi terlebih foto (potret) pada waktu itu adalah sesuatn yang baru dan asing
bagi masyarakat Jawa. Meski amat sederhana, di kota inilah kelak lahir suatu

perusahaan industri Jamu Cap Potret Nyonya Meneer.

. Visi dan Misi Perusahaan

Sebagai perusahaan profesional, PT Nyonya Meneer memiliki visi “karena
mutu, kami unggul di aetiapl pesaing pasar”, dengan misinya: (i) melestarikan
warisan tradisi nenck moyang dalam ninenjaga kesehatan dan kecantikan; (ii)
memberikan pelayanan kesehatan dan kecantikan yang bermutu sekaligus
yang teriangkan diseluruh lapiénn masyarakat; dan pglayanan kesehatan yang
tercipta dari masyarakat untuk masyarskat luas; (iv')l turut serta membantu
program pemenintah dalam rangka peninglztan sumh:;; daya manusia (SDM)

dengan cara pemberdayaan dan pengadaan lapangan kerja

. Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)
Sebagai ‘perusahaan yang mempekerjakan + 1.800 orzng/pekerja, PT Nyonya

Meneer sangat menyadari betapa pentingnya posisi tenaga kerja di perusahaan.
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Kesadaran ini ditunjukkan dengan komitmen membentik organisasi pekerja di

lingkungan perusahaan. Diharapkan organisasi pekerja ini dapat menjembatﬁni
dan ikut menciptakan keseimbangan kepentingan pekerja dan kepentingan per-

usahaan.

Organisasi pekerja yang pertama kali dibentuk zdalah Serikat Pekerja

Seluruh Indonesia (SPSI) pada tshun 1975 dengan nomor terdaflar DP-01/-
FBSI/VIII/1975. Dalam perkembangannya, SPSI mewakili pekerja dalam
pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang digunakan sebagai lan-
dasan penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pengusaha Disamping itu,
peruszhaan juga merestui b;:rdirinya organisasi pekerja baru dalam wadsh Se-
rikat Buruh PT Nyonya Meneer (SBNM) yang terdaftar dengan‘ nomor Kep.-
20/W.10/K.1/1980. SPSI berjumlak + 850 pekerja sedangkan SBNM ber-
Jumlah + 950 pekerja.

Jumiah yang cukup besar dalam melibatkan SDM dalam proses pro-
duksi di PT Nyonya Meneer merupakan komitmen pengusaha dalam rangka
menciptakan peluang kerja bagi masyaraket (padat karya). Komitmen ini me-
zimbulkan kendala serivs berupa inefisiensi dan highgégm‘, maka seiring per-
kembangan mekanisasi alat-alat produksi, pengusaha memadukan jumiah me-
sin yang ada dengan jumlah pekerja dalam mencapai térget produksinya men-
Jadi mekanisasi (padat modal) yang efisien dan efektif

Dalam penyusunan KKB, dicapai kesepalv.;atan sebagai berikut:

- pembayaran gaji selama sakit;

- . pemberian upah tambahan (lembur};




115

- penyedisan tempat ibadah; |

- bantuan keuangan berkaitan dengan kegiatan kebudayaan dan olah
o .

- memberikan fasilitas pendidiken bagi karyawan berprestasi;

- pemberian fasilitas bagi serikat pekerja dalam berorganisasi;

- bagi keryawan yang berusia lebih dari 56 tahun diberikan program
Jamiuan sosial kecelakaan kerja;

- fasilitas poliklinik bagi karyawan;

. memberikan sumbangan bagi pernikahan, duka cita dan musibah;

. pemberian penghargaan bagi karyawan teladan;

- memberikan gratifikasi/bonus bagi karyawan berprestasi;

~ monjalankan program rekreasi setahun sekali;

- memberikan seragam kerja;

- pemberian THR sesuai aturan menteri;

- pengelolaan koperasi karyawan;

- pemberian gizi bagi karyawan ﬁarian {pemberian susu),

- memberikan upah pekerja selama menjalani cuti melahirkan;

- memberikan tunjangan perjalanan dinas; dan

- memberikan program pendidikan dan latihan bagi karyawan.

4. Prinsip Pembangunan Berwawasan Lingkungan
a. Kebun Tanaman Obat

Pada tahun 1980 Lembaga Biologi Nasional (LRN) mensinyalir adanya

beberapa jém's tanaman punsh, diantaranya terdapat tanaman obat-obatan.

.
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Hal ini tampak dari dieksploitasinya jenis tanaman obat-obatan untuk ba-
han baku pembuatan jemu oleh perusahaan-perusahasn disamping juga
karena penggunaan bahan baku yang berasal dari hasil budidaya belum
banyak divsahakan, -

Sinyalemen LBN segera disusul denigan Surat Edaran (SE) I)irel:@
torat Jenderal POM yang berisi anjuran kepada semua perusahaan jamu
untuk membudidayikan tanaman obat, terutama yang tercantum dalam ka-
tegori terancam punah dan digunakan perusahaan yang bersangkutan untuk
bahan baku produknya. SE ini memberi batas waktu hingga Oktober 1984,
dan ababila perusahaan tidek dapat memenuhi ketentuan tersebut, nomor
ijin pendeftaran dari produk yeng menggunakan tanamen tersebut akan
dicabut,

PT Nyonya Meneer merealisasi sinyalemen LBN dengan mendi-
rikan Kebun Tanaman Obat pada tanggal 15 September 1981, di atas tanah
seluas 23.475 m” yang terletak di Desa Bergas Kidul Kecamaten Klepu

Kabupaten Ungaran (Jalan Raya Karangjati-Bawen Km. 28 Ungaran).

. Tujuan Kebun Tanaman Obat

Maksud didirikannya Kebun Tanaman Obat PT Nyonya Meneer selain
bergﬁha untuk melestarikan tanaman obat-obatan ;ang dirasa hampir pu- |
nah, juga sebagai sarana penelitian budidaya mn#mm obat-obatan yang
diraga hampir punah dan budidaya tanaman obat-;gatan yang masih ter-
batas. Disamping itu, kebun ini menyediakan bahau baku da]m bentuk

segar yang diperlukan bagi perusahaan.
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¢. Manfaat Kebun Tanaman Obat

Kebun Tanaman Obat PT Nyonya Meneer sangat bermanfaat bagi masya-
rakat, diantaranya: (i) memberikan lap;lngan pekerjazn untuk masyarakat
sekitar; (ii) memberikan sarana pendidikan lapmgan bagi siswa/masya-
rakat; dan (jii) meningkatkan pendapatan masyarakat dengan upaya kesq-
hatan mandiri. r |

Sedangkan bagi lingkungan dan keanckaragaman sumberdaya ha-
yati, Kebun Tanaman Obat memiliki 2 (dua) manfaat: ekstern dan intern. -
Secara ekstern, kebun ini bermanfaat bagi sarana edukatif, yakni peles-
tarian tanaman obat berkhasiat yang hampir punah dijadikan sarana pen-
didikan lapangan bagi siswa yang menekuni digiplin ilmu tertentu, selan-
jutnya dijadikan bahan masukan positif bagi siswa dan pengembangan in-
dustri jamu secara umum. Disamping itu jugs bermanfaat bagi sarana
sosial, yakni melalui jalan pemberian bantuan bibit obat untuk instansi,
organisasi, akademisi, dli.

Secara internal, kebun ini bermanfust sebaggi research and deve-
lopment, pelestarian tanaman obat berkhasiat yang hampir punah dija-

dikan sarana penelitian guna pengembangan industri Jjamu,

5. Pemberdayaan Karyawan Perusahaan
Manajenién PT Nyonya Meneer menggunakan pemberdayaan karyawan se-
: ‘L.‘,.‘
bagai bagian integral dari misi perusahasn tidak lain digunakan sebagai upaya

peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas baik dalam sisi
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ekonomi, hukum, sosial maupun pendidikan. Diantaranya adalah melalui Pro-

gram Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang diselenggarakan sepanjang tahun

dan sifatnya periodik (minimal sebulan sekali), antara lain yang berkenaan de-

ngan bidang garap hukum dan ekonomi (studi penelitian ini) adalah:

M

(i)

(iii)

“Membina Komunikasi dalam Menghadapi Era Millemniun”, PT
Myonya Meneer Semarang, 25-26 Januari_ 2000 (LPP Carnigi);
“Seminar tentang UU Perlindungan Konsu_men dan UU Anti Mo-
nopoli”, Gedung Bapindo Jakarta, 21 Mei 2000 (Kumpulan Ecor-
an Kecil Indonesia [KEI[G]);

“Bagaimana Membuat Perencanaan yang Baik dalam Kebijaksa-
naan Perpajakan Perusahaan (Penerapan UU Baru di Bidang Per-

pajakan), Semarang 14 Juni 2000 (Indonesia Fiscal Qudy beker-

- jasama Yayasan Artha Bhakti);

(iv)

)

(vi)

“Manajemen Arsip yang Efisien dan Legal di Era Digital”, Hotel
Grand Candi Semarang, 7 September 2000 (Konsultan Solusi
Jakarta), | |

“Reposisi Asia; Bﬁgﬁim@ Memilih Strategi Tepat untuk Me-
mingkatkan Penjualanl dalam Menghadapi Perubshan Pasar dan
Trend Perilaks Konsumen”, Hotel Sahid Raya Solo 21 Sep-
tember 2000 (Mark. Plus & Co.);

“Penyuluhan UU Perpajakan Tahun 2001 dan Permasalshannya”,

PT Nyonya Meneer Semarang, 24 Februari 2001 (Kantor Pela-

yanan Pajak Semarang);
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(vii) “Sosialisasi UU Perlindungan Konsumen”, PT Nyonya Meneer
Jakarta, 25 April 2001 (Brigjen Pol. (Pur.) Drs. Anwari, SH.);

(viii) “Seminar Marketing Intelligent”, BNI Tower Jakarta, 24 Januari
2002 (Redaksi Majaiah Marketing);

(ix) “Seminar Mengupas Family Business”, Graha Niaga Jakarta, 31
Januari 2002 (Solusi Business Club); serta

(x) “Pemogokan dan Pemutusan Hubungan Kerja”, Hotel Graha San-

tika Semarang, 7 Maret 2002 (Apindo Jateng).

B. Sistem Manajemen Satu Keluarga (One Clan Management System)

Faktor kunci lain yang barangkali juga menjadi salsh safu rahasia kesuksesan
mangjeman perusshaan indusiri Jamu Cap Potret PT eronya Meneer sehingga
mampu menjadi “perusahaan kelusrga rakvasa” adalah sistem kekeluargaan dalam
dewan pengurus yang dikenal dengan sistem mangjemen satu keluargz (One Clan
Management System). Meski industri jamu ini menggunakan bentuk badan hukum
Perseroan Terbatas (PT) yang ssham dan pengelolaannya dapat dijalankan oleh
orang lain, namun dalam sistem ini amat berbeda dengan sebuah PT dalam arti
umﬁm disel:)ﬁbkan perusshasn ini dijalankan secara turun temurun oleh keluarga
besar Nyonya Meneer. Komisaris dan Direksi dipegang oleh satu keluarga Nyo-
nya Meneer. Komisaris dan Direksi secara keseluruhan memimpin dan mengelola
perusaltaan sehari-hari. Untuk membedakan fungsi wtamanya, yaitu pelaksanaan
dan penga“;assm, maka icepemimpinan perusahaan tetap dibagi dua, yakni Komi-
saris dan Direksi dimana Direksi menjalankar manajemen harian, sementara

Komisaris adalah pengawas, pemberi nasehat, dan pembimbing Direksi,
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Melibat bahwasanya Komisaris dan Direksi perusahaan berada dalam satu

keluarga besar Nyonya Meneer serta para karyawan adalah orang yang harus
berpengalaman dan berpengetahuan !uas dalam usaha indust Jamu, maka dapat
disimpulkan bahwa struktur kepengurusannya lebik mendekati pada perusahaan
keluarga yang selalu mengutamakan aspek musyawarsh untuk mufakat dalam
pengambilan keputusan dari kal.angan anggota keluarganya

Hal mi dapat dilihat dari jajaran pengurus/pengelola sejak awal berdirinys
perusahaan ini hingga tumbuh menjadi perusahaan industri_ Jjamu yang besar selalu
berada dalam lingkungan keluarga Jajaran Komisaris dan Direksi sejak awal

peruszhaan berdiri dan manajer-manajer kunci perusahaan, secara turun temurun

~ dipegang sendiri oleh putra-putri dari keluarga Nyonya Meneer serta keluarga de-

katnya. Hal ini jelas sangat berbeda dengan prinsip sebuah PT yang bisa “meng-
gunakan” orang profesional dari manapun datangnya

Demikianlah, dengan melihat tatacara pengangkataan kepemimpinan PT
Nyonya Meneer, dapat disimpulkan bahwasanya semangat, jiwa dan gaya mana-
jemen perusahaan inilsh yang merupakan salah satu kunci pokok keberhasilan
perusahaan. Memang ada berbagai kelemahan menggunakan sistem manajemen
keluarga, diantaranya apabila terjadi intrik~intrik dan fiiksi yang tajam sesama
anggota keluarga yang dapat berakibat pada kinerja perusahaan Akan tetapi apa-
bila keluarga berada dalam satu visi dan misi yang sama, justrn kondisi tersebut
menjadi kelebihan dan kekuatan dalam mengembangkan perusahaan selanjutnya.
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C. Alasan Pemilihan Iﬁdustri Yamu

1. Alasan__akademis
|

Dalam gnembicm*ei:kan kekuatan ekonomi Indonesia, maka jelas bahwa selama

Indonesia merdeka, telah lahir dan tumbuh kekuatan ekonomi yang meng-

andalkan kekuatax|1 politik, yang jatuh bangun bersama runtubnya rezim seira-
ma dengan pergax:ltian ﬁénguasa politik. Inilah yang menjadi kelemahan dan:
kekurangan pokok Indonesia yang sebetulnya memang merupakan penyakit
bangsa Dunia Ketiga yang belum mampu—meminjam istilah Christianto—
menerapkan dokirin conflict of interest’s resolution {pemisahan ketat antara
kepentingan elit politik yang menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan
komersial),” meski di Indonesia sebenarnya telah tumbub kekuatan bisnis
sejati yang mandiri dan m#ﬂipﬂ bersaing dengan produk asing

Oleh kalengan strukturalis, sistem ekonomi Dﬁrﬁa Ketiga (termasuk
Indonesia) hanya melahirkan bureucratic capitalist, crony capitalist dan com-
prador capitdlist yang disebut pula erzatz capitalist (kapitalis semu yang ber-
Jjaya karena faktor ekstern dan tidak memiliki spirit muni dari kapitalis se-
jati.® Bureucratic capitalist adalah penguasa yang merangkap menjadi peng- ,
usaha, meyalahgnnakan wewenang melalui familinya Crony capitalist ialah
kolaboré_tor dari elit penguasa yang memperoleh proteksi dan lisensi istimewa

dari pemegang kekuasaan. Sedangkan comprador capitalist merupakan pe-

%3 Christianto Wibisono, Menelusiri Akar Krisis Iidonesia, PT Gramedia Pustaka TUtama,
Jakarta, 1998, h. 64.
184 bid,




122
ningéalan kaum Marxis ortodoks yang antimodal asing dan kapitalisme mnlti-
nasional,

Teort yang menyatakan bahwa sistem ekonomi .Indonesia hanya me-
lahirkan ersatz capitalist tidaklah sepenuhnya benar. Teori ini dibanteh dengan
adanya fakta industri nasioﬁal yang mandiri dan mampu bersaing dengan pro- ‘
duk multingsional bahkan kemudian mengalshkannya secara free and Jair.
Contoh yang paling nyata adaleh: (i} industri rokok kretek yang mengalahken -
rokok putih di Indonesia meski rokok-rokok impor memasuki pangsa pasar
dalam negeri; begitupuia denga:_a (ii) industri teh botol sosro yang tetap eksis
dan dapat tempat di hati para pelanggan meskipun air minum berkarbonasi
(Coca-Cola Compary dan Pepsi, misalnya) datang membanjiri pasar dalam
negeri; hal yang sama terjadi pula pada (iii) industri air minum aqua; (iv) in-
dustri jamu; (v) industri batik; dan (vi) industri batu baterai ABC.

Meskipun indusiri farmasi dan obat-obatan (baik dalam maupun luar
negeri} memasuki pasar dalam negeri dalam kurun waktu yang relatif lama
dan strategi pemasaran yang beraneka ragam (termasuk yang mutakhir adalah
MLM /Multi Level Marketing]), industri jamu tetap bertahan, eksis dan sur-
vive bahkan mampu bersaing di era global. PT Nyonya Meneer adalah salah
satu contoh industri jamu yang eksis, survive dan mampu bersaing di tingkat
global (hal imi dibuktikan dengan tingkat penjualan jamu yang terus meng-
alami peningkatan pertahunnya baik untuk pasar dalam maupun luar negeri).

Yang berkaitan dengan studi penelitian ini adalah pada dasarnya Indo-

nesia memiliki golongan genuine capitalist (entrepreneur sejati) yang meng-
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andatkan bakat inovatifaya mampu memproduksi dan memasarkan barang dan

Jasa di pasaran bebas dan terbuka tanpa proteksi pelitik dan birokrasi maupun
berkolaborasi dengan MNC bahkan mampu bersaing dan mengungguli MNC
yang bertaraf internasional. Perwujudan dari perusahaan itu tidak mesti berupa
MNC atau PT Terbuka, akan tetap: dapat berupa perusahaan kecil yang apa-
bila d;kelola dengan hati-hati, ulet (Bhs. Jawa), waspada, keyakinan ya.ng da-
lam pada prinsip-prinsip pengelolaan yang baik akan menghasilkan buah kar-
ya yang maksimal dan m@u bersaing di pasar global.

PT Nyonya Meneer berawal dan berangkat dari pembuatan jainu per-
orangan yang dipasarkan melalui rumah yang satu ke rumah yang lain, lalu
menjadi perusahaan jamu rumahan (home industry) dengan alat-alat sederhana
kemudian seiring perkembangan jaman berubah menjadi industri jamu yang
cukup besar dan berbaden hukum (PT). Dapatlsh dikatakan bahws PT Nyonya
Meneer merupakan genuine capitalist yang memulai usahanya tanpa mendapat
proteksi pemerintsh dan dalam perkembangannya tidak perngh melakukan
praktek monopoli dan oligopoli dalam bienis usahanya karena bagi PT Nyonya
Meneer, monopoli dan oligopoli adalah praktek bisnis-yang menyimpang dari
mekanisme pasar dan tidak sehat, |

Pertimbangan ini secara imﬁlisit juga menyatakan babwa industri jamu
yang berangkat dari industri rumahan dapat berubah menjadi industri besar
{konglomerasi) meskipun ia berbasis pada ekonomi kerakyatan yang sering-
kali dianggap tidak mampu bersaing melalui mekanisme pasar dan sulit ber-

kembang menjadi perusahaan multinasional. Argumentasi yang menyatakan
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bahwa suatu industri yang berbasis ekonomi kerskyatan tidak akan mampu

bersaing dengan perusahasn lain karena berbagai alasan dan pertimbangan
dengan demikian terbantah dan terjawab melalui eksistensi (diantaranya) in-
dustri jamu PT Nyonya Meneer. ‘

. Alasan Praktis
Industri jamu PT Nyonya Meneer dipilih peneliti dalam penelitian ini dise-
babkan beberapa pertimbangan, diantaranya: (i) industri jamu mampu bersaing

secara kompetetif di tengah maraknya industri farmasi obat-obatan; (ii) in-

dustri ini juga mampn berkémpetisi secara terbuka berdasar mekanisme pasar

di era global meskipun berbagai perusahean farmasi kelas dunia memasuki
wilayah pasar dalam negeri (Indonesia) bahkan survive di pasar luar negeri
(ekspor?); (iii) industri Jjamu dapat diakees oleh segenap komponen masyarakat

mulai dari kalangan bawsh (masyarakat biasa) sampai dengan kalangan atas

(pejabat); serta yang tidak kalah pentingnya (iv) ketersediaan biays, waktu dan

tenaga peneliti untuk melakukan studi penelitian ini; dan (v) lokasi PT Nyonya

Meneer yang dekat dan mudzh dijangkau oleh peneiti. |
e ‘ aads




| BAB IV
FORMULASIDAN PENERAPAN KEBITAKSANAAN
DALAM MEMBERDAYAKAN EKONOMI KERAKYATAN

A. Formulasi Kebijaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

Sebagaimana telah dijelaskan di muka, kebijaksanaan pada dasarmnya merupakan
serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam
pelaksanaa.n; ;uatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (seperti tata
pemerintahan) yang didalamnyﬁ berisi pernyataan cita-cita, pringip, maksud dan
tujuan sebagai pedoman dalem usahs mencapai sasaran yang tidak hanya berisi
hal-hal teknis prosedural saja akan tetaéi menyangkut juga tata nilai didalamnya.

Serangkaian konsep kebijaksanaan yang demikian ini dituangkan ke dalam Garig-
garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Program Perbangunan Nasional (Pro-
penas). Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebijeksanaaan ini
adalah: (i) Tap MPR RI No. IV/MPR/1999 dan (ii) UU No. 25 Tshun 200¢.

1. Membangun Sistem Ekonomi Berorientasi Pasar
Kebijaksanaan untuk membangun sistem perekonomian yang berorientas
rakyat banyak dan bertumpu mekanisme pasar dihasilkad' melalui proses po-

litik yang terbuka dan dalam wakty yang relatif lama'®® serta melalyi per-

187 Proses politik untuk membangun sistem perekonomian nasional secara nyata dapat dilihat

dalarn setiap Sidang Umurm MPR pasca pemilihan unum dalam ketetapan GBHMN,

[UPT-PUSTAK-UkIP)
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debatan yang panjang'® dari era pemerintahan yang satu ke era pemerintahan
yang lain. Sebagai sebuah pfoses politik, kebijaksanaan ini dapat dikatakan
merupakan hasil dari proses politik reformasi pem_e;fintahan' era Presiden

Soeharto disebabkan krisis ekonomi yang multidime_ngi dimana sistem eko-

nomi yang selama ini dibangun dan bokerja tidak lagi mampu menjawab pro-:

blem-problem mendasar yang dihadapi bangsa yang dikhawatirkan akan
mengganggu eksistensi negara dan bangsa Indonesia dan untuk itu diperlukan
suatu sistem ekonomi baru yang dapat dinikmati olsh rakyat banyak dan dapat
bersaing berdasarkan mekanisme pasar.

Upaya membangunl sistem perekonomian dengan paradigma baru,
yakni Sistem Ekonomi Kerékyatan adalah upaya membangun sistem pereko-
nomian yang melibatkan keseluruhan rakyat tanpa membeda-bedakan go-
longan atau sistem perekonomiah .yang mengikutsertakan setiap warga negara
dalam proses produksi dan distribusinya berdasarkan kekuatan permintaan dan
penawaran (5upply and demand). Modal diperbolehkan untuk dimiliki sebagai
hak milik pribadi, begitu juga ia dapat dipadukan dengan faktor-faktor pro-

duksi lainnya untuk membuat barang dan jasa, yang dijual kepada konsumen

dengan memperoleh laba (keuntungan). Bentuk hukum dari institusinya tidak

spesifik pada satu bentuk badan usaha, akan tetapi dapat berupa perusahaan

T

Perdebatan populer antara Mubyarto dan Kwik Kian Gie (misalnya) di media surat kabar
Kompas tanggal 21 April 1997, 7 Mei 1997 dan 12 Mej 1997 dapat. dijadikaqlpontoh betapa bentuk dan
bungun Sistem Ekonomi Indonesia penuh dengan berbagai tafsir tentang apa dan bagaimana Sistem
Ekonomi Pancasila, Sistemn Ekonomi Kerakyatan, globalisasi dan rmekanisme pasar. Begitupula
berbagai opini tentang itu diberbagai media pada Bulan Juni 2001 ‘pra amandemen UUD 1945
khususniya pasal perekonornian (Pasal 33). Untuk pembicarsan ini, lihat pula Kwik Kian Gie, Gonjang-
Garying Beonomi Indonesia Badai Belum Segera Berlalu, Y, Priyo Utormo dan 7, Dwi Helly Purnomo
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(Peny.), PT Gramedia Pustaka dan STIE IBII, Jekarta, 1998, 29-34.
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perorangan (usaha dagang), persekutuan perseorangan (maatschap), firma,
CV, PT, koperasi ataupun BUMN. Apabila proses faktor-faktor produksinya
berjalan, akan terbentuk sangat banyak produsen yang dalam memasarkan ba-
rang dan jasa hasil produksinya saling bersaingan. Setiap produsen bebas me-
nentukan sendiri barang apa yaxlig z;kan diprodukst, beljgpa Jumlahaya, dan be-
rapa harga yang dimintanya yang kesemuanya tidak;_géemerlukan intervensi
pemerintah akan tetapi sesuai permintaan pasar. Harga .;yang terbentuk di pasar
adalah hasil dari bekerjanya kekuatan permintaan dan penawaran.

Ekonomi kerakyatan tidak bermaksud mendikotomikan ekonomi go-
longan besar dan kecil serta bangun usahanya apakah harus koperasi atau bu-
kan. Keinginan ekonomi kerakyatan adalah membangun kelembagaan atan
sistem yang memberdayakan ekonomi yang dapat diakses oleh semua g0-
longan tersebut. Dalam bentuk kebijaksanaan konkrit, ia tidak mesti dilakukan
dalam bentuk kredit ramah murah ataun subsidi kepada petani dan Usaha Kecil
menengah (UKM), akan tetapi dapat berupa kebijaksanaan dengan mencip-
takan iklim usaha yang kondusif dan kompetetif, penyehatan dan rekapitalisasi
perbankan atan UU Antimonopoli. Begitu pula, ekonomi kerakyatan sama se-
kali tidak bertentangan dan tidak seharusnya dipertentangkan dengan prinsip
ekonomi. Pada akhimya, yang dicita-citakan bersama adalah membangun eko-
nomi yang bisz mandiri, tangguh dan profesional tanpa subsidi.

Apabila dicermati, Sisters Ekonomi Kerghyatan pada dasarnya meru-
pakan “jalan tengah” yang ada di tengah-tengzh antara kapitalisme dan so-

sialisme. Meski berada di tengah, gistem ini lebih dekat dengan paham sosial-
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demokrat, antikapitalisme dan ngo-kapitalisme akan tetapi menerima pasar

dan globalisasi. Persaingan bebas (free competition in the market place) dite-
rima bukan dalam pengertian free Sight liberalism sebaéa.imana dikhawsatirkan
dalam GBHN sebelumnya.'¥ Sebaliknya, mekanisme pasar diterima karena
mekanisme ini gangat jauh dari konsentrasi dan sentralisasi ekonomi. Melalui
pasar mechanism, monop:ol_i, oligopoli dan kartel tidek akan mendapatkan
tempat yang berarti karena hal tersebut merusak rhekanisme pasaf dan
menciptakan iklim usaha yang tidak sehat.

Meski kesiapan Indonesia dalam globalisasi masih banyaic diperta-
nyakan—baik pemerintah, produsen, maupun konsumen—akan tetabi globali-
sasi sudah menjadi keniscayaan yang harus dihadapi dan tidak dapat dihindari.
Globalisesi menjadi satu istilah yang mendasari setiap negara untuk menéubah
arah kebijakan ekonominya. Perubahan yang diharapkan tentu saja yang akan
mmguraﬁgi segala distorsi perekonoxﬁian di satu sisi dan di sisi lain mening-

‘katkan efisiensi, yang kedﬁanya bermuara pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat.

Membangun sistem ekonomi demikian tidaklzh mudah, karena glo-
balisasi memiliki setidaknya 3 {tiga) dimensi'® yang perlu dijadikan landasan
dalam pengambilan sebuah kebijaksanaan selanjutnya. Pertama, globalisasi
telah menyebabkan pergerakan dan mobilitas modal semakin tidak memiliki

kebebasan, dan lebih berdasarkan perhitungan rasional ekonomis (baca: keun-

87 M Dawam Rahardjo, “Masalah Amandemen UUD, Khususnya Pasal Ekoriom?® dalam

Kompas, 13 Jumi 2001, iH

'8 Anggito Abimanyu, Op. Cit., b 69-70.
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tungan finansial). Kedua, globalisasi investasi mendorong tumbuh dan menye-
barnya perusahaan transnasional (TNC) ke seluruh penjuru dunia. Didorong
oleh motif mengejar keuntungan global, melayani pasar secara langsung,
memini;pumkan biaya dan didukung kemampuan memindahkan nang dan ke-
untungan diantara perusahaan afiliasinya secara internal, TNC merupakan fe- |
nomena yang mewarnai kénﬁgurasi perzkonomian global. Ketiga, terjadinya
pergeseran dalam perilaku masyarakat terhadap indugtriaiisasi. Atribut mo-
dernisasi dan teknologi canggih telah merasuk dalam p?_la pikir sebagian ma-
syarakat. Simbolisme industrialisasi sebagai bagian dan budaya industri me-
rebak dalam masyarakat dunia ketiga dan mampu me’xll;‘g-intervensi budaya lo-
kal yang sudah mapan,

Salah satu harapan agar industri di Indonesia tidak memakan .terlalu
banyak korban (yakni merebaknya perilaku konsumtif dan ketidakberdayaan
konsumen dalam menghadapi'rezi_m industri), diperlukan peran pemerintah
yang solid melalui berbagai kebijaksanaannya, baik yang bersifat ekonomi,
politik, hukum maupun sosial-budaya. Disamping itu, masyarakat juga ditun-
tut selalu bersikap kritis, Tanpa sikap itu, amatlah sulit bagi pemerintah me-
rumuskan kebijaksanaan sesuai harapan dan keinginan masyarakat, Massa
yang kritis akan menumbuhkan kontrol atas jalannya kékuasaan {pemerin-
tahan). Kontrol konkrit dapat diwujudkan pada pemberian ruang gerak bagi
Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM-LSM) yang memperjuangkan
posisi kbnsumen. Dengan demikian, demokratisasi berjalan secara kondusif

dan partisipasi masyarakat ditumbuhkan.
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Rujukan yang sering dijadikan acuan untuk membangun sistem eko-

nomi ini adalah UUD 1945 Pasa] 33, dan untuk membicarakannya tidak dapat
dilepaskan dari pembuat rumusan tersebut, yakni Mohammad Hatta, Dalam
Konferensi Ekonomi di Yogyakarta pada tanggal 3 Februari 1946 (enam bulan
setelah merdeka), Mohammad Hatta menegaskan akan perlunya “membangun
perekonomian Indonesia, supaya sejalan dan bersambungan dengan pemba-
ngunan ekonomi diseluruh dunig”. '®

Pemﬁ@aan atau penegasan Hatta mérupakan pandangan visioner se-
orang ekonom-negarawan dimana dan bagaimana perekonomian Indonesia
yang sedang disusun, dibangun, tumbuh dan berkembang dapat berjalan
seiring dengan perubahan jaman. Untuk itn diperiukan penyesuaian—peﬁye-
suaian dengan semangat jaman agar dapat bersaing kompetetif di tengah-
tengah masyarakat dunia tanpa menjadi inferior atas sistem-sistem ekonormi
yang lain.

Di era liberalisasi ekonomi sekarang ini, pernyataan tersebut masih
sangat relevan sebagai pemacu untuk menciptakan sistem ekonomi yang dapat
menjawab persoalan global, Sehingga pilihan terhadap Sistem Ekonomi
Kerakyatan sebagaimana tercantum dalam Tap MPR RI No. IV/MPR/1999
yang berfumpu mekanisme pasm‘,.adalah pilihan bijak yang didasarkan geti-
daknya pada 2 (dua) pertimbangan: pertama, Sistem Ekonomi Kerakyatan
sebagai modifikasi atau bentuk (wajah) lain dari Sistem Ekonomi Pancasila

yang didasarkan pada UUD 1945 Pasal 33 merupakan komitmen awal para

%% Sri-Edi Swasono, “Koperasi, Perekonomian Rakyat, dan Globalisasi” dalam Stara Mer
deka, 12 Juli 1997,
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pendiri bangsa yang visioner yang diyakini sebagai sistem perekonomian yang
didasarkan pada falsafah atan pandangan hidup bangsa yang harus dip.er-
tahankan dan dijunjung tinggi; dan kedua, mekanisme pasar adalah sisterm
bekerjanya ekonomi kegiatan usaha yang mendasar bagi kegiatan per-
ekonomian dunia dalam memenuhi kebutuhan akan permintaan dan pena-
waran barang-barang dan jasa yang didasarkan pada prinsip-prinsip pereko-
nomian modern: efisiensi, profit eco}zomy, dan #rust,

Kebijaksanaan pemerintah melalui Sistem Ekonomi Kerakyatan yang
bertumpu mekanisme pasar sebagaimana di atas pada dasamnya hanyalah va-
rian dari sistem ekonomi sebélumnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab II,
sistem 1n§ merupakan incremental variations dari Sistem Ekonomi Kerakyatan
dan variaﬁ dari Sistem Ekonomi Pancasila yang sebetul_ﬁya berangkat dari pola
sistem ekonomi campuran (mixed economy). Sebagai varian, sistem ekonomi
ini didasarkan pada tata nilai yang sama dengan sistem ekonomi sebelumnya,

yakni Pancasila dan UUD 1945. Past policy commitments memberikan pe-

ngertian gecara implisit bahwasanya sistem yang dibangun pada tahap ini

merupakan kesepakatan awal yang berisi aturan-aturan dasar (fundamental)

perekonomian yang “tidak dapat” begitu saja diubah karena include dida- )

lamnya dasar dan falsafah negara dan seyogyanya digunakan sebagai pijakan
untuk membangun sisteﬁl perekonomian selanjutnyz. Untuk mendapatkan
gambaran yang utuh mengenai tahapan-tahapan perkembangan sistem pereko-
nomian ini, gambar 8 menjelaskan dengan detil pola increment sistom-sistem

ekonomi Indonesia.
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Gambar 8
' Model Incrementalism Theory ‘
(Modifikasi dengan Kebijaksanaan Sistem Ekonomi dalam GBHN)

..... 3 policy increment
Sistem Ekonomi Kerakyatan
Bertumpu Mekanigme Pagar

—[ incremental variations
A on anegency’s policies
Sistem Ekonomi Kerakyatan

—_— past policy commitments
Sistern Ekonomi Pancasila

1945 1993 1998 1999

Model inkremental memberikan penjelasan secara utuh bahwa model
Sistem Ekonomi Kerakyatan bukanlah formula yang benar;benar baru meng-
gantikan sistem-sistem ekonomi sebelumnya, akan tetapi ia lebih merupakan
kelanjutan yang berkesinambungan dari sistem ekonomi yang sudah disepaka_lti
oleh bangsa dan nega;a Indonesia melalui para pendiri bangsa di dalam kon-
stitusi negara. Sistem Ekonomi Pancasila adalah past pqlicy commitments se-
Jak UUD 1945 disahkan dan diberlakukan 18 Agustus 1945 terutama dalam
Pasal 33 UUD 1945. Pasal ini dengan terang dan jelas menjadi rujukan bagi
pemerintah (BUMN) dlén kegiafan dunia usaha (swasta dan koperasi) untuk
mendasari setiap kegiatan perekonomiannya. Dan untuk membangunnya, di-
perlukan aturan hukum (rule of the game) yang jelas sebagai proses politik
vang legal untuk mendapatkan suatu kebijaksanasn melalui jalan legislatif

lewat pemilihan umum. Sementara incremental variaiions and policy incre-
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ment lebih sebagai modifikasi atan varian-varian kelanjutan dari sistem eko-
nomi sebelumnya. .
Secara ringkas, proses pengambilan kebijaksanaan sebagaimana terse-
but di atas dapat dijelaskan dalam gambar berikut:
Gambar 9

Gereral Model of The Policy Process
(Modifikasi dengan Proses Policy dan Badan Usaha)

Government
Poltcy Activity (DPR/MPR/Presiden)
H‘h‘—-—%———h_..

Environment
(PT, koperasi, BUMN, dl}.)

Policy Actors
Perception of Environment
(Pelaku Usaha)

Societal Policy Activity
{Pekerja/Karyawan/Masyarakat/LSM)

Kebijaksanaan (melalui instrumen hukum) dihas;ilkan dari proses po-
litik hasil pemilihan umum (Pemilu) melalui legislatif yaﬁg usulnya dapat dari
eksekutif (presiden) maupun legislatif (dewan). Masukan-masukan dari sege-
nap komponen bengsa (LSM, akademisi, praktisi bisnis, dll.) ditampung untuk
didiskusikan lewat pemerintah ataupun melalni faksi~fraksi di DPR kemudian
dibawa hingga tingkat komisi dan sidang paripurna/pleno. Sebelum disahkan,
naskah rancangan UU dikomunikasikan lagi ke berbagai pihak untuk menda-
patkan masukan baru dan melibatkan partisipasi masyarakat, Setelah disahkan,

aturan hukum tersebut diterapkan secara nyata pada lingkungan kegiatan
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usaha. Disinilah para pelaku usaha memberikan persepsi atas kebijaksanaan

tersebut dan sejauh mana kebijaksanaan itu dapat menggairahkan iklim kegi-
atan usaha Aktifitas masyarakat juga sangat menentukan dalam memberikan
peniiaian terhadap kebijaksanaan tersebut, sehingga kelak di kemudian hari
kebijaksanaan terssbut dapat lebih diperbaiki sesuai harapan dan keinginan
masyarakat. Proses ini berjalan sedemikian rupa seperti sebuah lingkaran mata

rantai yang terjalin saling mengisi dan melengkapi.

. Kebijaksanaan Pembangunan Hukum dan Ekonomi

Majelis Permugyawaratan Rakyat (MPR) pada Rapat Paripurna ke-12 Sidang

Umum MPR pada tanggal‘ 19 Oktober 1999 menetapkan Tap MPR RI No.
IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1599-
2004. GBHN 1999-2004 tersebut memuat arah kebijaksanaan penyelengga-
raan negara untuk menjadi pédoman bagi penyelenggara negara, termasuk
lembaga tinggi negara, dan selﬁruh rakyat Indonesia dalam meiaksanakan
penyelenggaraan negara dan melakukan langkah—lmgkah penyelamatan, pe-
mulihan, pemantapan dan pengembangan pembangunan: (ia]am kurun waktu
tersebut. Konsideran Tap MPR RI No. IVIMPRIIQS;S;‘ menyatakan bahwa
GBHN merupakan arah penyelenggaraan negara daldmwaktu 5 (lima)} tghun
mendatang untuk dapat meu;njudkan tujnan nasional sehagaimana termaktubﬁ
dalam Pembukaan UUD 1945,

GBHN adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam

' .
B

garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan
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terpadu yang ditetapkah oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk 5

(lima) tahun guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
Sistematika Tap MPR RI No. IV/MPR/1999 terdiri atas 5 (lima) pasal
yang dibagi ke dalam 6 (enam) bab yang disusun sebagai berikut: Bab I Peﬁr
dahuluan, Bab II Kondisi Umum, Bab III Visi dan Misi, Bab IV Arah Kebi-‘
Jjakan, Bab V Xaidah Pelaksanaan dan Bab VI Penutup.
Tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD
1945 diwnjudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berke-
danlatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan
bangsa, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Penyelenggaraan negara dilak-
sanakan melalui pembangunan nasional dalam se gala aspek kehidupan bangsa,
oleh penyelenggara negara, yaitu lembaga tertinggi dan tinggi negara bersama-
sama segenap rakyat Indonesia di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas ma-
nusia, dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara. berkelanjutan, berlan-
daskan kemampan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu penge-
tahvan dan teknologi serta memperhatikan tantangan, perkembangan global.
Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai-nilai lubur
universal uatuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdanlat, mandiri, ber-
keadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etiknya,
Pembangunan yang terpusat dan tidak merata yang dilaksanakan sela-
ma ini ternyata hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi serta tidak diim-
bangi dengan kehidupan sosial, politik, ekonomi yang demokratis, dan ber-
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keadilan. Fundamental pembangunan ekonomi yang rapuh, penyelenggaraan
negara yang sangat birokratis dan cenderung korup, serta tidak demokratis,
telah menyebabaka.ﬁ krisis moneter dan ekonomi, yang nyarig berlanjut de-
ngan krisis moral yang rr'ier{:prihatinkan_ Hal tersebut .kemudian' menjadi pe-
nyebab timbulnya Icr\isis nasional yang berkepanjangan, telah membayakan
persatuan dan kesatuan, mengancam kelangsungan kehidupan bangsa dan ne-
gara. Karena itu, reformasi di segala bidang dilakekan untuk bangkit kembali
dan memperteguh kepercayaan diri atas kemampuannya dan melakukan
langkah-langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan, dan pengembangan
pembangunan deﬂ'gan paradigma baru Indonesia masa depan dalam rangka
mewujdukan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Paradigm'a
baru tersebut bukan hanya meletakkan pertursbuhan sebagai tujuan pem-
bangunan pasional akan tetapi juga sekaligus meletakkan pemerataan yang
berkeadilan. Melalui paradigma- baru ini, ekonotni pembangunan diharapkan
dapat dinikmati oleh semua golongan dari berbagai strata pendidikan.

GBHN ditetapkan dengan maksud memberi arah penyelenggaraan ne-
gara dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan
sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam
tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, berakh_lgk mulia, mandiri, be-
bas, dan sejahtera untuk kurun waktu lima tahun ke depan,

Kemajemukan bangsa yang rentan konflik, otoqpmi daerah yang be-

lum terwijud, kebijaksanaan terpusat, otoriter, serta tindakan ketidakadilan
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- pemerintah yang dipicu oleh hasutan serta pengaruh gejolak politik inter-

nasional dapat mendorong terjadinya disinte grasi bangsa.

Penyelenggaraan negara yang menyimpang dari ideologi Pancasi‘la dan
mekanisme UUD 1945 telah mengakibatian keseimbangan kekuasaan di-
antara lembaga-lembaga negara dan makin jauh dari cita demokrasi dan ke-
merdekaan yang ditandai dengan berlangsungnya kekuasaan yang bercorak
absolut karena wewenang dan kekuasaan Presiden berlebihan yang melahirkan
budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sehingga terjadi krisis multi-
dimensioan! pada hampir seluruh aspek kehidupan. KXN menjangkit tidak ha-
nya pada kalangan birokrat atau elit pemerintahan yang lain, akan tetapi sudah
merasuk hampir ke semua lini kehidupan masyarakat.

Di I;idang hukum, terjadi perkembangan yang kontroversial, di satu
pihak produk materi hukuin, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum
menunjukkan peningkatan. Namun, di pihak lain tidak diimbangi dengan pe-
ningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat penegak hukum, mutu
pelayanan serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum sehingga meng-
akibatkan supremasi hukum belum dapat diwujudkan, Meski menurut hukum
sistem ekonomi Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Wwhur falsafah bangsa
dan konstitusi negara, namun di danun praktek seringkali ditemui praktek-

praktek yang menyimpang dari kedua dasar negara-bangsa tersebut. Praktek
monopoli, oligopoli dan proteksi sebelum diundangkannya UU Anti Monopoli
menjadi praktek kegiatan usaha keseharian meski secara moral dan etis ber-'

tentangan dengan dasar falsafah negara dan jauh dari nilai-nilai keadilan.
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Upaya mengatasi krisis ekonomi beserta dampak yang ditimbuikannya

telah dilakukan melalui proses reformasi di bidang ekonomi, tetapi hasilnya
belum juga memadai disebabkan: (1) penyelenggaraan negara di bidang eko-
nomi selama ini dilakukan atas dagar kekuasaan yang terpusat dengan campur
tangan pemerintah yang terlalu besar, sehingga kedaulatan ekonomi tidak be-
rada di tangan rakyat dan mekanisme pasar tidak berfungsi secara efektif dan
(11) kesenjangan ekonomi yang ﬁ:eliputi antardaerah, antarpelaku, dan antar-
golongan pendapatan, telah meluas ke seluruh aspek kehidupan sehingga
struktur ekonomi tidak kuat yang ditandai dengan berkembangnya monopoli
serta pemusatan kekuatan ekonomi di tangan sekelompok kecil masyarakat
dan daerah tertentu.

Oleh sebab itu, diperlukan sebuah visi pembangunan nasional yang
lahir dari paradigma baru tersebut, yakni terwujudnya masyarakat Indonesia
yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya gaing, maju dan sejahtera, da-
lam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia
Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhisk mulia, cinta ta-
nah gir, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan
dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.

Untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia masa depan, diperlukan ge-
rangkaian tindakan yang diejawantahkan ke dalam misi pembangunan na-
sional. Guna menjamin iklim usaha yang sehat berikut. dengan rule of the
game-nya, dalam bidang hukum dan ekonomi diperlukg.p perwujudan sistem

hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak agasi ma-
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nusia berlandaskan keadilan dan kebenaran serta pemberdayaan masyarakat
dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menegah,
dan koperasi, dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang
bertumpu mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya alam
dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, ber-
wawasan lingkungan, dan berkelanjutan,

Untuk mewujudkan rmsi demikian, diperlukan
) Bt
jaksanaan strategis sebagai berikut:

.

(i) mengembangkan budaya hukem di semua iapisan masyarakat un-

tuk menciptakan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka
supremasi hukum dan tegaknya negara hukum;

('ii) mengembangkan peraturan perundang-undangan yang meﬁdukung
kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas
tanpa merugikan kepentingan nasional;

(iii) mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu meka-
nisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan schat dan
memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepen-
tingan sosial; koalitas hidup, pembangunan berwawasan ling-
kungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yangs
ama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen,

serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat;

langkah-langkah kebi-
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(iv) mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghin-

darkan ferjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur
pasar yang distortif, yang merugikan masyarakat;

(v) mengoptimalkan peranan pemefintah dalam mengoreksi ketidak-
sempurnaan pasar dengan menghilangkam' selursh hambatan yang
mengganggu mekanisme pasar, melalui regulasi, laj’anan publik,
subsidi dan intensif, yang dilakukan secara transparan dan diatur
dengan undang-undang;

(vi} mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai ke-
majuan teknologi dengan membangun keunégulan kompetitif ber-
dasarkan keunggulan komparatif sebagai .negara maritim dan
agraris sesuai kempetensi dan produk unggulan di setiap daerah,
terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertam-
bangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat;

(vii)memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi agar le-
bih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakén iklim

. berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya,
Bantuan fasilita.; Hari negara diberikan secara selektifterutam? da-
lam bentuk perlindungan dari persaingan vang tidak sehat, pen-
didikan dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan
dan lokasi berusaha;

(viiiymengembangkan hubﬁngm kemitraan dalam bentuk keterkaitan

usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi,
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swasta dan BUMN serta atara usaha besar, menengah dan kecil

.. dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional.

ST

Dalam pelaksanaannya GBHN dituangkan ke dalam Propenas 5 {lima)
tahun yang memuat uraian kebijakan secara rinci dan terulcur yang ditetapkan
oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yakni UU No. 25

Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-

2004,

- Mensinergikan Ekonomi Kerakyatan dengan M ekanisme Pasar

Kesiapan Indonesia menghadapi era globalisasi perlu ditingkatkan disebabkan
masih adanya kendala internal kelembagaan ekonominya. Paling tidak, ada 3

(tiga) hal penting yang iayak diperhitungkan. Pertamea, kelemahan finda-

. mental ekonomi phnya hubungan tidak hanya dengan masalah pertumbuhan,

inflasi, dan ekspor saja, tetapi juga dengan kurangnya kesiapan pengusaha me-
nyangkut efisiensi, daya saing, dan produktifitas usaha. Xedua, birokrasi pe-
merintah. yang kurang bersih dan cenderung memihak. Ketiga, ketidakber-
dayaan konsumen dalam menahan intervensi produk dan budaya asing. Era
perdagapgan bebas akan memﬁ;xnyai dampak positif pada perekonomian na-
sional haﬁya dengan asumsi telah adanya persiapan yang cukup dari ketiga hat
tersebut.. ‘-Untuk mehgantisipasinya, tampaknya kesiapan ini secara dini telah
dirumuskan ke dalam Propenas yang didalamnya tercantum kebijaksanaan me-
ngenai sistem perekonomian kerakyatan yang dapat bersinergi dengan meka-

nisme pasar.
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Pada tanggal 20 November 2000 telah diundangkan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004, Propenas 2000-20064 merupakan pen-
jabaran dari Tap MPR RI No. IV/MPR/1999 sebagai landasan dan pedoman
bagi pemerintah dan penyelenggara negara lainnya dalam melaksanakan
pembangunan 5 {lima) tahun.

Pada dasarnya UU Propenas 2000-2004 disusun atag 3 (tiga) hal, yaitu
{1) pendahuluan; (11) prioﬂritgsﬂpembangunan; dan {i1i} program pembangunan.
Sistematika UU Propenas Tahun 2000-2004 terdiri atas 12 (dua belas) bab dan
5 (lima) pasal yang tersusun sebagal berikut; Bab I Pendahulﬁan, Bab I
Prioritas Pembangunan Nasional, Bab Il Pembangunan Hukum, Bab IV Pem-
bangunan Ekonomi, Bab V Pembangunan Politik, Bab VI Pembangunan Aga-
ma, Bab VI Pembz:ngunan i’endidikan, Bab VHI Pembangunan Sosial Bu-
daya, Bab IX Pembangunan Daerah, Bab X Pembangunan Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup, ﬁab.XI Pembanéunan Pertahanan dan Keamanan, dan
Bab XII Penutup. |

Sesuai dengan amanat GBHN 1999-2004, arah kebijaksanaan pe-
nyelenggaraan negara dituangkan dalam Propenas 5 (lima) tahun yang dite-
tapkan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selanjutnya,
Propan#s dirinci dalam Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) yang me-
muat Anggaran Pendapatan dan! Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan oleh
Presiden bersama DPR. Dengan demikian, kerangka waktu Propenas ‘adalah

tahun 20600-2004.
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NS

Meskipun Propenas baru akan diundangkan pada akhir tahuﬁ 2000,
pada kenyataannya semangat yang dicantumkan dalam GBHN 1999-2004
telah digunakan dalam penyusunan APBN 2000. Hal ini dimungkinkan karena
pada tahun pertama pelaksanaan GBHN 1599-2004, kepada Presiden dibe-

rikan ke_sempatan untuk melakukan {angkah-langkah persiapan, penyesuﬁian

KE ‘|
guna menyusun Propenas dan Repeta dengan tetap memelihara kelancaran

penyelenggaraan pemerintéhan negara

Propenas adalah rencana pembangunan yang berskala nasional serta
merupakan konsensus dan komitmen bersama masyarakat Indonesia mengenai
pencapaian visi dan misi bangsa. Dengan demikian, Propenas berfungsi untuk

menyatukan pandangan dan derap langkah seluruh lapisan masyarakat dalam

" melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan.

Perumusan Prf)penés dilakukan secara transparan dengan mengikut-
sertakan berbagai pihak bﬁk itn kalangan pemerintah, dunia usaha, dunia pen-
didikan, Lembaga Swadayﬁ Masyarakat (LSM), maupun para pakar, baik di
pusat maupun di daersh. Berbagai upaya mencari maéukan dilakukan dengan
tujuan agar semua pihak merasa ikut memiliki dan bé;‘bartisipasi dalam pelak-
sanaannya. Dengan demikian, Propenas bukanlzh rencana pembangunan pe-
merintah pusat saja melainkan merupaken rencana pembangunan seluruh kom-
ponen bangsa. Propenas merupakan payung bagi seluruh lembaga tinggi ne-
gara dalam melaksanakan tugas pembangunan.

,;,;I_‘ujuan dan sasaran pembangunan nasional didasarkan pada visi dan

misi yang diamanatkan oleh GBHN 1999-2004. Vigi GBHN 1999-2004 meru-
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pakan tnjnan pembangunan nasional, sedangkan misi GBHN 1999-2004 meru-

pakan sasaran pembangunan nasional,

GBHN 1999-20604 memberikan visi yang merupakan tujuan yang
hendak dicapai, yaitn terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demo-
kratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera, dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang
sehat, mandiri, beriman, bertakwa,. berakhlak mulia, cinta tanah air, berke-
sadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,
serta memiliki efos k;érja yang tinggi dan berdisiplin.

Untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia masa depan, GBHN 1999-

2004 menetapkan misi yang menjadi sasaran pembanguﬁan dalam bidang

hukum dan ekonomi adalah: terwujudnya sistem hukum nasional yang men-
Jamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan ke-
adilan dan kebenaran dan terlaks;mxanya pemberdayaan masyarakat dan selu-
ruh kekuatan ekonomi nasiona], terutama pengusaha kecil, menengah, dan
koperasi dengan mengémbangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu

pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya alam dan

sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwa-

wasan lingkungan dan berkelanjutan.
Propenas disusun berdasarkan landasaan idiil Pancasila, landasan kon-

stitusional UUD 1945, serta landasan operasional GBHN 1999-2004, Pem-

. bangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinam-

bungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk
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melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pem-
bukaan UUD 1945 alinea keempat, yaity melindungi segenap bangsa dan se-
luruh tumpaha darah Indonesia, memajukan kesejahterasn umum, mencerdas-
kan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan kefertiban dunia yang berda-
sarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kondisi yang dihadapi bangsa Indonesia hingga saat ini sangat kom-
pleks serta bersifat multidimensional sehingga menﬂxﬁbutuhkau penanganan
yang seriﬁs dan bersungguh-sungguh. Berdasarkan kogg%si umum dan arah ke-
bijaksanaan GBHN 1999-2004, dapat diidentifikasi 3 (li_ma) permasalahan po-
kok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini, yaitu: (i) merebaknya kon-
flik sosial dan munculnya gejala disintegrasi bangsa; (ii) lemahnya penegakan
hukum dan HAM; (iii) lambatnya pemulihan ekonomi; (iv) rendahnya kese-
Jahteraan rakyat, meningkatnya penyakit sosial dan lemahnya ketahanan bu-
daya nasional; dan {v) kurang berkembangnya kapasitas pembangunan daerah
dan masyarakai.

Berdasarkan kondisi tersebut, prioritas pembangunan nasiona! disusun
dengan mempertimbangkan pengalaman membangun pada masa lalu dan ber-
bagai kemungkinan perkembangan keadaan pada masa depan. Tumbuhnya
demokrasi, supremasi hukum dan pemerintahan yang baik akan mengurangi
berbagai ketidakpuasan yang akan mengembalikan suasana aman dan tertib
dalam kehidupan masyarakat. Kembalinya keamanan dan ketertiban menjadi
prasyarat untuk memmulihkan kepercayaan pelaku ekonomi dalam maupun fuar

negeri. Kepercayaan dibutuhkan untuk memulibkan perekonomian nasional.

o
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Pemutihan ekonomi nasional harus disertai dengan pemberdayaan ma-

syarakat, baik selaku konsumen, angkatan kerja, maupun pengusaha. Dalam
sistem ekonomi kerakyatan, semua lapisan masyarakat mendapatkan hak un-
tuk memajukan kema:ﬁi)uannya, kesempatan, dan perlindungan dalam rangka
meningkatkan taraf hidup dan partisipasinya secara aktif dalam berbagai ke-
giatan ekonomi, kaitannya dengan proses globalisasi, yang utama adalah me-

ngurangi berbagai hambatan perdagangan. Pembangunan yang mengedepan-

kan prakarsa masyarakat secara luas tersebut akan semakin penting karena

akan meningkatkan daya saing bangsa.

Prioritas pembangunan dalam bidang hukum &imahkan unfuk mewu-
Judkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik, dilakukan melalui pem-
bangunan di bidang hukum dan subbidang penyelenggaraan negara dalam
bidang politik. Sementara dalam bidang ekonomi, prioritas pembangunan di-
arahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan
pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang berdasarkan Sistem Eko-
nomi Iéérakyata.n yang dilakukan melalui pembangunan di bidang ekonomi
serta pembangunan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi sesuai dengan GBHN 1999-
2004 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan mewnjudkan landasan
pembangunan yang lebih kukuh bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Tujuan tersebut dapat dicapai dengan memberdayakan masyarakat dan seluruh
kekuatan ekonomi nasional terutama usaha mikro, kecil, menengah dan ko-

perast melalui pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada

il
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mekanisme pasar yang berkeadilan serta berbasis sumber daya alam, serta
sumber daya manusia yang produktif dan mandiri, Yaifu meletakkan landasan
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mengembangkan usaha
mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagai tulang punggung sistem eko-
- nomi kerakyatan dan memperlusis partisipasi masyarakat dalam pembangunan,

. Kaitannya dengan globalisasi, pricritas kebijakan di bidang ekonomi
diarahkan untuk mengembangkan perekonomian yang berorientasi global
sesuai dengan kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan korh-
petitif’ b?rdasarkan keunggunlan komparatif sebagai negara maritim dan agraris
sesual dengan kompetensi dan produk vnggulan di seti!ap daerah, terutama per-
tanian dalam arti luas, kehutanan, pertambangan, pariwisata, serta indusiri
kecil dan kerajinan rakyat.

Program pembangunan di bidang hukum guna mempercepat pertum-
buhan dan perkembangan pembangunan ekonomi nasional vang berkelanjutan
didasarkan atas arah kebijaksanaan pembangunan hukum, yaitu mengembang-
kan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian
dalam @gngahadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan
nasional. .

Program pembangunan ini bertujuan untuk mendukung upaya-upaya
dalam rangka mewujudkan supremasi hukum terutama penyempurnaan terha-
dap peraturan perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang

sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sasaran program ini
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adalah terciptanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sesuai
dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan.

Program tersebut diwujudkan deugan pembentukan peraturan per-
undang-undangan, yakni menyempurnakan dan memperbaharni peraturan pér-
undang-undangan untuk mendukung kegiatan perekonomian dale;m meng-
hadapi perdagangan bebas dan perlindungan daya dukung ekosistem dan_
fungsi lingkungan hidup serta perlindungan setompat. |

Kebijaksanaan program dilakukan dengan ditetapkannya dan atan
disempurnakannya UU di bidang perekonomian, antara lain: (i} penyem-
purnaan UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil; (ii) penyempurnaan UU
No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; (iii) ditetapkannya UU No. 25
Tahun 1992 tentang Perkoperasian; (iv) ditetapkannya UU No, 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (v) ditetapkannya UU No, 7
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; {vi) disempurnakannya UT
Ketenagakerjaan ke dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
(vii) UU No. 8 Tahun 1998 tentang Pasar Modal; (viii) UU No. Tahun 1999
tentang Bank Indonesia; dii.

Program pembangunan ini pada dasarnya dipergunakan untuk men-
dukung: pelaksanaan salah satu prioritas pembaﬁgunan nasional, yaitu mem-
percepat. pemulihan ekonomi dan memperkvat landasan pembangunan eko-
nomi berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan.

Pada masa yang akan datang pembangunan ekonomi Indonesia meng-

hadapi 2 {dua) tantangan ntama yang terkait dengan proses globalisasi dan
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desentralisasi. Perfama, meningkatnya daya saing industri nasional melalui
peningkatan efisiensi dan pembangunan keunggulan kompetetif yang pada
gilirannya akan memperkukuh ketahan dan pertumbﬁhan ekonomi. .Kea’ua,
melakeanakan proses desentralisasi ekonomi secara bertahap agar potensi
sumber kegiatan ekonomi yang meluss yang didukung oleh semakin tum-
buhnya prakarsa, jiwa wirm;saha, dan kemampuar berusaha di kalangan
masyarakat di daerah.

Pengalaman membangun pada masa lalu dan timbuinya krisis yang
berkepanjangan dapat digunakan sebagai pelajaran bahwa disamping keber-
hasilan mencapai {ujuan pembangunan, proses dan cara mewujudkan tujuan
pembangunan ekonomi tersebut tidak kalah pentingnya. Secara normatif, un-
tuk membangun perekomomian yang kuat, sehat, dan berkeadilan, pemba-
ngunan ekonomi harus dilaksanakan berlandaskan aturan main yang jelas,
etika, dan moral yang baik, serta nilai-nilai yang menjunjung tinggi HAM
serta persamaan derajat, hak, dan kewajiban warga negara, termasuk per-
samaan gender.

Pembangunan ekonomi Indonesia pada masa yang akan datang harus
berbeda dari wujud perekonomian Indonesia sebelum terjadinya krisis. Wujud
perekonomian yang akan dibangun harus lebih adil dan merata, mencerminkan
peningkatan peran dmerah dan pemberdayaan seluruh rakyat, berdaya saing

dengan basis efisiensi, serta menjamin keberlanjutan pemanfastan sumber

daya alam dan lingkungan hidup, yakni:
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(i) pembangunan ekonomi dilaksanakan bedasarkan sistem ekonomi
kerakvatan untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang meningkat,
merats, dan berkeadilan; |

(ii)pembangunah ekonomi harus menerpakan prinsip efisiensi yang
didukung oleﬂ peningakatan kemampuan sumber daya manusia dan
teknologi untuk memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan
dan meningkatkan daya saing nasional maupun global;

{111} pembangunan ‘ekonomi berorientasi pada perkembangan globa-
lizasi ekonomi internasional dengan tetap mengutamakan kepen-
tingan nasional;

(iv) pembangunan ekonomi dilaksanakan berlandaskan kebijakeanaan
yang disusun secara transparan dan bertanggung-gugat, baik dalam
pengelolaan publik, pemerintahan, maupun masyarakat, dalam hal
ini pemerintah perlul bersikap tidak memihak serta menjaga jarak
dengan perusahaan-perusahaan dan asosiasi-asosiasi perusahaan;

(v) pembangunan ekonomi harus berlandaskan keberlanjutan sistem
sumber daya aiam, lingkungan hidup, dan gistem sosial kemasya-
rakatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sesuai dengan arah kebijaksanaan pembangunan di bidang ekonomi
dalam Tap MPR RI No. IV/MPR/1999, perlu ditetapkan prioritas program-
program pembangunan ekonosmi, Prioritas jangka pendek (1-2 tahun) adalah
program-program untuk mempercepat pemulihan ekonomi disertai dengan

upays-upaya mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Bersamaan
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dengan itu dilaksanakan program pembangunan ekonomi jangka menengah
(kurun waktu 5 tahun) untuk meletakkan landasan pembangunan ekonomi
yang berkelanjutan berlandaskan Sistem Ekonomi Kerakyatan.

Yang sangat perlu diperhatikan adalzh pentingnya mengintegrasikan
nilai-nilai keadilan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keinginan untuk-
meningkatkan kesejahteraan masyarakat lnas. Dengan demikian, pertumbuhan
ekonomi yang dicapai harus dapat dinikmati oleh masyarakat luas secara ber-
keadilan. Oleh karena itu, perlu diupayakan secara sungguh-sungguh perge-
seran-pergeseran dari paradigma pembangunan ekonomi yang bertumpu hanyﬁ
pada pertumbuhan ke paradigma pembangunan skonomi yang bertumpu pada

pemeratag;,

B. Penerapan Kebijaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

Studi Kasus Industri Jamu PT Nyonya Meneer

1. Penerapan Kebijaksanaan terhadap Perusahaan
Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam Tap MPR RI No. IV/MPR/1999 berikut
pula dalam UU No. 25 Tahun 2000 memiliki keterkaitan yang utuh {w)’quism)
pada: (i) mekanisme pasar yang berkeadilan; dengan prinsip (ii) persaingan
usaha sehat; (iii) memperhafikan pertumbuhan ekonomi; (iv) nilai-nilai ke-
adilan; (v) kepentingan sosial; (vi) kualitas hidup; (vii) pembangunan berwa-
wasan lingkungan; (viii) pembangunan berkelanjutan; sehingga terjamin (ix)
kesempatéin:yang sama dalam berussha dan bekerja; {x) perlindungan hak-hak

konsumen; serta (xi) perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat.

{UPT-PUSTAK-UNDIP!
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Untuk melihat apakah formulasi Sistem Ekonomi Kerakyatan dapat

bersinergi secara konstruktif dengan mekanisme pasar dan bagaimanakah sis-
tem tersebut bekerja yang terkait langsung dengan kégiatan (dunia) usa;la
(perusahaan), diperlukan beberapa indikator sesuai dengan prhsip-prhsip
yang dipakai guna berjalannya sistem tersebut. Indikafﬁr tergebut adalah: (i)'
persaingan ussha sehat; (ii) pertmmbuhan ekonomi; (iii) kepentingan sosial
masyarakat; (iv) kualitas hidup; (v) pembangunan berwawasan lingkungan;
(vi) kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja;, dan (vii) perlin-
dungan hak-hak konsuinen.

Pertama, persaingan usazha sehat diperlukan agar kegiatan usaha
bekerja sesuai dengan mekanisme pasar dimana penawaran dan permintaan
{supply and demand) kebi;ﬁxhan akan barang-barang dan jasa ditentukan oleh
harga di pasar. Melalui prinsip ini, kondisi-kondisi apapun yang diciptakan
oleh pelaku kegiatan ﬁsaha (baik itu produsen maupun konsumen) untuk
mémpengaruhi harga dengan cara-cara unfair, secara otomatis zkan menum-
buhkan iklim berusaha yang tidak sehat. Monopoli, proteksi, oligopoli, kartel
maupun monopsoni dilarang untuk dilakukan oleh para pelaku usaha dise-
babkan ia dapat mempengaruhi harga pasar bukan karena atas dasar supply
and demand, akan tetapi pasar dibentuk sedemikian rupa dengan kekuatan
kapital yang dimilikinya agar mau menerima harga yang telah dibentuknya. -

Kedua, aspek pertumbuhan ekonomi dijadikan prinsip dalam mensi-
nergikan sistem ini disebabkan aspek tersebut merupakan tahapan penting un-

tuk mengukur seberapa besar tingkat pertumbuhan ekonomi yang dapat di-
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capai sebuah perusahaan dalam jangka waktu tertentu (1 tahun) sehingga de-

ngannya dapat dihitung proyeksi-proyeksi apa yang nantinya akan dijadikan
strategi untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Pemerataan
(hasil-hasil pembangunan) ekonomi hanya dapat dicapai manakala pertum-
buhan ekonomi berkorelasi positif, Semakin tinggi tingkat pertumbuhan eko-
nominya, semakin tinggi pula kesempatan untuk mewujpdkan pemerataan (ha-

sil-hasil pembangunan) ekonominya. Apabila persaingan vsaha dilakukan se-

cara sehat, maka disparitas (kesenjangan) kekayaan ekonomi dapat ditekan

seminimal mungkin dan pemerataan dapat diwujndkan.

Ketiga, jalinan konstruktif antara Sistem Ekonomi Kerakyatan dengan
mekanisme pasar (liberalisasi ekonomi) dapat dikatakan berjalan sinergis ma-
nakala jalinan tersebut berdampak (impact) langsung dengan kepentingan so-
sial maéyarakat, terntama secara ekonomi maupun sosial. Sebagaimana telah
dijelaskan di muka, kelembagaan sistem ini sangat terkait dengan seluoruh
komponen masyarakat (lingkungan perusahaan/karyawan) baik dalam pe-
ngertian institusinya {(perusahiaan) maupun pranata-pranata vang melekat pada
institusi tersebut (aturan main, budaya lokal masyarakat, dsbnya.)

Keempat, pendapatan ataupun penghasilan yang diperoleh pelaku du-
nia usaha (pemilik ataupun karyawan perusahaan) diharapkan mampu mem-
berikan kualitas kehidupan bagi pelaku, keluarga maupun lingkungan masya-
rakat sekitarnya. Kualitas kehidupan dapat diukur dari seber.apa besar pelaka
usaha mendapatkant hasil prestasi yang berupz vang, jg{ninan sosial, tunjangan

kerja dan hal-hal lain yang bersangkutan dengen hal tersebut yang biasanya




15
dibuat di dalam Kesepakatan Kerja Bersama (KK B) antara pengusaha dengan

pekerja.

| Kelima, kerusakan alam {lingkungan hidup) aklbat industrialisasi me-
maksa pemerintah membuat kebijaksanaan untuk pembangunan berwa.;ivasan
lingkungan, yakni pembangunan yang mendasarkan dirinya pada keberlan-
jutan lingkungan hidup tanpa harus merusaknys. Pembangunan demikian
hanya dapat terlaksanﬁ manakaia perusahaan mampu memahami secara baik
dan memadat konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development)
sekaligus menerapkannya. Dalam perusahaan indsufri jamu, pembangunan
berwawasan lingkungan dipahami sebagai proses pembuatan jamu yang meng-
gunakan bahan-bahan dasar sampai dengan hasil akhir produksinya dengan
fidak merusak lingkungan hidup afau sering juga disebut industri ramah ling-
kungan.

Keenam, setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama dalam ber-
usaha dan bekerja termasvk jenjang karier sebagat ekspektasi sesuai dengan
pendidikan dan s#)! yang ia miliki. Tercakup dalam pengertian ini adalah per-
lakuan yang sama terhadap pekerja tanpa adanya diskriminasi pekerjaan ber-
dasarkan gender (jenis kelamin), suku, agama maupun golongan. Setiap pe-
kerja berhak untuk mendapatkan prestasi atas pekerjasn yang dialkukannya

Ketujuh, mata rantai produksi barang mauvpun jasa tidak dapat dile-
paskan dari berbagai hal yang menyangkut para konsumen. Tanpa konsumen,
hasil produksi tidak cukup berarti bagi perusshaan atau dapat dikatakan

ketiadaan asas guna~-manfaat. Untuk itu, perlindungan hak-hak konsumen di-
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perlukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari mata rantsi produksi

dengan meletakkan konsumen sebagai subjek partisipatif dan bukan sebagai

objek pasif dari perusahaan. Meletakkan konsumen sebagai subjek, berarti me-

nempatkan konsumen sebagai pribadi yang harus dihargai, dihormati dan di-

lindungi hak-haknya. Diantaranya adalah hak untuk mendapatkan pelayanan"

yang optimal, hak mendhpatk_an barang yang berkualitas, hak untuk komplain
manakala barang yang dikonsumsi tidak sesuai dengan indikasi dalam ke-

masan, dsbnya

a. Strategi Perusahaan .dﬁlam Meréspon Mekanisme Pasar
Dalam meregpon persaingan pasar (market compe;"iﬁon) dengan kebutuhan
SDM yang memadai yang berorientasi pada penggunaan teknologi untuk
memasarkan hasil-hasil produksi, pernsahaan menggunakan strategi de-
ngan meng-create SDM perusahaan melalui Program Pendidikan dan
Pelatihan (Diklat) secara berkala dan periodik {minimal gebulan gekali)
secara terarah dan fokus pada target kerja. SDM dis?bar ke seluruh penjuru
Ind.onesia dan di rrial dengan supervisi kompetitor dari segi product, price,
pld;:e dan promotion. Setiap mingga melakukan pertemuan dengan mem-
beri weekly report. Tim ini biasa disebut dengan Marketing Intelligent
(MI), temnannya dirangkum \da]am suatu strstegi dan kebijakan perusa-
haan dalam menghadapi gerak-gerik kdmpetitor yang bersaing di pasar.
Melalui SDM yang tangguh dan mandiri serta MI yang bekerja secara pro-
fosional, perusahaan mampu mendeteksi sejak dini kekuatan dan kele-

mahan indusirinya begitupula dengan kompetitor-kompetitor yang lain.
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Melalui SDM yang tangguh pula, bekesjanya pager dapat diketahui sejak
awal sehingga harga dapat ditentukan menurut bekerjanya penawaran dan
permintaan'.}.'s‘agoply and demand). Semakin banyak barang yang ada dipa-
saran deng;l;l jumlah permintaan yang terbatas harga akan semakm murah,
sebalikaya semakm sedikit barang dipasaran dengan permmtaan yang
besar, harga akan semakin mahal, Dengan adanya kompetitor-kompetitor
lain yang juga bermain dipasaran, fluktuasi harga akan semakin ketat se-

hingga perusahasn selaly menggunzkan prinsip efisiensi dan kehati-hatian

agar dapat survive dengan para kompetitor lain.

. Keterkaitan Langsung dengan Kepéntingan Sosial Masyarakat
Perusahaan berkepentingan langsung dengan masyarakat dalam hal penye-
diaan Iapangan pekerjaan, penyediaan bahan-bahan kebutuhan produksi
serta ketersediaan akan keperlyan akomodasi dan transportasi. Perusahaan
membutuhkan bahan-bahan kebutuhan produksi sehingga masyarakat
diuntungkan dalam hal ini, seba.likny_a masyarakat membutuhkan lapangan
pekerjaan guna dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

Pemséhaan PT Nyonya Meneer menampung cukup banyak SDM
baik pria mavpun wanita. Jumizh SDM pria (226 pekerja) lebih sedikit Jjika
dibanding wanita, yakni sebanyak 1354 pekerja. Secara langsung mereka
bekerja dari siang hingga sore (terkadang kerja lembur malam hari} yang
tentu saja menghasilkan pendapatan bﬁgi perusghaan dan keluarganya

Wanita berkarir dan menjalankan akiifitas kerjaannya tidak tergantung

pada kaum pria disamping kewajibannya dalam mengurusi keluarganya
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(remah tangga). Secara sosial, kondisi ini mengangkat harkat dan martabat
wanita untuk selalu tetap tangguh dalam menghadapi segala hal, baik da;
lam membantu pendapatan suami dalam hal penghasllan maupun dalam
hal mengums: rumah tangganya. Dengan demﬂuan perusahaan secma_
langsung menerapkan prinsip persamaan gend»r dalam hal pekerjaan di-
mana wanita memiliki peluang yang sama dengan pria untuk mengaktuali-

sasikan potensi diri yang dimilikinya dalam ranah publik

. Kualitas Hidup Karyawan

Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang dibuat antara serikat pekerja
yang mewakili pekerja dengan perusabaan yang terdiri atas sekian item,
dapat dikatakan sebagai cermin adanya perhatian perusahaan bagi kualitas
kehidupan para karyawannya.

Melalui pendapatan yang cukup (da]a:ﬁ artt ekonomti), kualitas
hidup para peketja sedemikian rupa akan menjadi semakin lebih baik yang
berimbas pada kualitas kehidupan rumah tangganya. Kualitas kehidupan

ini dapat dilihat dari tingkat ketercukupan kebutuhan dilihat dari faktor (i)

' ekonomi kebutuhan pokok pangan, sandang dan papan; (ii) tingkat pen-

didikan dengan mampu menyekolahkan anak-anaknya pada tingkat pendi-
dikan yang lebih baik; dan (iii} tingkat kege;;atan rata-rata para peke;ja
yang lebih baik.

Disamping mendapatkan hak-hak penéhasiian dan p.'endapatannya

secara hartan atay bulanan dengan berbagai hnjmgm dan fasilitas yang

telah disediakan perusahaan demi perbaikan kualitas hidup para pekerja,
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dengan menciptakan lebih dari 250 item produk jamu untuk segala macam

penyakit, kaxiyawan Juga mendapatkan jatah jamu ,untuklmenjaga keta-
hanan fisiknya di dalam bekerja dan beraktifitas. Telah terbuksi secara
medis bahwa jamu vang berasal dari gkar, daun, biji dan kulit tumbuh-
tumbuhan dapat merawat dan memelihara kesehatan karyawan perusahaan

begitu pula ia mampu merawat dan memelihara kesehatan masyarakat.

. Model Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Disamping menggunakan bahan-bzhan baku industri dari masyarakat,
perusahaan memiliki Kebun Tanaman Obat yang digunakan sebagai sarana
penyedia kebutuhan akan bahan-buhan produksi, diversifikasi tanaman
obat-obatan dan sarana riget untuk selaln menemukan bibit-bibit tanaman
yang lebih unggul, tahan hama, dan tidak merusak lingkungan.

Di dalam membuat jamu, perusahaan memiliki standar proses yang
disebut dengan CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Benar)
dimana bahan baku .diambil dari Kebun Tanaman Obat perusahaan dan
proses pembﬁatan hingga menjadi barang jadi mempunyai standar peng-
hancuran (dz;'llmg) sehingga limbahnya dapat diserap tenah dan mem-
buatnya subur. Karena didalam proses beﬁibuatan Jamu t{idak menggu-
nakan ramuan bahan-bahan kimia, secara pra_ktis sisa limbahnya dapat di-
daur ulang mikro-organisme di dalam tanah sehingga tidak mengganggu

lingkungan (merusak struktur kesuburan tanah). Standarisasi CPOTR

memberikan rasa aman dan nyaman terhadap konsumen yang semakin .

kritis.
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. Kesempatan yang Sama dalam Pekerjaan

Setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama sesuai dengan tingkat
pendidikannya dalam memperoleh program-program pendidikan dan pela-
tihan yang diadskan perusahaan dan Jjenjang karier untuk menduduki po-—
sisi-posisi yang berada di atasnya. Meski perusahaan jamu PT Nyonya
Meneer adalsh persahaan keluarga yang tidak lepas dari kepgptingan
keluarga, perusahaan ini menjunjuhg tinggi profesionalitas personal di

dalam penempatannya.

Perlindungan Hak-hak Konsumen

Salah satu aktifitas yang dikerjakan adalah dengan menukar barang-barang
EBS (Ead Stock) yang ada di outlet-outlet manpun agen-agen perusahaan
yang didasarkan atas 2 (du;l) kepentingan: (i} kepercayaan k(.msumen tetap
terjaga sehingga perusahaan diuntungkan dalam hal ini; (ii) bagi konsumen
hal itu sebagai salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan untuk selalu
menjaga muty kualitas produksinya sehingga produk yang dikonsumsi
konsumen benar-benar dapat dirasakan manfaat dan khasiamya.. Secara ru-
tin dan periodik, melalui jaringan marketing barang-barang BS ditarik dari
peredaran. Kebijaksanaan perusahaan dalam perlindungan hak-hak kon-

sumen adalah:

(i) dalam pembuatan jamu perusahaan menggunakan CPOTB yang |

dimaksudkan untuk meraberikan rasa aman dan nyaman kepada

konsumen di-dalam mengkonsumsi jamu;
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(i1) standarisasi penyimpanan produk jamu; ’
(i11) memberi tanggal expi red date pada produk jamu;
(iv) melakukan retur barang produk yané ada di agen yang sudah |
expired date dengan produk yang bai'lj;
(v) membuka jalur on-/ine bebas pulsa sebagai sarana komunikasi
- antara konsumen dengan produsen mengenai hal-hal yang ber-

kaitan dengan produk jamu;

2. Pemberdayaan Hukum dan Ekonomi Masyarakat

Sebagaimana telah dijelaskan dimuka, perekonomian kerakyatan sebagai ge-
buah sistem ekonomi tidak hanya menyangkut persoalan ekonomi semata akan
tetapi terkait dengan bidang-bidang lain serta lembaga didalamnya (aturan hu-
kum, sistem politik, AD/ART, pola kebiasasn, dlIl). Pola-pola ketembagaan
tersebut bekerja saling mengisi ‘dan memberi satu sama lain (interdependent)
sebagai satn kesatuan yang padu dalam menciptakan suatu sistem pereko-
nomian yang bekerja untuk keseluruhan rakyat dan untuk bukan satu atau dua
golongan atau aliran dalam masyarakat. Apabila dikaji menurut proses pelem-
bagasn baiwa kebi_jaicsanaan {dalam arti hukum) pemerintah dijadikan in-
strumen untuk melakukan upaya-upaya rekayasa ;embahan) dalam pemba-
ngunan sosial, maka didapat mode! formula kelenlﬁ;;aan sebagaimana berikut

(Gambar 10):
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Gambar 10
Formula Pelembagaan
(Dimodifikasi denpan Kebijaksanazn Baru Tap MPR RI No. IV/MPR/1999)

Efektifitas .. Kekustan yang
menanamkan - 'mencntang dari masyarakat
unsur-unsur baru (pengusaha, karyawan,

Tap MPR RI “elit politik, kompetitor, diL.)
No. IV/MPR/1999

Proses Pelembagaan =

Kecepatan mengnamkan
unsur-unsur baru
(sosialisasi, komunikasi,
pemberdayaan hukum, dil)

Efektifitas menanam merupakan hasil yang pogitif dari penggunaan

tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode untuk menanamkan kebijak-
sanaan Baru pemerintah dalam Tap MPR RI No. IV/MPR/1999 dan UU No.
25 Tahun 2000 mengenai sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada me-
kanisme pasar di dalam masyarakat. Pola ini akan mendapatkan reaksi dari be-
berapa golongan masyarakat yang merasa dirugikan, berupa kekuatan menen-
tang yang mempunyai pengaruh negatif pada tingkat keberhasilan proses sé-
clal engineering. Kekuatan penentang dapat datang dari bel'ﬁagai pihak, baik
pengusaha besar (korporasi) selaku kompetitor, pengusaha kecil dan mene-

ngah maupun elit politik yang tidak merasa welfare dengan sistem tersebut,

Yang dimaksudkan dengan kecepatan menanam adalah ukuran jangka

waktu seberapa jauh usaha itu dilakukan dan d'illllg'lrapkan memberikan hasil
yang optimal. Disebabkan socia! engineering meﬁiﬁakan guatu proses yang te-
rus menerus dilakukan dan berlanjut, maka jangka waktu tingkat keberhasilan

bergantung berbagai faktor yang menyertainya, diéntaranya tingkat keseriusan
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pemerintah dalam sosialisasi, komunikasi dan pemberdayaan sebagaimana dl-
kehendaki oleh Tap MPR RI No. IV/MPR/1999, - | |

Jika proses pelembagaan ini diwujudkan dalam bentuk pringip-prinsip

dasar pelembagaan sistem dimaksud, maka perlu dinkur berdasarkan 5 (lima)

ciri Sistem Ekonomi Kerakyatan di dalam UU Propenas, yaitu: (i) prinsip ke-

adilan, demokrasi ekonomi disertai kepedulian terhadap yang lemah; {ii) pe-

mihakan, pemberdayaan, dan perlindungan terhadap yang lemah oleh semua
potensi bangsa, diantaranya pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengzh dan
koperasi (UKMK); (iii) penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat dan
intervensi yang ramah pasar; (iv) pemberdayaan kegiatan ekonomi rakyat; (v)
pemanfaatan tansh dan sumber daya zlam secara adil, transparan, dan pro-
duktif dengan mengutamakan hak-halk masyarakat setempat.

Untuk melihat apakah prinsip-prinsip tersebut bekerja sesuai yang
diharapkan oleh pengambil kebijaksanaan, diperlukan indikator-indikator ki-‘
nerja sebagai berikut: (i) model pemberdayaan yang dilakukan pérusahaan un-
tuk karyawan dan masyarakat; (ii) pengelolaan manajemen perusahaan; (:u)
acugn iklim usaha yang sehat; (iv) ada atay tiadanya intervensi pemerintah; (v)
sistem pemanfaatan tanah dan sumber daya alamnya; dan (v1) hubungan hu;
kum antara perusahaan dan penyedia bahan baku. o

Pertama, pilikan terhadap model pemberdayaan yang dilakukan per-
usahasn untuk karyawan dan masyarakat diperluken untuk mengetahui lebih
Jauh mengenai pemberdajaan apa yang telah dipilihnya dan apakah pem-
berdayaan tersebut dapat memberdayakan karyawan dan magyarakat dari se-

e
L0500
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mula yang tidak berdaya dan tidak berkemampuan menjadi berdaya dan ber-
kemampuan. Oleh sebab itu, upaya-upaya yang dipilih pgrusahaan dalam pem-
berdayaan menjadi penting dikarenm melalui pemberdayaan, kemampuan
dan keberdayaan karyawan secara ekonomi dan sosial sangat ditentukan, Di
sint perusghaan dltum‘.ut untuk selalu berpihak kepada karyawan dan ling-
kungan masyarakat yang lemah dan kurang mampu (berdaya).

Kedua, pen“gelolaan {manajemen) perusahg.;n dijadikan indikator untuk
menilai dan memberikan ukuran apakah kebijaksanaan tersebut berjalan sesuai
dengan konsep pemberdayasan atankah tidak, lebih ditujukan sebagai komit-
men perusahaan untuk memihak, melindungi dan memberdayakan para kar-
yawan dan masyarakat sekitar yang lemah secara ekonomi, sosial dan pendi-
dikannya melaluj prinsif)—prinsip pengelolaan perusahaan yang baik.

Ketiga, kebijaksanaan dan acuan iklim usaha yang sehat sesuai dengan
aturan hukum yang jelas dipeﬂukan sebagai pegangan, pembimbing dan pe-
nuntun peruszhaan dalam menjalanken aktifitas kegiatannya. Pemerintah tidak
lagi dapat memilih-milih perusahaan mana yang harus diproteksi dan mana

yang fidak, akan tetapi pemerintah mesti menjalankan prinsip-prinsip usaha

vang sehat berdasarkan aturan main yang jelas dan sejalan dengan prinsip-

prinsip moral dan keadilan.

Keempat, ada atau tiadanya intervensi pemerintah sangat menentukan
sejanhmana mekanisme pasar dapat dijalankan dan berjalan sinergis dengan
sistem perekonomian ini. Intervensi pemerintah lebih sebagai bentuk inter-
vensi secara tidak langsung, vakni berupa regul;iasi-regulasi (kebijaksanaan-

it
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kebijaksanaan) dan bukan intervensi dalam bentuk langsung dengan cara
mempengaruhi harga-harga pasar berjalan. H

Kelima, melalui prinsip-prinsip pembangunan berwawasan lingkungan,
sistem pemanfaatan fanah dan sumber daﬁra alamnya diusahakan semaksimal
dan seoptimal mungkin fidak mengganggu den merusak daya dukung ling-
kungan. Sistem pemanfaatan dan sumber daya alam yang dimiliki perusahaan
menjadi penting dilakukan agar tanah dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di-
atg;snya dapat didiversifikasi yang fnemungkinkan ia dapat didaur kembali

oleh mikro-organisme yang ada di tanah sehingga tanah tetap subur, mikro-

organisme dapat berkembang dengan baik dan fumbuh-tumbuhan meng-

hasilkan bahan yang berkualitas.

Keenam, untuk memberikan aspek legal (kepastian hukum} bagi ma-

syarakat penyedia hubungan bahan baku, kesepakatan hukum antara per- -

ugahaan dan penyedia bahan baku diperlukan sebapai pegangan agar hal-hal
yang diinginkan atau tidak kelak dikemudian hari dapat diantisipasi secara dini
sehingga perusahaan dan masyarakat sama-gama diuntungkan. Bentuk kesepa-

katannya berupa hubungan kemitraan yang sejajar. N

a. Model Pemberdayaan Karyawan dan Mas!yarakat
Model pemberdayaan dilakukan dengan m:engikutsertakan (partisipatif}
masyarakat setempat dalam menyediakan bakan-bahan kebutuhaa produksi
jamu melalui kemitrean. Disamping itu, perusahaan menjalin kerjasama
dengan masyarakat sekitar melalui penyuluhan, pendidikan dan pelatihan

- guna mendapatkan kualitas bahan-bahan kebutuhan produksi jamu yang
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Pmk_ Pendidikan secara periodik diberikan perusahaan kepada masyarakat

mengenai bagaimana cara mendapatkan sekaligus menghasilkan bahan-b;
han tanaman obat-obatan yang bermutu tinggi dengan harga jual yang
tinggi pula. Peﬁberdayam Jjuga dilakukan dengan upaya-upaya pendidikan
dan pelatihan (diklat-diklat) mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan
hukum dan ekonomi untuk lebih memberdayakan para pekezja dan mana-
jemen perusahaan agar leblh memahami dan mampu membaca perkem-
bangan jaman dan pola-pola su"':]tegi yang dimainkan oleh kompetitor-

kompetitor yang lain.

Perugahaan memiliki komitmen terhadap pemberdayaan karyawan

dan masyarakat lebih sebagai keterkaitan langsung perusahaan sebagai pu-
sat kegiatan ekonomi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Perusahaan
menyediakan bahan-bahan kebutuhan masyarakat, sebaliknya. masyarakat
Jjuga menyediakan kebutuhan perusahaan. Dengan pola pemberdayaan
‘yang 2 (dua) arah ini, gecara langsung manpun tidak, kepercayaan terhadap
perusahaan dan masyarakat akan terjaga dan pada snatu ketika menjadi ke-
kuatan yang besar untuk bersinergi dalam membangun perekonomian mﬁ-
;yarakat sekitarnya. 1, if'

" Diantaranya yang berkaitan langsung:dengan aktifitas masyarakat
adalah memberikan beasiswa pendidikan kepada masyarakat kurang mam-
pu di lingkungan perusahaan (sejak tahunn 1992), membantu masyarakat
kurang mampu dalam hal pelayanan kesehatan {diantaranya sunatan ma-

sal), memberikan hiburan, wisata dan pendidikan kepad anak usia sekolah
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TK dan SD dan peduli kepada korban-korban bencana alam {diantaranya

bencana gempa bumi Bengkulu tashun 2000 dengan memebrikan peng-

obatan gratis, pemberian menu tambahan kepada balita, pembenan sem-

bako dan pemberian bantuan bahan bangunan).

. Manajemen Perusahaan

Jamu PT Nyonya Meneer bermula darf usaha home industry yang pada
awalnya hanya membuat Jamu untuk kalangan keluarga., kerabat dekat dan
hngkungan sekitar. Melalui promeosi dari mulut ke mulut, masyarakat mu-
lai memmlfaatkan kepiawaian Nyonya Meneer dalam membust jamu. Un-
tuk meyakinkan konsumen, dipasanglah foto Nyonya Meneer sebz;gai
bukti bahwa jamu yang dikonsumsinya adalah buatan tangan Nyonya
Meneer sendiri. Industri keluarga ini benar-benar dijalankan dengan mana-

jemen sederhana yang mendasarkan pada kekuatan kepercayaan konsu-

men. Seiring perkembangan waktu, pengelolaan perusahaan (promosi,

produksi, manajemen, dli.) dilakukan dengan cara-cara modern sehingga
tumbuh menjadi perusahaan yang cukup besar, schat dan kompetetif di era
pasar bebas meskipun manajemen kelnarga masih diterapkan dengan pe-

nyesuaian akan kebutuhan jaman.

Bermula dari manajemen keluarga ini, perusahaan mampu mem-
berdayakan masyarakat sekitar dengan menyediakan lapangan tenaga kerja
bagi masyarakat. Masyarakat sejak dini dibina dalam berbagai bentuk
(pendidikan, pelatihan dan penyuluhan) untuk meningkatkan kemampuan.
dirinya yang pada nantinya dapat meningkatkan kemampuan pembangun:..

BEN
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an masyarakat sekitar. Pemberdayaan lebih banyak dilakukan kepada pe-
kerja wanita oleh karena perusahaan ini paling banyak menyerap lapangan
pekerjaan bagi mereka. Asumsi dan anggapar pada waktu itu yang menya-
takan bahwa wanita tidak lebih bekerja sebagai pribadi domestik (bekerja
untuk keperluan rumah tangga) secara otomatis dijawab oleh perusahaan
ini dengan menempatkan wanita sebagai penggerak kegiatan ekonomi dan
bekerja dalam ranah publik (bekerja di luar rumah tangganya).

Manajemen perusahaan keluarga yang demikian ini Jjuga mem-
berikan arti kepada segr;nap komponen masyarakat bahwa pemberdayaén
tidak mesti dilakukan oleh suatu perusahaan yang besar yang memiliki
modal kapital tinggi, akan tetapi ia dapat dilakukan melalui dirinya sendiri,
kelvarga dan Iﬁasyarakat secara bertahap dan berkesinambungan untuk

lebih meningkatkan kemampuan dirinya secara ekonomi maupun sosial,

- Acuan Kklim Usaha yang Sehat

Kerangka acuan yang digariskan pemerintzh dalam menciptakan iklim
uséha yang sehat meslki sangat jelas tercantum dalam aturan hukum (U
Anti Monopoli), ramun belum sepepuhnya dilekukan. Jika dilihat dari
pertakuan yang selama ini berjalan, pemerintah masih setengah hati, pilih-
pilih dan menggunakan standar ganda dalam penerapan kebijaksanaannya.
Fakta aktual yang seringkali dijadikan untuk rujukan ini adalah produ!k
Rheumaneer, yakni produk jamu yang tslah Iolos uji farmakologi De-
partemen Kesehatan ¢.q. Dirjen POM yang seharusnya “dapat” diresepkan

oleh dokter sebagai obat alternatif ternyata hingga sekarang belum dila-
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kukan sepenuhnya Begitupula dengan produk- jamu Habis Bersalin yang
sudah banyak dikonsumsi ibu-ibu pasca melahirkan dengan khasiat yang
nyata, oleh sebagian paramedis tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi
dengan berbagai pertimbangan, diantaranya: (i) higienis proses produksi
masih diragukan; (ii) tingkat kualitas jamu masih rendah; dan ‘(ii) Jjamu
bukanlsh obat yang dapat sekaligus menyembuhkan akan tetapi ia lebih
cenderung sebagai obat perawatan (preventive).

4 Kasus Rheumaneer menandakan bahwa pemerintah masih pilih-pi-
lih dalam memberikan kepada siapa kebijaksanaannya diberiakukan dan
dalam kondisi yang seperti apa Jika dikaji secara mendalam, produk
Rhenmaneer sebenarnya telah melaiui proses penelitian dan uji kelayakan
yang panjang. Diantaranya: (i) pada tahun 1992,1 bekerjasama dengan Un_f-
versitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta méngena.i penelitian uji klinis,
uji toksisitas dan wji farmakologi produk jamu anti rematik Rheumaneer.
Produk ini merupakan satu-satunya jamu yang lolos uji klinis Fitofarmaka
yang tidak mempunyai efek samping terhadap lambung (berbeda dengan

obat kimiawi yang dampaknya terhadap gangguan lambung) dan ber-

dasarkan uji kelayakan ini dapat diresepkan oleh dokter; (i1) tahun 1995

produk jamu anti renmatik Rheumaneer dinyatakan telah Iufus uji klinis
oleh Departemen Keéehatan; dan (iii) tahun 1998 bekerjasama dengan
Universitas Diponegoro Semarang untuk menyéminarkan hasil-hasil pene-
litian pemanfaatan jamu rematik Rheumaneer di RSUD Dr. Karyadi

Semarang,
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Melalui upaya kebijaksanaan yang pilih-pilih dan secara diam-

diam justru menggunakan obat-obatan tradisional dari negeri China (dalam
praktek pengobatan medis maupun alternatif) menandakan bahwa peme-
rintah belum mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif khususnya
bag) industri jamu yang menggunakan bahan-bahan tradisional warisan le- -

luhur bangsa.

. Intervensi Pemerintah

Pada dasarnya pemerir‘ltah tidak melakvkan intervensi secara langsung
dalam hal industri jamu dan yang berkaitan dengannya. Pemerintah ha-
nyalah memberikan kerangka-kerangka acuan dalam bentuk peraturan per-
undang-undangan (UU PT, UU Anti Monopoli, misalnya) dan kebijaksa-
naan-kebijaksanaan yang dapat mendukung atan bahkan secara pasif mem-
pengaruhi perkembangan perusahaan, Industri Jamu tidak dibesarkan de-
ngan profeksi pemerintzh ataupun praﬁtek monopoli, karena bagi per-
usahaan ini proteksi dan monopoli akan menumbuhkan iklim usaha yang

tidak sehat.

. Sistem Pemanfaatan Tanah dan Sumber Daya Alam

:Tanah diolah secara optﬁnal dan maksimal untuk mendapatkan bahan baku
'tanaman obat-obatan yang berkualitas. Tanah dimanfaatkan melalui jalan
ekstensifikasi dan diversifikasi tanaman. Ekstensifikasi dilakukan dengan
membuka Kebun Tanaman Obat seluas + 2,5 Ha, sedangkan diversifikasi

tanaman dilakukan dengan selalu menggunakan riset-riset mutakhir untuk
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mendapatkan bibit-bibit tanaman obat yang berkualitas unggul, tahan ha-

ma dan seminimal mungkin tidak mengganggu struktur kesuburan tanah,
Dengan demikian, perusahaan ini menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan

pembangunan berwawasan lingkungan.

Hubungan Hukum antara Perusahaan dan Penyedia Bahan Baku
Hubungan hukum antara perusahaan dan penyedia bahan baluy (masya-
rakat yang dilibatkan dalam penyediaan hahan bakn industri) adalah kemi-
traan dengan perjanjian yang tidak tertulis. Selama ini, masyarakat tidak
pernah komplain dengan perusahaan atas harga-harga bahan baku yang
disediakan masyarakat karena harga. (sekali lagi} ditentukan oleh pasar dan
bukan karena monoéoli perusahaan atau masyarakat maupun monopsoni
konsumen. Justry melaly; kepercayaan yang selama ini dijalankan oleh
perusahaan dan masyarakat secara timbal balil, keuntungan-keuntungan
secara materi diperoleh keduanya.

Aspek kepercayaan inilah vang mendorbng Dr. Charles Saerang
(pimpinan PT Nyonya Meneer) dalam menstandarisasi mutu bahan baku
dan wujud komitmennya yang tinggi terhadayp lingkungan, menyerahkan
bibit tanaman obat berupa temulawak, temugiring, kunir putih, dan kunyit
sebanyak 100.000 (seratus ribu) tunas kepada waga Dukuh Gilisari, Kelu-
rahan Purwosari, Kecamataﬂ Mijen Kota Semarang.'™® Melalui aspek ke-

percayaan inilah, kelak dikemudian hari hasil-hasil bibit tunas tanaman ini

1% Sware Merdeks, 30 Jaar 2004,
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dapat dijual kepada perusahasn secara berkesinambungan sesuai dengan

prinsip supply and demand dan atas dasar konsepsi pembangunan berke-

lanjutan (sustainable development).

Melalui beberapa indikator ini dan indikator sebelumnya, pada dasar-
nya industri jamu PT Nyonya Meneer telah mererapkan prinsip-prinsip kebi-
Jjaksanaan pemerintah dalam memberdgyakan ekonomi kerakyatan yang ber-
tumpu mekanisme pasar sehingga mampu bersaing secara kompetitif di era
global. PT Nyonya Meneer Justru berharap agar kebijaksanaan vang dijalan-
kan oleh pemerintah tidak lagi pilih-pilih terhadap Jenis dan bentuk per-
usahaan tertentu namun lebih sebagai guidence untuk lebih menciptakan iklim
berusaha secara sehat dan berkeadilan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi

yang profesional dan sejalan dengan aspek etika.




BABV
PENUTUP

A. Simpulan
Studi ini menghasilkan 2 (dus) simpulan penting eesuzi dengan permasalahan dan
tujuan diadakannya penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Formulasi kebijaksanaan pemerintah (public policy) dalam member-
dayakan ekonomi kerakyatan yang bertumpu mekanisme pasar pada
dasarnya bukanlah kebijaksanaan yang benar-benar baru mengga;ltikaa
kebijaksanaan ekonomi sebelumnya, akan tetapi lebih merupakan kebi-
Jjaksanaan lama yang diperbaharui dan disesuajkan dengan kondisi ja-
man dan perkembangan masyarakst di era global yang ditandai dengan
persaingan ekonomi pasar bebas (free competition marker economy).
Kebijaksanaan demikian ini lebih tepat disebut sebagai kebijaksanaan
inkremental (incremental policy) dan dikarenakan proses perumusan
dan pembentukannya berangkat dari proses politik yang panjang, maka

| kebijaksanaan ini juga dapat digolongkan ke dalam kebijaksanaan pro-
8es (process policy). Disamping itu, formulasi kebl_]aksanaan ini ju.ga
terkait erat dengan teori institusionalisme dimana persoalan kebi-
Jaksanaan bukan hanya persoalan institusi an sich yang identik dengan
kelembagaan namun lebih dari it juga menyangkut pranata-pranata
yang ada didalamnya, seperti aturan hukum, kesepakatan, ataupun pola

kebiasaan yang dijalankan.
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2. Upaya pemerintah dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan yang

bertumpu mekanisme pasar melalui perumusan, penerapan dan eva-
luasi kebijaksanaan yang tepat, aken mampn memberdayakan ekonomi
kerakyatari dan berkompetisi secara sehs;t, adil dan transparan di era
global manakala ia dapat memenuhi prinsip-prinsip sebagaimana ber-
ikut: (i) persaingan usaha dilakukan secara sehat tanpa mon0p<.)li, oli-
gopoli, kartel dan proteksi psmerintah; (ii) pertumbuhan ekonomi ber-
bandmg lurus dengan pemeratéan (hasil-hasil pembangunan) ekonomi;
(iif) usaha‘ ekonomi berdimensi langsung dengan kepentingan sosial
masyarakat; (iv) dapat meningkatkan kualitas hidup (lingkungan) ma-
gyarakat; (v) menggunakan dan menerapkan konsep pembangunan ber-
wawasan lingkungan; (vi) memberikan kesempatan yang sama dalam
berusaha dan bekerja terhadap semua pekerja dilingkungan perusa-
haan; dan (vii) perlindungan hak-hak terhadap konsumen. Disamping
itu, usaha‘(kegiatan) perekonomian—baik berbadan [hukum maupun

tidek berbadan hukum yang menggunakan gistem ekonomi kerak-

yatan—akan dapat lebih berdaya dan mampu bersaing di era ekonomi

pasar bebas manakala: (i) memegang teguh prinsip keadilan, demo-
krasi ekonomi disertai |kepedulian terhadap yang lemah; (ii) menerap-

kan iklim persaingan usaha yang sehat.dan kemungkinan intervensi

oleh pihak luar (pemerintah) yang ramaﬁ:;pasar; (iii) memberdayakan

para pelaku kegiatan usaha (pekerja) melalui program pendidikan dan

pelatihan secara teratur dan periodik; serta (iv) memanfaatkan tanah
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dan sumber daya alam secara adil, transparan, dan produktif dengan
mengutamakan hak-hak sekaligus. melakukan pemberdayaan terhadap

masyarakat sstempat,

B. Saran-saran

1. Agar ekonomi kerakyatan dapat dan mampu berkompetisi secara sehat

di era global berdasarkan mekanisme pasar, kiranya pemerintah untuk _
sementara wakty periu mendorong dan memfasilites tumbuhnya suatu
gerakan kegiatan ekonomi (bisnis) yang berbasis pada Sistem Ekonomi
Kerakyatan sebelum menyerahkan segala sesuatunya kepada mekanig-
me pasar melabui regulasi b?rupa aturan hukum (UU) sebagai pemberi
arah (guidence) dengan maksnd agar sistem ini lebih perspekstif dalam
mengikuti perkembangan dan dinamiks Jjaman,

. Pemerintah sebagai institysi publik kirenya dapat menerapkan pringip-

prinsip pemerintahan yang baik (pood government) kepada semua pe-
laku usaha tanpa diskriminasi dan menegakkan supremasi hukum ge-
cara berkeadilan teﬁﬁm para pelangger hukum yang berkaitan de-
ngan persoalan ekonomi agar inefisiensi yang lebih disebabkan oleh
faktor-faktor nonekonomi dapat di-tekan maksimal dan prinsip-prinsip
ekonomi dapat berjalan sinergia dengan sistem perekonomian kerak-

yatan. Melalui pola pelayanan yang baik, diharapkan iklim usaha yang

- sehat dapat ditumbuhkan dan menggairahkan perekonomian nasional .

dan krisis multidimensi dapat teratasi,
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